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KEJAHATAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM 
Muchammad Yulianto1 
 
Abstrak 
Korupsi merupakan sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan individu 
dengan maksud untuk mencari keuntungan, korupsi dianggap sebagai 
tindakan busuk yang tak bermoral, foenomena korupsi di Indonesia 
bukanlah suatau hal yang asing melainkan sudah menjadi bahan 
perbincangan masayarakat setiap waktu. Korupsi diatur didalam Undang-
Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 
didalam peraturan tersebut korupsi dianggap sebagai perbuatan melawan 
hukum. Korupsi di Indonesia sudah terjadi begitu masif dan makin 
membahayakan hampir di semua sektor Namun bagaimana apabila 
kejahatan korupsi disandingkan dengan hak asasi manusia apakah korupsi 
merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusi. Pengaturan 
hukum hak asasi manusia diatur didalam Tap MPR Nomor XVII tahun 1998 
tentang hak asasi manusia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
HAM dan Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia, dari ketiga aturan tersebut tidak menjelaskan dan tidak 
menyinggung sama sekali bahwasanya korupsi merupakan sebuah bentuk 
pelangaran hak asasi manusia. Namun korupsi dianggap sebagai bentuk 
pelanggaran hak asasi manusia dengan berdasar pada Konvensi 
Internasional International Convenant On Economic, Social and Cultural Rights 
(Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi dan sosial budaya ) yang 
telah diratifikasi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Economic, Social 
and Cultural Rights. Kemudian berdasar pula pada Konvensi Internasional 
Convenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang hak-
hak sipil dan politik) yang telah diratifikasi dan diatur di dalam undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Convenant On Civil And 
Political Rights. Dari kedua konvensi internasional yang telah diratifikasi 
inilah menjadikan sebuah dasar melihat kejahatan korupsi yang dianggap 
sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 
Kata kunci: korupsi, hak asasi manusia 
A. Pendahuluan 
Kejahatan korupsi merupakan sebuah kejahatan yang 
dilakukan oleh individu yang bertujuan untuk mencari keuntungan 
sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kewenangan yang 
dimilikinya. Korupsi di indonesia bukanlah suatu fenomena yang 
baru melainkan sebuah fenomena yang kian waktu kian mempri-
hatinkan. 
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Dalam bahasa Latin korupsi berasal dari kata corruptus yang 
merupakan bahasa Latin kemudian istilah yang lebih tua adalah 
corrumperre dari bahasa tersebut turun ke berbagai bahasa salah 
satunya turun ke bangsa-bangsa di Eropa seperti halnya dalam 
bahasa Inggris corruption, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia 
menjadi korupsi secara korupsi adalah perbuatan busuk, 
ketidakjujuran seseorang dan merupakan bentuk penyimpangan 
moral individu. Secara sosiologis sendiri korupsi merupakan 
tindakan yang mempunyai kepedulian terhadap sistem sosial, 
dimana hal tersebut menjadi salah satu ciri korupsi. 
Dalam sudut pandang sosiologis korupsi dibagi tiga model 
diantaranya. Pertama corruption by need, mempunyai pengertian 
dimana kondisi seseorang harus melakukan korupsi apabila 
perbuatan korupsi tersebut tidak dilakukan maka individu tersebut 
akan melakukan penyimpangan. Kedua, corruption by greed, artihnya 
suatu perbuatan korupsi yang memang dilakukan atas dasar 
keserakahan meskipun dalam kondisi perekonomian yang 
berkecukupan, namun individu tersebut tetap saja melakukan 
tindakan korupsi. Ketiga, corruption by chance, yang artinya tindakan 
korupsi dikehendakinya karena ada kesempatan. Menurut mantan 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia menegaskan bahwa tindak 
pidana korupsi harus diikat karena dianggap sebagai tindakan 
pidana luar biasa (extraoordinary) dimana korupsi berdampak sangat 
luas bagi bangsa berikut dampaknya:. 
a. Merendahkan martabat bangsa dalam kegiatan internasional. 
b. Menurunkan iklim investasi dikarenakan ketidakpercayaan in-
vestor. 
c. Meluasa di segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislatif dan 
judikatif), baik di pusat maupun di daerah serta terjadi pula 
disektor swasta. 
d. Berdampak pada keuangan negara yang mengalami kerugian. 
e. Berdampak merusak moral generasi penerus bangsa. 
f. Merusak agenda negara. 
g. Menganggu keamanan negara dikarenakan korupsi merupakan 
tindakan luar biasa. 
h. Merupakan kejahatan yang berbahaya dikarenakan dapat berkai-
tan dengan tindak kejahatan khususnya dalam hal ekonomi dan 
tindak pidana pencucian uang. 
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Dampak yang ditimbulkan kejahatan korupsi sangatlah 
membahayakan bagi kelangsungan kehidupan suatu bangsa, seperti 
halnya baru-baru ini dalam sistem pemerintahan banyak terjadi 
tindakan korupsi hal ini telah menjangkit ke berbagai lembaga 
negara baik lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, Terbukti pada 
tanggal 3 September 2018 KPK menetapkan 41 anggota DPRD 
Malang tertangkap korupsi masal. 
Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang 
berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 dengan 
ketentuan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas 
hukum. Dengan demikian semua berdasarkan atas asas kepastian 
hukum serta rasa keadilan. Dimana didalam negara hukum hak asasi 
manusia sangatlah dijunjung tinggi. Hak asasi manusia merupakan 
hak dasar yang diperoleh individu sejak dilahirkan ke dunia hak 
tersebut bersifat  mutlak dan universal dalam kehidupan manusia 
oleh karenanya hak tersebut sangatlah dijunjung tinggi oleh setiap 
negara. 
HAM merupakan terjemahan dari istilah droits de i’home 
dalam bahasa Perancis yang berarti hak asasi manusia atau dalam 
bahasa Inggris Human Rights yang dalam bahasa Belanda disebut 
menselijke recten. Definisi HAM menurut Pasal 1 angka 1 UU No 39 
Tahun 1999 tentang HAM adalah hak yang diterima setiap manusia 
sejak dilahirkan dan wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta 
dilindungi oleh negara, demi perlindungan harkat dan martabat 
manusia. 
Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwasanya HAM 
adalah suatu hak dasar manusia yang dijunjung tinggi dan 
dilindungi hukum yang berlaku. Lalu bagaimana HAM memandang 
kejahatan korupsi, apakah kejahatan korupsi merupakan suatu 
bentuk dari kejahatan hak asasi manusia. 
B. Pembahasan 
Pengertian Korupsi Dan Perkembangannya 
Menurut Kartini kartono korupsi adalah sebuah tindakan 
penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan. 
Korupsi telah menjadi masalah dunia bukan hanya pada negara 
berkembang melainkan korupsi juga tumbuh subur di negara maju 
oleh karena itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
selanjutnya yang disingkat PBB, memandang perlu untuk 
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mengadopsi ”United Nations Convention Against Corruption”, 
selanjutnya disingkat UNNAC, melaului resolusi 58/4 tanggal 31 
Oktober 2003, yang kemudian pada tanggal 10 Januari 2005 
ditandatangani oleh 116 negara dan 15 negara telah meratifikasinya. 
Salah satu diantaranya Indonesia, yang telah meratifikasi konvensi 
tersebut melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2006, tentang 
Pengesahan United Nation Convention Againts Corruption, 2003. Yang 
mana Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tersebut disahkan pada 
tanggal 18 April 2006.  
PBB menyebutkan berbagai alasan atas prakarsa yang 
akhirnya melahirkan UNNAC, termasuk tumbuhnya kesadaran 
dunia bahwa praktik korupsi meruntuhkan seluruh bangsa kedalam 
kemiskinan dan krisis sosial. Tidak berlebihan apabila PBB 
menyebutnya sebagai Multi-dimension challenge” atau tantangan multi 
dimensi baik Hak asasi manusia, demokrasi, peraturan hukum dan 
pembangunan berkelanjutan. Dari adanya konvensi Internasional 
tersebut telihat begitu jelas bahwa korupsi sangan membahayakan 
stabilitas negara dan menjadi sebuah tantangan dimasa depan.  
Korupsi juga menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi 
Indonesia berbagai lembaga negara baik eksekutif, legistatif dan 
yudicial banyak pejabatnya yang terbukti melakukan kejahatan 
korupsi bahkan mirisnya lagi pada tahun 2018 terjadi korupsi 
berjamaah di Kabupaten Malang sebanyak 41 anggota DPR 
tertangkap operasi tangkap tangan KPK (Komisi Pemberantasan 
Korupsi). Mochammad jasin mengemukakan lima hal penyebab 
utama korupsi di Indonesia, diantaranya: 
1. Kurangnya sifat profesional 
2. Lemahnya komitmen dan konsistensi dalam penegakan per 
perundang-undangan 
3. Adanya kesempatan lingkungan kerja untuk melakukan tinda-
kan korupsi 
4. Mempunyai karakter yang rakus dan tamak 
5. Kurangnya gaji yang diterima sehingga memaksa untuk mela-
kukan tindakan korupsi 
Kejahatan korupsi merupakan suatu tindak pidana khusus, hal 
tersebut tentu sangat terkait dengan tidak pidana korupsi sebagai 
“extra-ordinary crime” disamping “white collar crime”. Rasiona-
litasnya, sebagai extra-ordinary crime, maka patut apabila ditanga-
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ni secara ekstra atau diluar kebiasaan dalam menangani tindak 
pidana lain.    
Secara keseluruhan tindak pidana korupsi diatur didalam UU No 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana korupsi 
merugikan keuangan negara secara melawan hukum untuk 
memperkaya diri, orang lain, atau korporasi diatur dalam Pasal 2 
undang-undang anti korupsi, dengan rumusan: 
1) Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan 
maksud memperkaya diri sendiri atau orang atau korporasi dan 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana 
dengan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
2) Apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada keadaan 
tertentu maka dapat dijatuhkan hukuman mati. 
Dari penjelasan salah satu pasal di dalam undang-undang anti 
korupsi tampak begitu jelas hukumannya dan bahkan dalam keada-
an tertentu setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi 
dapat dijatuhi hukuman mati. 
Agung mengatakan bahwa korupsi dan HAM bagaikan dua 
kutub magnet yang saling tarik menarik hal ini disampaikan pada 
diskusi sektarian para syndicate di Jakarta pada 2016 yang lalu. 
Agung juga menuturkan, korupsi merupakan sebuah perampasan 
hak-hak masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial dan 
budayat korupsi dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran 
ham, ungkapnya. Agung mengatakan hal tersebut dikarenakan 
korupsi telah merampas hak mayarakat yang berdampak berku-
rangnya hak-hak yang diterima oleh masyarakat, dari adanya 
pendapat tersebut bahwasanya korupsi merupakan sebuah bentuk 
pelanggaran ham, dimana korupsi tersebut berdampak pada 
kurangnya hak-hak warga negara yang diterima oleh masyarakat 
dikarenakan tindakan korupsi tersebut. 
Berdasarkan catatan komisi pemberantasan korupsi, per 1 
Desember 2016, terdapat 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri 
dan kepala lembaga, 4 (empat) duta besar, tujuh komisioner serta 17 
Gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon I hingga III, 
serta 14 hakim yang telah ditetapkan sebagai terpidana korupsi. Dari 
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hal ini tampak begitu jelas bahwasanya korupsi terjadi begitu masif 
dan oleh karena itu hukum harus diciptakan lebih tegas agar tercipta 
efek jera dan kesadaran diri terhadap si pelaku. Lalu bagaimana 
tindak pidana korupsi menurut pandangan hak asasi manusia 
berikut sejarah perkembangan HAM di Indonesia. 
Manusia dan ham dua hal dan makna yang tidak terpisahkan. 
sejak dilahirkan dibumi manusia mempunyai hak-hak dasar pada 
individu dalam kehidupan. Perlu diperhatikan juga bahwasanya 
manusia adalah mahluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup 
sendiri, dia selalu melakukan interaksi-interaksi baik itu dilakukan 
dengan kelompok kecil, masyarakat daerah lain/suku-suku lain dan 
berinteraksi dengan manusia diberbagai negara. 
Sejarah Hak asasi manusia, para pakar HAM berpendapat 
bahwa lahir nya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta. 
Piagam ini berisi bahwa raja-raja yang memilliki kewenangan absolut 
dalam artian raja yang membuat aturan namun untuk peraturan 
tersebut tidak terikat dan tidak berlaku pada dirinya sendiri, akan 
tetapi di dalam piagam ini kekuasaan seseorang raja mempunyai 
batasan dan dapat diminta pertanggungjawabannya dimuka penga-
dilan. Piagam tersebut merupakan embrio doktrin bahwa semua 
orang dianggap sama menurut hukum serta dapat diminta 
pertanggungjawabannya secara hukum. 
Lahirnya piagam Magna Charta menjadi dimulainnya babak 
baru bagi pelaksanaan HAM yang mana apabila seorang raja 
melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka ia harus 
diadilidan mempertanggungjawabkanya.sejak hal itu raja dinyatakan 
terikat dengan aturan hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat. 
Lahirnya piagam Magna Charta menjadi dimulainnya babak baru 
bagi pelaksanaan HAM yang mana apabila seorang raja melakukan 
perbuatan yang melanggar hukum maka ia harus diadili dan 
mempertanggungjawabkanya. Sejak hal itu raja dinyatakan terikat 
dengan aturan hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat. 
Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti dengan perkembangan 
yang lebih konkrit dengan lahirnya Bill Of Rights di Inggris pada 
tahun 1689. Yang bersamaan dengan lahirnya Adagium yang 
selanjutnya memperkuat timbulnya Supremasi negara hukum dan 
demokrasi. Lahir Bill Of Rights menghasilkan asas-asas yang harus 
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diwujudkan salah satunya asas persamaan dimana suatu 
kebebebasan dapat diwujudkan kalau ada persamaan. 
Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Indonesia 
Terjadinya perang dunia menimbulnya banyak korban baik 
dari milliter maupun masyarakat sipil dimana perang dunia ini 
melibatkan hampir seluruh kawasan didunia. Dari kejadian inilah 
muncul sebuah pemikiran dan keinginan untuk merumuskan Hak 
Asasi Manusia didalam suatu naskah Internasional yang mana pada 
tahun 1948 diterimanya Universal Declaration Of Human Rights yaitu 
pernyataan negara-negara di dunia tentang HAM. Dari konvensi 
tersebut mengikat terhadap setiap negara yang menandatanganinya 
dan setelah diratifikasi oleh masing-masing negara, maka konvensi 
tersebut akan mengikat secara langsung setiap warga negara dari 
negara yang bersangkutan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
RI, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya melalui Ketetapan 
MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Yang 
mana menugaskan semua lembaga negara serta seluruh aparatur 
pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan  memberikan 
pemahaman kepada Semua lapisan masyarakat tentang hak asasi 
manusia dan segera melakukan ratifikasi terhadap konvensi-
konvensi dan berbagai instrumen internasional Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan 
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.. Dalam Undang-
Undang Dasar 1945 secara tegas dijelaskan bahwa negara Republik 
Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan..  
Berikut prinsip Dalam upaya pengembangan hak asasi 
manusia di Indonesia: 
a. Melakukan ratifikasi terhadap hasil-hasil konvensi internasional 
Perserikatan bangsa-bangsa, sepanjang tidak bertentangan 
dengan UUD 1945 
b. Hak asasi manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, 
moral keamanan, dan ketertiban umum 
Sesuai dengan kesepakatan Internasional, pelaksanaan hak asasi 
manusia merupakan tanggung jawab pemerintah namun dengan 
memperhatikan aspek keragaman, politik, kebudayaan dan nilai-nilai 
yang terkadung didalam masyarakat. Dari pengertian tersebut 
dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan sebuah prinsip yang 
bersifat universal. Menurut Frederick Julius Stahl beliau berpendapat 
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bahwa suatu negara hukum formal harus memenuhi 4 (empat) unsur 
penting yang dijelaskan sebagai berikut: 
1. Melindungi Hak asasi manusi bagi warganya 
2. Terdapat pembagian kekuasaan  
3. Apapun yang dilakukan pemerintah harus berdasar pada 
peraturan perundang-undangan 
4. Terdapat PTUN untuk menghindari KTUN yang sewenang-
wenang 
Pendapat pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwasanya 
perlindungan hak asasi manusia merupakan unsur penting dalam 
negara hukum. Dimana hal ini sesuai sesuai dengan tujuan reformasi, 
untuk memwujudkan supremasi hukum. Perlindungan hak asasi 
manusia dapat diberikan melalui pengadilan hak asasi manusia yang 
diatur didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. Pembentukan Undang-
undang tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 
sebagai berikut: 
1. Untuk mewujudkan supremasi hukum dan untuk mencapai 
kedamaian dan kesejahteraan maka diperlukanya sebuah aturan 
yang mengakomodir untuk mengadili seseorang yang dianggap 
sebagai pelanggar hak asasi manusia. pelanggaran hak asasi 
manusia ini menyebabkan kerugian baik secara materiil dan in 
material. 
2. Dalam menangani perkara pelanggaran hak asasi manusi ada 
beberapa langkah diantaranya tahap penyelidikan, tahap 
penyidikan dan tahapan bersifat khusus. 
Kejahatan Terhadap perbuatan pelanggaran HAM berat dikenakan 
sanksi pidana sebagaimana diatur sebagai berikut: 
a. Pasal 36 Jo pasal 8  UU No 26/2000 
b. Pasal 37 Jo pasal 9 UU No 26/2000 
c. Pasal 38 Jo pasal 9 UU No 26/2000 
d. Pasal 39 Jo pasal 9 UU No 26/2000 
e. Pasal 40 Jo pasal 9 UU No 26/2000 
f. Pasal 41 Jo pasal 9 UU No 26/2000 
Berikut instrumen HAM (hak asasi Manusia) baik di tingkat nasional, 
regional maupun Internasional. 
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Instrumen HAM internasional 
1. Deklarasi Universal hak asasi manusia (Universal Declaration Of 
Human Rights ) 
2. Konvenan Hak sipil dan Politik ( International Convenant on civil 
and Politicial Rights  
Instrumen HAM Regional 
1. Konvensi Eropa tentang HAM dan kebebasan dasar atau European 
Convention on Human Rights 
2. Deklarasi HAM ASEAN Human Rights Declaration 
Instrumen Nasional 
1. Tap MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia. 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
Konvenan Internasional Ekonomi, Sosial Dan Budaya. 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik. 
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia 
Kejahatan Korupsi Sebagai Kejahatan Pidana 
Kejahatan korupsi atau disebut sebagai tindak pidana korupsi 
merupakan sebuah tindak kejahatan luar biasa sebagaimana yang 
termaktub dalam konvensi PBB tentang anti Korupsi, hal ini 
dikarenakan kejahatan korupsi memberikan ancaman serius 
terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang begitu besar. 
Korupsi juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi, nilai etika dan 
nilai keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur 
mengenai kejahatan korupsi yang mana diatur didalam pasal 415 
tentang penggelapan oleh pejabat, pasal 416 tentang pemalsuan buku 
pejabat, pasal 418 tentang menerima suap dan pasal 435 tentang 
menguntungkan diri sendiri secara tidak sah, namun didalam pasal-
pasal didalam KUHP tersebut tidak mampu menjangkau kejahatan 
korupsi yang sudah berkembang, maka dari itu dikeluarkanlah 
peraturan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, di dalam undang-undang tersebut kejahatan korupsi 
dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum dimana diatur didalam 
pasal-pasal sebagai berikut: 
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Pasal 2  
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum 
dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang atau 
korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara dipidana dengan pidana paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan dendan paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah) 
(2) Dan Tindakan korupsi tersebut dapat dijatuhi hukuman mati 
apabila dalam keadaan darurat 
Pasal 3 
Setiap orang maupun suatu korporasi dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri, mennyalahgunakan kewenanganya, 
kesempatan, atau sarana yang diberikan dan jabatanya yang 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana 
dengan pidana seumur hidup atau dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 
denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) 
Pasal 13 
Setiap orang yang memberikan janji atau hadiah kepada pegawai 
negeri dengan kekuasaan atau wewenangnya yang melekat pada 
jabatan maupun kedudukanya, atau oleh pemberi janji atau hadiah 
dianggap melekat pada kedudukannya, dipidana dengan pidana 
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 
Dari ketentuan 3 pasal tersebut tampak jelas bahwasanya 
tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan dalam hukum 
pidana dikarenakan korupsi merupakan sebuah perbuatan melawan 
hukum yang dilarang oleh undang-undang karena dapat merugikan 
keuangan negara serta masayarakat. 
C. Penutup 
Korupsi merupakan sebuah tindakan kejahatan  oleh individu 
maupun suatu korporasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan 
sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kewenangan yang 
dimilikinya, korupsi dianggap sebagai tindakan busuk dan 
ketidakbermoralan seorang yang mempunyai jabatan. Korupsi 
dianggap sebagai tindak pidana khusus yang mana diatur dalam 
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tipikor, kemudian dilakukan perubahan dan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 
Tahun 1999 dimana didalam undang-undang tersebut korupsi 
dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum. 
Hak asasi manusia memandang kejahatan korupsi sebagai 
bentuk Pelanggaran Hak asasi manusia diamana telah merampas hak 
dasar seorang manusia walaupun dilakukan secara tidak langsung 
hal didasarkan pada Konvensi Internasional yang telah diratifikasi 
yaitu UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan ICSCER (Konvenan Tentang Hak-Hak Ekonomi Dan 
Sosial Budaya) dijelaskan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 15 yang 
ketentuanya mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, 
sosial, budaya. 
Pasal 14  
1. Setiap orang didalam pengadilan dan badan peradilan 
mempunyai kedudukan yang sama,  dalam menentukan hak dan 
kewajibannya ketika melakukan gugaatan dan dalam menentukan 
terhadapnya tuduhan pidana yang dituduhkan, pemeriksaan yang 
adil dan terbuka untuk umum oleh badan peradilan yang 
berwenang adalah hak setiap orang, dan tidak berpihak pada 
salah satu pihak. Didalam persidangan, pengadilan berwenang 
untuk melarang media dan masayarakat untu mengikuti seluruh 
atau sebagian sidang karena alasan moral, keamanan nasional dan 
ketertiban umum dalam masyarakat benar-benar diperllukan 
menurut pendapat pengadilan dan apabila dalam keadaan 
khusus, keputusan yang diambil dari perkara pidana atau perdata 
wajib diucap dalam persidangan terbuka, kecuali apabila 
persidangan tersebut terkait dengan perselisihan dalam 
perkawinan. 
2.  Seseorang yang diduga melakukan kejahatan memiliki hak untuk 
dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya keputusan 
pengadilan yang dibuktikan secara hukum.  
3. Jaminan-jaminan bagi seseorang yang dituduhkan melakukan 
tidak pidana, dalam persamaan penuh berikut: 
a. Diberitahukan secara jelas dan secepatnya atas tuduhan yang 
dikenakan padanya dengan diuraikan sifat dan alasannya. 
b. Diadili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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c. Didalam persidangan seseorang diadili dengan kehadirannya 
dan diperbolehkan membela diri melalui kuasa hukumnya. 
Dalam Konvensi ICCPR tersebut menjelaskan bahwasanya semua 
orang dianggap sama dimata hukum namun dalam prakteknya 
dalam dunia peradilan banyak ditemukannya mafia peradilan 
sehingga sering kali terjadi putusan hakim yang tidak berkeadilan, 
banyak ditangkapnya hakim yang melakukan tindakan korupsi 
sehingga menyebabkan hukum menjadi tajam ke bawah dan tumpul 
ke atas, dengan ketentuan yang ada dalam ICCPR tersebut dapat 
dikatakan bahwa tidakan hakim tersebut merupakan bentuk 
pelanggaran hak asasi manusia. 
Jadi Tindak Pidana korupsi memang dipandang sebagai 
kejahatan pidana  yamg mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
namun didalam kejahatan korupsi tersebut sangat berpotensi 
terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, Dengan adanya 
dua konvensi internasional ICESR  dan ICCPR yang telah diratifikasi 
dapat dikatakan bahwa tindakan kejahatan korupsi adalah kejahatan 
pidana yang sangat berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi 
manusia, maka didalam hukum harus diberikan sanksi secara tegas 
bagi setiap orang yang melakukan tindakan korupsi karena tindak 
kejahatan tersebut sekaligus sebagai bentuk pelanggaran hak asasi 
manusia. 
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HAK ASASI MANUSIA  
DALAM KONVENSI HAK SIPIL DAN POLITIK 
Rosalina Kusnul Amrullah2 
 
Abstrak 
Artikel ini menjelaskan tentang Ham dalam konvensi hak sipil dan politik 
yang dimana ada beberapa hak yang boleh di batasi oleh Negara dan hak 
sipil dan politik sebagai tujuan kebutuhan untuk semua orang dari suatu 
negara, baik di dalam negeri dan internasional. Selain itu, artikel ini juga 
akan menguraikan faktor penentu dari sipil dan hak politik di suatu negara.  
Kata kunci: hak sipil; politik; konstitusi 
A. Pendahuluan 
Pada prinsipnya setiap negara demokratis memuat jaminan 
hak-hak asasi termasuk hak-hak sipil dan politik dari setiap orang 
atau penduduk pada konstitusi negara. Namun semuanya sangat 
tergantung pada political will penguasa untuk memberikan ruang 
bagi keberadaan hak-hak sipil dan politik tersebut. Pada tataran ini 
diperlukan upaya kedua belah pihak agar tidak terjadi tindak-tindak 
penindasan ataupun pengekangan pelaksanaan hak-hak sipil dan 
politik setiap orang ataupun warga negara yang berada di negara 
tersebut. Perjuangan penegakan hak-hak sipil dan politik telah 
dimulai jauh sebelum hak-hak tersebut dijamin dalam Konvenan 
Internasional. 
Tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (MU PBB) mengeluarkan Universal Declaration of 
Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia – 
DUHAM). DUHAM memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar, termasuk cita-cita manusia yang bebas untuk 
menikmati kebebasan sipil dan politik. Hal ini dapat dicapai salah 
satu dengan diciptakannya kondisi dimana setiap orang dapat 
menikmati hak-hak sipil dan politik yang diatur berdasarkan 
ketentuan-ketentuan internasional. 
Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 
1951, Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk 
merancang Kovenan tentang hak sipil dan politik memuat sebanyak 
mungkin ketentuan Pasal yang akan menetapkan bahwa semua 
rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Komisi 
                                                          
2 rosalinakusnulamrullah@gmail.com. 
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HAM PBB tersebut berhasil menyelesaikan rancangan Kovenan 
sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada 1951, dan setelah 
dilakukan pembahasan Pasal demi Pasal, pada akhirnya Majelis 
Umum PBB melalui Resolusi No.2200 A (XXI) mengesahkan 
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan Optional 
Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 
(Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan 
Politik secara bersama-sama pada 16 Desember 1966 dan berlaku 
pada 23 Maret 1976. 
B. Pembahasan 
Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dijelaskan 
bahwa negara Indonesia yang dicita-citakan dan hendak dibangun 
adalah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat atau 
negara demokrasi. HAM adalah salah satu tiang yang sangat penting 
untuk menopang terbangun tegaknya sebuah negara demokrasi. 
Sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945 
yang mengamanatkan hendak dibangunnya negara demokrasi 
tersebut, maka UUD 1945 mengimplementasikan ke dalam pasal-
pasalnya tentang hak-hak asasi manusia. Bangsa Indonesia sejak 
awal mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk menjunjung 
tinggi HAM, oleh karena itu bangsa Indonesia selalu berusaha untuk 
menegakkannya sejalan dan selaras dengan falsafah bangsa Pancasila 
dan perkembangan atau dinamika jamannya. 
Bicara sistem politik pada intinya bicara pilihan sistem politik. 
Sistem politik diktator, otoriter, sentralistis, absolutisme atau sistem 
politik demokratis, populis, kerakyatan, walaupun dalam praktiknya 
terdapat varian antara kedua sistem tersebut. Dalam kedua sistem 
tersebut sistem politik mempunyai hubungan timbal balik dengan 
hukum serta berdampak langsung terhadap penegakan dan 
pengakuan terhadap HAM. 
Dalam sistem politik diktator, hukum yang dihasilkan 
berwatak represif, mempertahankan status quo, mempertahankan 
kepentingan penguasa. HAM tidak pernah mendapat prioritas. 
Pemerintahan diktator memiliki kekuasaan mutlak dan sentralistis, 
aparat dan pejabat negara di bawah kontrol atau kendali penguasa. 
Dalam sistem politik demokratis, watak hukum yang 
dihasilkan bersifat responsif, akomodatif. Substansi hukum yang 
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tertuang di dalam beragam peraturan perundangan yang ada 
menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. HAM 
menjadi salah satu ukuran penegakan hukum. Dalam sistem tersebut 
terjalin komunikasi serasi antara opini publik lewat wakil-wakilnya, 
juga media massa, agamawan, cendikiawan dan LSM dengan 
pemerintah. Dengan demikian, sistem hukumnya ditandai dengan 
konsep impartiality, consistency, opennessm predictability dan stability. 
Semua warga negara mempunyai kedudukan sama di depan hukum 
(equality before the law). Ciri ini yang disebut dengan rule of law. Untuk 
tujuan tersebut, demokrasi dikatakan gagal kalau hanya menekankan 
pada prosedur melupakan substansi demokrasi. Substansi demokrasi 
yaitu mewujudkan kehendak rakyat, yang dibuktikan dari perju-
angan wakil-wakilnya di DPR. 
Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari 
martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan 
dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati 
hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang 
pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Di dalam 
perlindungannya peran negara harus dibatasi karena hak-hak sipil 
dan politik merupakan negative right (hak dan kebebasan akan 
terjamin dan terpenuhi apabila peran negara dibatasi). 
Namun perbedaan antara hak sipil dan politik yaitu hak sipil 
adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat 
dari keberadaan seorang manusia sedangkan hak politik ialah hak 
dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga 
Negara yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh Negara 
dalam keadaan apapun. Hak Sipil dan Politik berkarateristik sebagai 
berikut: 
Negara bersifat pasif 
Dapat diajukan ke pengadilan 
Tidak bergantung pada sumber daya 
Non-ideologis 
Dalam hak‐hak sipil dan politik, ada batas antara hak‐hak 
yang tak dapat ditangguhkan dengan hak‐hak yang dapat 
ditangguhkan. Yang termasuk dalam kategori hak‐hak yang tidak 
dapat ditangguhkan adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak 
disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas kebebasan berpikir dan 
beragama serta berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka 
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hukum, hak untuk tidak dipenjara karena kegagalan memenuhi 
kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan 
hukum yang berlaku surut (retroactive), hak atas kebebasan dan 
keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak 
untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan 
berserikat dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. 
Untuk memenuhi hak sipil dan politik ini terhadap warga 
negara indonesia, negara Indonesia telah memberikan instrumen 
HAM yang mengaturnya, antara lain: 
UUD 1945 (Pasal 28 ) 
Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi 
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Wanita 
Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi 
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang 
Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia 
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan 
Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Rasial 
UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Pasal 9-Pasal 35) 
UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahaan Konvenan Internasional 
Hak-hak Sipil dan Politik 
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan 
Konvensi Hak-hak Anak 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB. 
Negara tidak boleh melakukan intervensi dalam rangka menghor-
mati hak‐hak setiap orang, terutama hak‐hak yang tak dapat 
ditangguhkan. Karena campur tangan negara justru mengakibatkan 
terjadinya pelanggaran atas hak‐hak individu/kelompok. Sebaliknya, 
intervensi dapat dilakukan atas dua hal; pertama, dalam situasi atau 
alasan khusus untuk membatasi atau mengekang hak‐hak atau 
kebebasan berdasarkan UU, kedua dalam rangka untuk menegakkan 
hukum atau keadilan bagi korban tindak pidana 
Pengaturan mengenai hak-hak politik (hak memilih dan 
dipilih) setiap orang, telah di pertegas dalam Pasal 43 ayat (1), (2) dan 
(3) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, oleh sebab itu setiap warga 
negara mempunyai hak yang sama tanpa harus ada pembatasan baik 
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secara langsung maupun tak langsung dalam bentuk maupun 
dengan cara apapun. 
1. Hak untuk hidup 
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 
3. Hak mengembangkan diri 
4. Hak memperoleh keadilan 
5. Hak atas kebebasan pribadi 
6. Hak atas rasa aman 
7. Hak atas kesejahteraan 
8. Hak turut serta dalam pemerintahan 
9. Hak wanita 
10. Hak anak. 
Hak atas kebebasan berkumpulhak atas kebebasan berserikat, hak 
atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi. Negara-
negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan 
penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut, 
tetapi penyimpangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila 
sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional 
atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif 
terhadap ras dan etnis. 
Hak-hak sipil dan politik terklasifikasi menjadi dua, pertama, 
hak yang terkatagori non derogable rights, yaitu hak-hak yang 
bersifat absolut, yang pemenuhannya tidak boleh dikurangi oleh 
negara, walaupun dalam keadaan darurat. Hak-hak ini meliputi hak 
atas hidup, hak bebas dari penyiksaaan, hak bebas dari perbudakan, 
hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian hutang, 
hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek 
hukum, dan hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. 
Negara yang melanggar hak-hak tersebut biasanya akan dikenakan 
kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius 
HAM. 
Negara-negara pihak kovenan diperbolehkan mengurangi 
atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi 
hak-hak tersebut. Penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila 
sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak diskriminatif. 
Alasan penyimpangan, satu, demi menjaga keamanan nasional atau 
ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum. Dua, demi 
menghormati hak atau kebebasan orang lainPotensi penyimpangan 
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sebenarnya besar, tapi ICCPR telah menggariskan bahwa hak-hak 
dalam ICCPR tidak boleh dibatasi melebihi dari yang ditetapkan oleh 
kovenan. 
Perbedaan Hak Sipil Dan Politik 
Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh 
sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia Hak politik ialah 
hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga 
Negara yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh Negara 
dalam keadaan apapun. 
Hak Sipil dalam Kovenan dapat digeneralisasi menjadi 
empat macam, yakni: 
1. Hak diperlakukan sama di muka hukum  
2. Hak bebas dari kekerasan 
3. Hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu 
4. Hak hidup dan kehidupan. 
Menilik kategorisasi hak sipil yang dibedakan dari hak asasi sosial 
secara umum, dalam Kovenan ini, hak sipil dapat dirumuskan 
sebagai hak-hak anggota masyarakat tidak hanya sebagai manusia, 
tetapi lebih khusus lagi sebagai warga negara. Dalam konteks ini, 
meski hak-hak sipil tidak langsung terkait dengan akses terhadap 
kekuasaan negara, penegakannya merupakan kemestian yang 
menguatkan hak-hak politik. 
C. Kesimpulan 
Kesadaran akan konsep HAM termasuk di hak sipil dan 
politik timbul justru karena hak-hak tersebut sering dilanggar. Oleh 
karena itu perlu upaya serius dari semua pihak, baik negara maupun 
masyarakat beserta elemen-elemenya untuk melakukan 
pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat mengidentifikasikan 
kebutuhan-kebutuhan HAM-nya serta sekaligus menemukan cara 
bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut 
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PERADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 
Yohana Aprilia Sari3 
 
Abstrak 
Peradilan/pengadilan hak asasi manusia di Indonesia dan permasalahan 
pokoknya adalah tentang pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Apa 
dasar hukum pembentukan pengadilan hak asasi manusia, apa saja bentuk 
kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia, dan bagaimana tempat kedudukan 
dan susunan pengadilan hak asasi manusia. Pembentukan pengadilan hak 
asasi manusia di Indonesia, tidak hanya sekadar untuk memenuhi secara 
nasional melainkan juga untuk memenuhi tuntutan masyarakat 
internasional. Pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan hak asasi manusia adalah 
sebuah lembaga yang mengadili setiap pelanggaran berat hak asasi 
manusia. Dalam UU No 26 Tahun 2000 mengatakan bahwa setia 
pelanggaran berat yang terjadi semua diadili di pengadilan hak asasi 
manusia dengan kejahatan dianataranya kejahatan genosida dan kejahatan 
manusia. Dengan adanya UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia Indonesia dapat menyelesaika dan mengadili pelanggaran 
hak asasi manusia tanpa bantuan atau campur tangan dari negara lain. 
Banyak sekali kasus pelanggaran ham di Indonesia tapi sampai saat ini 
masih kurang efektif, untuk para korban dan para pelaku kejahatan 
pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga pengadilan bertugas untuk 
mengadili dan membuat kaidah hukum yang berlaku di wilayah hukum 
nasional dan fungsi dari pada lembaga pengadilan untuk mendapatkan 
simpul keadilan yang tiada sewenang-wenang. 
Kata kunci: hak asasi manusia, pengadilan hak asasi manusia 
A. Pendahuluan  
Hak.Asasi.aManusia.a(HAM)aadalah.ahak..yang..telah..ada..p
ada..diri..manusiasejak..dilahirkan..yang..berlaku..seumur..hidup dan 
tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun.4 
Kejahatan genosda adalah perbuatan yang dilakukan untuk 
menghilangkan suatu, ras, kelompok etnis, kelompok agama untuk 
kepentingan politiknya dengan cara: 
1. Membunuh anggota kelompok. 
2. Menmbuat penderitaan fisik atau mental yang berat kepada 
anggota-anggota kelompok. 
3. Menciptakan kondisi kehodupan kelompok yang mengakibatkan 
adanya kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainnya. 
                                                          
3 yohana.aprilia1@gmail.com. 
4 Rozali Abdullah, Syamsir, Perkembangn HAM dan Keberadan Peradilan 
HAM di Indonesia, hlm  45-46 
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4. Memaksa tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam 
kelompok. 
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke 
kelompok lain (Pasal 8 UU Nomor 26 Tahun 2000). 
Kejahatan terhadap kemanusiaan adala suatu perbuatan yang 
dilakukan secara sistemasti kepada penduduk sipil yang diketahui 
serangan tersebut secara langsung yaitu: 
1. Pembunuhan. 
2. Pemusnahan. 
3. Perbudakan. 
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa 
5. Perampasan kemerdakaan atau perampasan kebebasan fisik lain 
secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan 
pokok hukum internasiona 
6. Penyiksaan. 
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, 
pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa 
atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. 
8. pembunuhan atau penganiyaan terhadap suatu kelompok untuk 
paham plitik ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, 
atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal 
yang dilarang menurut hukum internasional. 
9. Penghilangan orang secara paksa. 
10. Kejahatan apartheid. 
Kejahatan terhadap manusia dapat dikatakan sebagai 
kejahatan berat, dengan unsur: 
1. Adanya suatu serangan yang meluas atau sistematis. 
2. Serangan tersebut ditujukan dengancara secara langsung terhadap 
penduduk sipil. 
3. Serangan itu sebagai kelanjutan kebijakan yang berhubungan 
dengan organisasi. 
Jadi jika kejahatan terhadap manusia tidak memenuhi seperti 
yang datas maka kejahatan tersebut dapat dikatakan sebagai 
kejahatan Tindak pidana biasa yang diadili oleh pengadilan pidana 
bukan dengan pengadilan hak asasi manusia 
Penanganan pelanggaran HAM di Indonesia yang bersifat 
berat, dilakukan melalui pengadilan HAM, sedangkan untuk kasus 
pelanggaran HAM yang biasa diselesaikan melalui pengadilan 
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umum. Ada beberapa perilaku setia orang dalam menghargai dan 
menegakan HAM antara lain dapat dilakukan melalui perilaku 
sebagai berikut: 
− Mematuhi instrumen-instrumen HAM yang telah ditetapkan. 
− Melaksanakan hak asasi yang dimiliki dengan penuh tanggung 
jawab. 
− Memahami bahwa selain memiliki hak asasi, setiap orang juga 
memiliki kewajiban asasi yang harus dijalankan dengan penuh 
tanggung jawab. 
− Tidak semena-mena terhadap orang lain. 
− Menghormati hak-hak orang lain 
Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Pengadilan HAM 
Kitab yang di gunakan dalam Pengadilan HAM adalah Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak diatur 
secara khusus oleh UU No.26 Tahun 2000 (lex specialis derogat lex 
generalis). Ada beberapa penyelesaian pelanggaran berat HAM  yang 
menurut UU No. 26 Tahun 2000 sebagai berikut: 
Penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia ( Komnas HAM). Dengan bertujuan adanya objektifitas hasil 
penyelidikan, jika dilakukan oleh lembaga independen. Dalam 
penyelidikan, penyelidik berwenang: 
• Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa 
yang mucul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau 
lingkupnya yang patut diduga terdapat adanya pelanggaran berat 
HAM. 
• Menerima semua  laporan atau pengaduan dari seseorang atau 
kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran berat HAM dan 
mencari keterangan dengan barang bukti. 
• Memanggil semua pihak pengadu, korban atau pihak yang 
diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya. 
• Memanggil beberapa saksi untuk dimintai kesaksiannya. 
• Mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat 
lainnya jika dianggap perlu. 
• Memanggil para pihak terkait untuk melakukan keterangan secara 
tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai 
dengan aslinya. 
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• Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa 
pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan 
setempat, mendatangkan ahli dalam hubungan dengan 
penyelidikan. 
B. Pembahasan  
Pembentukan pengadilan hak asasi manusia 
Perlindungan HAM yang telah dikemukakan sebekumnya, 
selain menggunakan instrumen hukum dapat juga dilakukan dengan 
instrumen dan kelembagaan. Dengan kelembagaan yang dapat 
dilakukan melalui komisi hak asasi manusia PBB Mahkamah 
Internasional, dan secara nasional melalui komisi nasional hak asasi 
manusia (HAM), Pengadilan HAM, dan komisi kebenaran dan 
rekonsiliasi. 
Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM) dilakukan sebelum ditetapkan ketetapan MPR Nomor 
XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dan undang-undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, melalui Keppres 
Nomor 5 tahun 1993 tanggal 7 Juli 1993, sedangkan pengadilan hak 
asasi manusia dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi pembentukan 
didasarkan pada undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia. 
Pembentukan Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak hanya 
sekedar dalam nasional saja tetapi juga dalam Internasional juga. PBB 
diberikan kewenangan untuk terlibat secara langsung dalam suatu 
negara yamg berdaulat, untuk melindungi hak asasi manusia. 
Apabila..komisi..hak asasi manusia. PBB melihat atau mengawasi 
negara supaya pada saat negara tidak mampu lagi untuk melindungi 
hak asasi manusia , mengadili para pelaku, maka komisi hak asasi 
manusia memebrikan rekomendasi PBB untuk ikut ca,pur tangan 
dalam mengadili pelaku di Pengadilan Internasional.  
Pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia, didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut: 
1. Pelanggraran hak asasi manusia yang berat merupakan “extra 
ordinary crime” dan berdampak secara luas, baik pada tingkat 
nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak 
pidana yang diatur dalam KUHP, Serta menimbulkan kerugian 
baik materil maupun im materil yang mengakibatkan perasaan 
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tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, 
sehingga perlu segera di pulihkan dalam mewujudkan supremasi 
hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, 
keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 
2. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat di 
perlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan yang bersifat khusu. Kekhususan dalam 
penanganan hak asasi manusai yang berat adalah sebagai berikut.5 
a) Penyelidikan dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, 
penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc. 
b) Adanya penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh 
Komis Nasional Hak Asasi Manusi dan penyidik tidak 
berwenang untuk menerima sebuat laporan yang diatur dalam 
dalam kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. 
c) Diperkukan adanya waktu untuk melakukan penyidikan, 
penuntutan dan pemerikasaan di pengadilan. 
d) Dibutuhkan adanya mengenai perlindungan korban dan saksi. 
e) Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa 
bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.  
Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia 
Dengan adanya perubahan amandemen kedua atas Undang-
Undang Dasar 1945 teruama dengan menambah BAB X A tentang 
Hak Asasi Manusia yang terdiri 10 (sepuluh) pasal, yaitu Pasal 28 a 
sampai dengan 28 j. Hal ini lebih mempertegas komitmen bangsa 
negara Indonesia terhadap upapa perlindungan dan penegakan hak 
asasi manusia. 
Menurut ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor 
39 Tahun 1999 tersebut di atas, pengadilan Hak Asasi manusia 
tersebut harus di atas, pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut harus 
seudah dibentuk selambat-lambatnya 4 tahun sesudah Undang-
undang ini diundangkan. Satu tahun sesudah diundangkannya 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Dewan Perwakilan Rakyat 
sudah berhasil pula menetapkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 
2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. 
 
 
                                                          
5 Op cit, hlm. 37-38. 
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Tempat Kedudukan Dan Susunan Pengadilan Hak Asasi Manusia 
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia yang membahas tentang pengadilan Hak Asasi Manusia di 
Indonesia terdapat dalam Pasal 104 yang berbunyi: 
1. Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di 
bentuk pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan pengadilan 
umum. 
2. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk 
dengan Undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 
(empat) tahun. 
3. Sebelum terbentuk pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran Hak 
Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di adili oleh 
pengadilan yang berwenang. 
Pengadilan yang berwenang yaitu meliputi empat lingkungan 
pengadilan sesuai dengan UU No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-
ketentuan pokok kekuasaan kehakiman diubah UU No. 35 Tahun 
1999. Lembaga yang dapat mengadili pelanggaran Hak Asasi 
Manusia di Indonesia ada empat lingkungan peradilan sesuai dengan 
Undang-Undang yaitu: 
1. Pengadilan Umum. 
2. Pengadilan Militer. 
3. Pengadilan Agama. 
4. Pengadilan Tata Usaha Negara  
Hak Asasi Manusia di adali dengan pelanggararan yang dilakukan 
dalam wiliyaha hukum di Indonesia. Dengan berdasarkan adanya 
suatau peraturan hukum maka semua para pelaku dapat dijatuhkan 
hukumna tanpa memandang siapakah orang itu. Pelanggran hak 
asasi manusia adalah pelanggaran yang serius maka dari itu segara 
mungkin untuk setiap para pelaku segera di hukum, agar masyarakat 
tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak asasi 
manusia di Indonesia. UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa 
pemerintah sebagai penyelenggara negara dan DPR sebagai badan 
legislatif guna membuat suatu perundang-undangan dengan 
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dikaitkan pengadilan kepada pelaku pelanggaran  hak asasi 
manusia.6 
Majelis hakim pengadilan hak asasi manusia terdiri dari 5 
orang hakim, 2 hakim dari pengadilan yang bersangkutan dan 3 
hakim dari hakim ad hoc. Setiap pengadilan hak asasi manusia 
mengangkat 12 orang hakim ad hoc. Pengangkatan hakim ada hoc di 
lakukan oleh presiden sebagai kepala negara atas usul ketua 
mahkamah agung. Hakim ad hoc memunyai masa jabatan tahun dan 
diangkat kembali 1 kali masa jabatan. Dalam Pasal 28 ayat (1) 
Undang-undang No. 26 Tahun 2000, hakim ad hoc hakim yang 
diangkat diluar hakim karir yg telah memenuhi syarat profesional 
berdedikasi dan berintegrasi tinggi, memahami dan berintikan 
keadilan. 
Dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, 
syarat-syarat untuk diangkat sebagai hakim ad hoc, yaitu: 
a) Harus Warga negara Republik Indonesia. 
b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
c) Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun  
d) Berpendidikan sarjana hukum atay sarjana lainnya yang 
mempunya keahilian dibidang hukum 
e) Sehat jasmani dan rohani. 
f) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 
g) Serta kepada pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 
h) Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi 
manusia. 
Yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 26 Tahun 2000 
dengan keahlian di bidang hukum adalah sarjana syariah atau 
sarjana lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Susunan majelis 
hakim di Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia. Untuk 
pengangkatan hakim ad hoc di pengadilan tinggi hak asasi manusia 
kurang lebih 12 orang untuk dijadikan sebagai hakim ad hoc. hakim 
ad hoc di pengadilan tinggi hak asasi manusia diwajibkan 
mengucapkan sumpah seperti yang dilakukan hakim ad hoc di 
pengadilan hak asasi manusia.  
                                                          
6 Seodjono Dirjdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2002, hlm. 145. 
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Mahkamah Agung untuk susunan majelis hakimnya sama 
dengan susunan majelis hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia dan 
Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Tinggi Hak 
Asasi Manusia, yaitu sebanyak 5 orang yang terdiri dari 2 orang 
hakim agung dan 3 orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc juga diangkat 
oleh presiden selaku kepala negara dengan saran dari DPR 
Indonesia, dan hanya boleh diangkat 1 kali masa jabatan seterusnya 
tidak boleh. 
Syarat untuk menjadi hakim ad hoc di Mahkamah Agung: 
1. Warga negara Republik Indonesia 
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
3. Berumur sekurang-kurangnya 50 ( lima puluh ) tahun. 
4. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana yang mempunyai 
keahlian di bidang hukum. 
5. Sehat jasmani dan rohani. 
6. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela 
7. Setia kepada pancasial dan Undang-undang dasar 1945 
8. Memiliki pengetahuan dan kepedulian dibidang hak asasi 
manusia. 
Walaupun dqalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak ada 
pasal yang menyebutkan bahwa hakim ad hoc di Mahkamah Agung 
wajib mengucapkan sumpah tetapi hakim ad hoc Mahkamah Agung 
tetap harus mengucapkan sumpah sama seperti halnya hakim ad hoc 
di pengadilan hak asasi manusia yg menuvapkan sumpah dengan 
keras dan hafal. Susunan pengadilan hak asasi manusia sama dengan 
susunan peradilan umum, yaitu pengadilan hak asasi manusia 
sebagai peradilan tingkat pertama sedangkan pengadilan tinggi hak 
asasi manusia sebagai peradilan banding, dan Mahkamah Agung 
peradilan tingkat kasasi. 
C. kesimpulan 
Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia di bentuk atas 
dasr dorongan untuk mengadili pelanggaran kejahatan hak asasi 
manusia yang berat. Pengadilan HAM adaah pelanggar kejahatan 
Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum. Pengadilan 
HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000. Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan yang di bentuk 
khusus untuk memeriksa dan memutus pelanggaran HAM yang 
berta yang dilakukan sebelum adanya UU No. 26 Tahun 2000. 
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Pengadilan HAM juga mempunyai wewenang untuk memeriksa dan 
mengadili.  
Pengadilan HAM berwenang untuk memeriksa dan memutus 
perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar teritorial 
wilayah NKRI oleh Warga Negara Indonesia. Hal ini yang 
dimaksudkan untuk melindungi WNI yang melakukan pelanggaran 
HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial, dalam arti tetap 
dihukum sesuai dengan Undang-Undang tentang pengadilan Hak 
Asasi Manusia. Dengan melalui UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan 
Hak Asasi Manusia mengharpkan untuk masalah kejahatan atau 
pelanggaran hak asasi manusia sebelum atau sesudah adanya UU 
dapat diselesaikan dan supaya dapat mengembalikan keamanan 
kedamaian di Indonesia. 
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KONSEP TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
DAN PELANGGARAN HAM  
Risca Maradiana Dwi Safitri7 
 
Abstrak 
Dari uraian ini penulis akan membahas atau mengangkat beberapa 
permasalahan ke dalam bentuk makalah, dengan judul “Konsep Tindak 
Pidana Kejahatan dan Pelanggaran HAM”. Adapun permasalahan dari 
judul tersebut adalah bagaimana konsep tindak pidana kejahatan dan 
pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana konsep pelaku tindak 
pidana pelanggaran hak asasi manusia, bagaimana kebijakan ham dalam 
pengaturan hukum pidana nasional. Metode dalam penulisan ini adalah 
bersifat kualitatif, dikarenakan karena memang belum ada aturan hukum 
untuk masalah yang dihadapi. Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen sudah tepat dan selaras 
dengan Universal Declaration Of Human Recht. Di dalam KUHP (Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana) ada pasal yang bermasuk melindungi 
kehidupan, kebebasan dan keamanan seseorang , diantaranya ada pasal 
pembunuhan, perampasan kemerdekaan, pengancaman, penculikan dll. 
Ketentuan tersebut identik dengan pasal 3 UDHR (Universal Declaration Of 
Human Recht), juga dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) ada 
larangan perdagangan budak. Konsep Tinak Pidana kejahatan dan 
pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai sebuah Tindak atau pelanggaran 
atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dapat dikenakan 
hukuman yang saling keterkaitan hubungananatara tindak pidana dengan 
Hak Asasi Manusia  adalah setiap tindak pidanaa dari delik, peristiwa dan 
perbuata terkadang akan menyebabkan terjadinya pelanggaran atau 
kejahatan Hak Asasi Manusia seperti kasus yang berlatar belakang 
Pembunuhan. Genosida adala jenis kejahatan terberat terhadap Hak Asasi 
Manusia dalam UU No 26 Tahun 2000 yang diatur dalam pasal 8 adalah 
kejahatan genosida, didalam pasal ini dijelaskan suatu perbuatan yang 
dilakukan dengan maksud menghancurkan sebagian kelompok beragama , 
dan jenis kejahatan terberat kedua diatur dalam UU No 26 Tahun 2000 pasal 
9 Tentang kejahatan Terhadap Manusia dan dipasal ini dijelaskan kejahatan 
terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagian dari serangan meluas atau 
sistematis. 
Kata kunci:  pengaturan, konsep tindak pidana  
A. Pendahuluan 
Latar Belakang  
Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung 
tinggi nilai Hak Asasi Manusia, dengan dibuatnya dasar hukum di 
Indonesia, menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia memiliki 
kedudukan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
                                                          
7 Riscamds98@gmail.com. 
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Sehingga penegakan Hak Asasi Manusia dapat terwujud dengan 
baik. Berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia bisa diatasi sesuai 
dengan hukuman yang sudah ditentukan. Hak Asasi Manusia 
menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang mendasar 
atau melekat. Adanya Hak pada manusia berarti mempunyai 
keistimewaan dengan demikian arti dari Hak Asasi Manusia itu 
sendiri segala sesuatu yang berifat mendasar dan hak-hak yang 
selalu melekat pada manusia. 8 
Indonesia sebagai bangsa yang besar  yang berdaulat sudah 
semestinya dan sehrusnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia 
dan disebutkan pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 
Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya dengan 
lembaga lain berfungsi melakukan pengkajian, penelitian, 
penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Dan 
dianutnya Hak Asasi Manusia dalam perundang-undangan Negara 
yakni di Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia. Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang ada di Indonesia sangat disayangkan karena masih belum bisa 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan pelanggaran hak asasi 
manusia khususnya pelanggaran berat pada masa lalu. Meskipun 
sudah dilakukan pengadilan hak asasi manusia dan hak asasi 
manusia ad hoc diselanggarakan tidak ada satu pelaku yang 
dinyatakan melakukan tindak pidana Hak Asasi Manusia bersalah, 
terutama dari kalangan militer, TNI, dan kepolisian. 9 
Dengan demikian penghormatan terhadap hak asasi manusia 
dalam hukum pidana sudah tenu mencakup keseluruhan aspek 
perlindungan hkum trhadap kepentingan martabat manusia. Untuk 
itu perlindungan terhadap aspek kemanusiaan yang sangat 
mendasar yakni hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan 
kehidupan serta hak-hak lainnya sangatlah mendapat prioritas 
hukum pidana.  
Paragidma masyarakat tentang pemahaman hak asasi 
manusia yang kurang merupakan salah satunya, maka akan lebih 
                                                          
8 Harifin A. Tampa, Peluang & Tantangan eksistensi Pengadilan HAM di 
Indonesia. Jakarta. Kencana. 2010. 
9 Ali Mahrus dan Nurhidyat Syarif, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat. 
Jakarta, Gramata Publishing. 2011. 
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dijelaskan dalam makalah ini mengenai pengertian hak asasi 
manusia, konsep tindak pidana pelanggaran dan kejahatan hak asasi 
manusia, pelanggaran hak asasi manusia berat dan pelaku tindak 
pidana pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia.  
Kejahatan-kejahatan tersebut dalam perkembangan hukum 
pidana internasional merupakan kejahatan khusus yang 
dikategorikan sebagai “groos violation of right” kejahatan ini adalah 
kejahatan yang paling serius, beberapa tindak pidana tersebut 
merupakan jenis kejahtan yang diatur pula dalam berbagai konvensi 
internasional dan berbagai pengadilan internasional telah digelar 
untuk menyelesaikan atau mengadili kejahatan-kejahatan tersebut. 
Dalam hukum internasional, sebagian dari tindak pidana ini yaitu 
genosid dan tindak pidana terhadap kemanusiaan sudah diatur 
dalam peraturan khusus yaitu UU No. 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia, dalam undang-undang tersebut 
tindak pidana genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan masuk 
dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang mempunyai 
karateristik berbeda dengan tindak pidana umum sebagaimana 
diatur dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) saat ini. 
Dengan demikian penghormatan terhadap hak asasi manusia 
dalam hukum pidana sudah tentu mencakup keseluruhan aspek 
perlindungan hukum terhadap martabat manusia. Untuk itu 
perlindungan terhadap aspek kemanusiaan yang sangat mendasar 
yakni hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan 
serta hak-hak lainnya sangatlah mendapat prioritas hukum pidana.  
Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya 
menjaga keselamatan eksistens mnusia secara utuh melalui aksi 
keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan 
umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan 
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan 
tanggungjawab bersama antara individu. 10 
Rumusan Masalah 
Bagaimana konsep tindak pidana kejahatan dan pelanggaran 
HAM? 
 
 
                                                          
10 Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan. Paradigma. Jogjakarta. 2008. 
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B. Pembahasan 
Konsep Tindak Pidana Kejahatan Dan Pelanggaran HAM  
Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda stafbaar feit dapat 
dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau 
perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman, 
dan tindak pidana terdapat 3 istilah penting yaitu delik, periwista 
pidana dan perbutan pidana, sedangkan pengertian Hak Asasi 
Manusia dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999, 
bahwa Hak Asasi Manusia sebagai perangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberatan manusia sebagai makhluk yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 
dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. 
Keterkaitan hubungan antara tindak pidana dengan hak asasi 
manusia adalah setiap tindak pidana dari delik peristiwa dan 
perbuatan terkadang akan menyebabkan terjadinya pelanggaran atau 
kejahatan hak asasi manusia. Seperti kasus dalam latar belakang 
pembunuhan, tindak pidana ini pertama dikategorikan kejahatan 
umum karena perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan 
dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-
perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku, 
tapi bisa menjadi tindak pidana kejahatan hak asasi manusia  jika 
terjadi pelanggaran suatu norma hak asasi manusia dan kegagalan 
dari negara sebagai penjamin hak masyarakat. 11 
Kenyataannya pengertian khusus mengenai hak asasi 
manusia belum bisa untuk menjamin keharmonisan masyarakat 
karena banyak berbagai permasalahan yang muncul mengenai 
seputar Hak Asasi Manusia konflik yang terjadi antar penduduk , 
perselisihan antar warga masyarakat ataupun pertentangan antara 
Negara-negara pada umumnya dapat mengakibatkan pelanggaran 
Hak Asasi Manusia berbagai konflik tersebut banyak menimbulkan 
penderitaan kesengsaraan ataupun kesenjangan sosial.  
Pelanggaran dan penyimpangan hak asasi manusia di suatu 
negara bukan semata-mata menjadi masalah dalam bagi rakyat dari 
negara yang bersangkutan melainkan juga merupakan masalah bagi 
rakyat dan pemerintahan anggota deklarasi berdasarkan catatan 
                                                          
11 Prinst Darwan, Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia. Ban-
dung. PT.Citra Aditya Bakti. 2001. 
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Perserikatan Bangsa-bangsa sejak tahun 1967 telah mengklarifikasi 
tipe pelanggaran berat hak asasi manusia sehingga sebenarnya 
pelanggaran tersebut bukan merupakan fenomena baru. Bentuk 
pelanggaran tersebut adalah dilakukan secara masal dan dengan cara 
yang kejam dan melanggar hak hidup. Dunia internasional mengakui 
adanya 4 jenis pelanggaran HAM berat, dan semua negara yang 
menghormati Hak Asasi Manusia dapat melakukan penuntutan 
melalui ICC (International Criminal Court), keempat bentuk kejahatan 
tersebut meliputi kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, 
kejahatan perang dan kejahatan agresi. 
Mengatasi permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia 
biasa dan berat yang ada di Indonesia maka pemerintah pada waktu 
itu mendirikan Komnas HAM yang didasarkan pada undang-
undang yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga 
menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan asas, kelengka-
pan serta tugas dan wewenang Komnas HAM disamping kewe-
nangan tersebut, menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM 
adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat. 
Mengenai tindak pidana kejahatan berat di Indonesia , seperti 
dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia hanya mengenal 2 jenis kejahatan dari Statuta Roma 1998 
antara lain Pasal 7 ayat (a) Kejahatan Genosida ayat (b) Kejahatan 
Terhadap Kemanusiaan.  
a. Genosida  
Jenis pertama kejahatan berat terhadap Hak Asasi Manusia 
dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 yang diatur dalam 
pasal 8 adalah kejahatan genosida, dalam pasal ini juga dijelaskan 
bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dngan maksud menghan-
curkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, 
ras, kelompok etnis, kelompok agama. Dan dilakukan dengan cara: 
1. Membunuh anggota kelompok 
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap 
anggota-anggota kelompok. 
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan menga-
kibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya. 
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kela-
hiran di dalam kelompok. 
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5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke 
kelompok lain. 
Unsur terjadinya kejahtan Genosida yang pertama adalah niat. Niat 
disini diartikan keiginan menghancurkan kelompok tertentu. 
Anacaman pidana bagi pelaku kejahatan Genosida adalah hukuman 
mati, penjara seumur hidup atau pidana bagi pelaku kejahatan paling 
lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat penjara selama 10 
(sepuluh) tahun. 
b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan  
Jenis kedua tindak pidana yang dimasukkan dalam pelang-
garan HAM berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000 yang diatur dalam pasal 9, adalah kejahatan terhadap 
kemanusiaan. Dalam pasal ini dijelaskan kejahtan terhadap 
kemanusiaan yang dilakukan bagian dari serangan yang meluas aau 
sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan 
secara langsung terhadap penduduk sipil antara lain: 
1. Pembunuhan, penjelasan Pasal 9 huruf (a) menyebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan “pembunuhan” adalah seperti yang 
tercantum dalam Pasal 340 KUHP , yaitu pembunuhan berencana.  
2. Pemusnahan seperti dalam Pasal 9 huruf (b) yang dimaksud 
pemusnahan meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan 
yang dilakukan dengan sengaja antara lain berupa perbuatan 
menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang 
dapat menimbulan pemusahan pada sebagian  penduduk.  
3. Perbudakan, penjelasan pasal 9 huruf c disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan “perbudakan” adalah termasuk perdagangan 
manusia, khususnya pada wanita dan anak-anak.  
4. Pengusiran atau pemindahan secara paksa, penjelasan pasal 9 
huruf (d) yang dimaksud adalah pemindahan orang-orang secara 
paksa dengan cara pengusiran atau tidakan pemaksaan yang lain 
dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah tanpa 
didasari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional. 
5. Perampasan kemerdekaan atas perampasan fisik lain secara 
sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok 
hukum internasional. 
6. Penyiksaan, penjelasan Pasal 9 huruf (f) dijelaskan adalah dengan 
sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan dan 
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penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental terhadap 
seorang tahanan atau seorang yang berada dibawah pengawasan. 
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, 
pemaksaan kehamilan, pemandulan atau strelisasi secara paksa 
atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara , pasal 9 
huruf (g). 
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkum-
pulan yang didasari persamaan paham politik ras, kebangsaan, 
etnis , budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah 
diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum 
internasional, pasal 9 huruf (h).12 
9. Penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan aparteid 
penjelasan pasal 9 huruf (i) adalah perbuatan tidak manusiawi 
dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam 
pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan 
berupa penindasan dan dominasi oleh suatubkelompok rasial atau 
suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan 
dengan n sengaja bahian dari serangan maksud mempertahankan 
rezim itu.13 
Mengenai kejahatan kemanusiaan ada hal yang memprihatinkan atau 
yang perlu diperhatikan kejahatan besar ini dilakukan dengan 
sengaja bagian dari serangan yang meluas dan sistematis. Ancaman 
hukum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pidana mati , atau 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 25 (dua 
puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.14 
Dari dua Janis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat 
yaitu Genosida dan kejahatan kemanusiaan seperti yang sudah 
diatur di Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Belum ada contoh 
periwtiwa kejahatan berat dalam praktik kejahatan Genosida di 
Indonesia , dan untuk kejahatan kemanusiaan sudah ada kass seperti 
pelanggaran kemanusiaan sudah ada kasus pelanggaran Hak Asasi 
Manusia masa lalu yaitu kasus Timor Timur dan Tanjung Priok yang 
sudah digelar melalui peradilan HAM ad hoc.15 
                                                          
12 R.Wiyono. op.cit, hlm. 141-162. 
13 Romli Atasmita. Reformasi Hukum HAM Dan Penegakan Hukum, Bandung, 
Mandar Maju, 2001. 
14 Prinst Darwan. op.cit. hlm. 105. 
15 Marzuki Suparman. op.cit. hlm. 47-48. 
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Sistem pidana atau teori hukum pidana ada 3 hal, yang 
pertama jenis pidana dan lamanya sanksi pidana dan aturan 
pelaksanaan pidana, jenis pidana sendiri seperti yang sudah 
diketahui ada pidana penjara, kurungan, pidana mati, pidana 
tambahan, tetapai dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan HAM masalah ada dua hal yaitu jenis pisana dan 
kamanya pidana ketentuan mengenai jenis dan lamanya sanksi 
pidana dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 diatur dalam 
pasal 36 sampai dengan pasal 40. 
Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia  
Seperti isi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 
dirumuskan bahwa “semua orang” dapat menjadi pelaku dari tindak 
pidana kejahatan HAM. Setiap orang itu sendri antara lain 
perorangan atau kelompok orang seperti militer, komandan militer, 
polisi atau sipil lainnya yang bertanggungjawab seara individual. 
Mengenai pertanggung jawaban perbuatan pelanggaran 
HAM yang dilakukan oleh Negara atau badan hukum publik 
maupun badan hukum perdata atau badan hukum lainnya , contoh 
paling banyak seperti mengakibatkan mati atau hilangnya nyawa 
yang dilakukan operasi militer. 
Seperti pada Pasal 42 ayat (1) yang berasal dari dalam Pasal 28 
ayat (1) statua Roma yang membahas mengenai tanggung jawab 
komanda. Dan kaitannya dengan hak asasi manusia yang berat 
adalah pertanggungjwaban pidana secra individual yang dibebankan 
kepada komandan, karena pasukan berada dibawah komandannya 
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tanggung 
jawab komando bukan dilimpahkan kepada komandan militer saja 
tapi juga terhadap atasan atau penguasa sipil yang memiliki 
kewenangan untuk memberikan komando atau perintah kepada 
pejabat militer atau menggerakkan kekuatan militer, sehingga ada 
istilah tanggungjawab atasan. Ketentuan pasal sebelumnya diketahui 
bahwa pertanggungjawaban berlaku untuk atasan non-militer  juga. 
Konsep tanggung jawab komandan atau atasan berlaku 
pengertian luas juga termasuk kepala Negara dan pemerintahan, 
menteri dan pimpinan perusahaan artinya bentuk pertanggung-
jawaban ini tidak terbatas, komandam atau tingkat tertinggi apapun 
dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur-
unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia unsur umum pertanggung-
37 
jawaban komando, adanya hubungan atasan dan bawahan, atasan 
mengetahui. Dan untuk komandan militer unsur yang melekat 
baginya adalah pasukan, kekuasaan dan pengendalian, tidak 
melakukan pengendalian yang layak akan tidak berdasarkan 
kewenangannya. 
Pada Pasal 42 ayat (2) atasan baik polisi maupun sipil lainnya 
bisa dipertanggungjawabkan perbuatan oleh bawahannya dalam 
hubungan komponen non-militer yang dimaksud atasan tidak harus 
secara formal selaku atasan langsung dari bawahan yng melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia, ada beberapa hal yang membuat 
komandan non-militer, polisi dan sipil terbukti sebagai pelaku yaitu 
unsur-unsur sebagai atasan , bawahan , komando dan pengendalian 
yang efektif dan gagal untuk melaksanakan secara layak. Hal ini bisa 
terjadi apabila atasan itu: 
a. Mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara 
jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan pe-
langgaran Hak Asasi Manusia. 
b. Tindak mengambil tindakan yang loyal yang diperlukan didalam 
ruang lingkup kewenangan untuk mencegah atau menghentikan 
perbuatan tersebut  atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat 
yang berwenang untuk dilakukan penyitaan dan penuntutan. 
Bisa disimpulkan bahwa di Indonesia sendiri sering terjadi 
pelanggaran tindak kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang dilakukan oleh polisi, TNI, maupun Sipil lainnya terhadap 
masyarakat. Penganiayaan pelaku komando kepada masyarakat 
Indonesia dari anak-anak, perempuan, penonton sepak bola, 
mahasiswa, buruh. Terkadang mendapat perlakuan tidak mengenak-
kan. Komnas HAM sejatinya sebagai badan yang mempayungi atau 
bahkan pelindung masyarakat dari tindak pidana Hak Asasi Manusia 
sebagai badan yang mempayungi atau bahkan pelindung masyarakat 
dari ataindak pidana hak asasi manusia seharusnya mampu 
menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, tetapi adanya banyak 
kasus-kasus hak asasi manusia yang menimpa masyarakat tidak 
dapat terselesaikan atau bahkan dihiraukan. 
Definisi pelanggaran Hak Asasi Manusia dideskripsikan 
sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk 
aparat Negara baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan 
hukum mengurangi, meghalangi, membatasi dan atau mencabut hak 
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asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh 
undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan 
tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, 
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 
Hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak untuk 
kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk 
diakui sebagai pribadi dan persamaan untuk tidak dituntut atas 
dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal 
pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang digolongkan 
kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pasal 7 dinyatakan 
bahwa setiap orang berhak ntuk menggunakan semua upaya hukum 
nasional dan forum Internasional atas semua pelanggaran hak asasi 
manusia yang dijamin oleh hukum indonesia menyangkut hak asasi 
manuisa menjadi hukum nasional.  
Di dalam pasal 104 diatur tentang pengadilan hak asasi 
manusia sebagai berikut: untuk mengadili pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat dibentuk pengadilan dalam ayat (1) dibentuk 
dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun 
sebelum terbentuknya pengadilan hak asasi manusia sebagai mana 
dimaksudkan dalam ayat (2) diadili oleh pengadilan yang berwe-
nang. 
Lembaga Yang Dapat Mengadili Hak Asasi Manusia  
Negara Republik Indonesia dalah Negara yang berdasarkan 
atas hukum. Segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan 
sendi-sendi kehidupan bernegara di Negara ini harus tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan kaidah-kaidah 
yanga da didalam kegiatan- kegiatan bernegara, Indonesia yang 
menyatkan dala pedoman dasar konstitusi bahwa Indonesia adalah 
Negara hukum, berarti tiada kebijakan ataupun wewenang dan 
amanah tanpa berdasarkan hukum. Lembaga pengadilan yang ada di 
Negara Indonesia merupakan bagian dari fungsi yudikatif yang telah 
diamanahkan oleh konstitusi. Keberadaan pengadilan yaitu sebagai 
wadah untuk menegakkan hukum yang ada di Negara ini.  
Lembaga pengadilan adalah suatu lembaga yang mempunyai 
peran untuk mengadili dan menegakkan kaidah-kaidah hukum yang 
berlaku di wilayah Negara hukum nasional dan fungsi dari pada 
lembaga pengadilan sebagai wilayah guna mendapatkan simpul 
keadilan yang tiada sewenang-wenang. Pelaksanaan nilai-nilai yang 
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ada pada pancasila tebtu tidak dapat diam dengan seribu bahasa 
berkenan dengan pelaksanaan hak asasi manusia di wilayah 
Indonesia. Indonesia sebagai Negara yang memiliki kultur nilai-nilai 
yang begitu menghormati dan menghargai arti dasar manusia yang 
telah dibuktikan oleh historis Indonesia yang panjangan , bahwa 
Indonesia suatu wilayah yang menjungjung tinggi nilai-nilai budaya 
nusantara telah melaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya 
dalam bermasyarakat berbangsa, bernegara dengan martabat tanpa 
harus menghilangkan nilai-nilai budaya nusantara yang telah 
mnempatkan posisi manusia di dalam bingkai yang harmonis dan 
kesetaraan yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.  
Negara Indonesia, pengadilan mengenai masalah berkaitan 
dengan pelanggaran, pelecehan dan kejahatan hak asasi manusia 
telah ada dan diatur namun hukum yang mengatur tentang 
pelanggaran ataupun kejahatan hak asasi manusia masif bersifat 
umum yaitu terdapat dalam KUHP. Namun dalam pelaksanannya 
peraturan hukum yang mengatur tetntang itu belum mampu 
mengakomodir segala permasalahan-permasalahan hak asasi 
manusia yang kian hari kian berkembang dengan seiring era 
globalisasi dan peradaban manusia di dunia. Undang-undang Dasar 
1945 yang telah diamandemen perihal tentang pengadilan yaitu 
termasuk dalam kekuasaan kehakiman yang mana kekuasaan itu 
merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah Indonesia.  
Pasal 104 bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal (genosida), 
pembunuhan sewenang-wenang atau diliar putusan pengadilan, 
penyikaan, penghilangan oaring secara terpaksa, pembudakan atau 
diskriminasi yang dilakukan secara sistematis, berkenaan dengan 
pengadilan yang berwenang yaitu meliputi empat lingkungan 
oengadilan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 
1970 tentang Ketentuan-Ketenuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
diubah Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. Lembaga yang dapat 
mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ada 4 
(empat) lingkungan peradilan sesuai dengan undang-undang yaitu:  
1. Pengadilan Umum  
2. Pengadilan Militer  
3. Pengadilan Agama  
4. Pengadilan Niaga  
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Dalam wilayah 4 (empat) pengadilan tersebut para pelanggaran hak 
asasi manusia dapat diadili sesuai dengan pelanggaran hak asasi 
manusia yang dilakukannya di dalam wilayah hukum Indonesia, 
tentu berdasarkan peraturan hukum diatas para pelaku pelanggaran 
terhadap hak asasi manusia di Negara Indonesia dapat dijatuhkan 
hukuman dengan atau tanpa pandang bulu dan pilih kasih karena 
dimata hukum bagi pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah 
pelaggaran hukum yang serius, supaya manusia tidak mudah 
melakuakan pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya pelangga-
ran terhadap hak asasi manusia, memberikan terapi bagi manusia 
lain.  
Pengadilan Hak Asasi Manusia di inidonesia sekarang telah 
memasuki babak baru dengan telah diselesaikannya amanat undang–
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 
menegaskan pemerintah sebagai penyelenggara Negara dan Dewan 
Perwakilan Rakyat sebagai badan Legislatif guna membuat suatu 
perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadilan terhadap 
para pelaku pelanggaran kejahatan hak asasi manusia diatur daalam 
undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia. Kberadaanya secra hukum “menjawab” bahwa 
Indonesia mau dan mampu dengan sungguh-sungguh mengadili 
pelaku pelanggaran hak asasi manusia yangberat seperti yang 
diamanatkan deklaarasi hak asasi manusia. Manusia dari berbagai 
instrumen internasional serta pradilan pidana internasional, ada 
keistimewaan pengadilan hak asasi manusia Indonesia yang 
menganut asas “retroaktif”, yaitu mengadili pelanggaran Hak Asasi 
Manusia yang berat, yang dilakukan sebelum undang-undang nomor 
26 2000 , hal ini dimungkinkan dengan usul Dewan Perwakilan 
Rakyat dan keputusan presiden. Pengadilan hak asasi manusia yang 
retroaktif ini dinamakan pengadilan hak asasi manusia ad hoc. 
C. Kesimpulan 
Tindak Pidana atau dalam bahasa belandanya strafbaar feit 
dapat  dipahami  sebagai  sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau 
perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman, 
dan tindak pidana terdapat 3 istilah penting yaitu delik, peristiwa 
pidana, dan perbuatan pidana. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah 
hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan 
universal sebagai karunia Tuhan dan berfungsi untuk menjamin 
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kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan 
masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu 
oleh siapa pun. Mengenai tindak pidana kejahatan berat di 
Indonesia,seperti dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia ada 2 jenis kejahatan. Pasal 7 ayat (a) Kejahatan 
Genosida  dan ayat (b) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. 
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HAK ASASI MANUSIA  
DALAM KONVENSI EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 
Rizki Putri Rahmawati16 
 
ABSTRAK 
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri 
manusia, bersifat universal dan harus dilindungi seacara hukum. Oleh 
karena itu tidak dapat dikurangi, dirampas dan karenanya harus 
dipertahankan. Di Indonesia dalam Bab XA Perubahan Undang-Undang 
Dasar 1945 ditentukan mengenai hak asasi manusia. Namun kaitannya 
dengan hak-hak dibidang ekonomi, sosial dan budaya, indentifikasinya 
belum rinci dan jelas. Oleh karena hak-hak yang berkaitan dengan hak di 
bidang ekonomi, sosial, dan budaya masih tersebar dalam Pasal-pasal 
perubahan UUD 1945.  Pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan 
budaya, terjadi ketika negara gagal memenuhi hak-hak asasi yang 
dimaksud. Dalam hal ini individu atau masyarakat mempunyai hak untuk 
menuntut pemenuhan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, 
melalui advokasi. 
Kata kunci: hak asasi ekonomi, sosial dan budaya  
A. Pendahuluan 
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat 
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di horrmati, 
dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah 
dan setiap orang demi kehormatan saat perlindungan harkat dan 
martabat manusia. 
Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 
mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjujung 
tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi 
Manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen 
internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang telah 
diterima oleh negara Republik Indonesia. 
Terlepas dari konsep HAM  yang bersifat universal, namun 
pada penerapannya harus memperhitungkan budaya dan tradisi 
negara setempat, faktor ekonomi atau tingkat kesejahteraan 
masyarakat dapat diangkat sebagai  pemegang peran penting yang 
pada akhirnya ikut menntukan kualitas pnegakan HAM disuatu 
negara. Sehingga dapat  di artikan bahwa semakin bagus kualitas 
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kesejahteraan di suatu negara,maka semakin tinggi kemampuannya 
untuk memajukan perlindungan terhadap HAM. 
Dalam perkembangannya , hak asasi manusia terbagi menjadi 
3 generasi yaitu generasi pertama hak sipil dan politik, generasi 
kedua  mnencakup hak ekonomi sosial dan budaya, dan generasi 
ketiga mencakup  hak dan pembangunan. Diantara ketiga generasi 
tersebut tidak dapat saling dipisahkan, walaupun ketiga generasi 
trsebut dapat  mencakup hak yang berbeda tetapi tetap dalam 
kesatuan hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dan 
mempunyai keterkaitan antar generasi  tersebut. 
Ada pandangan bahwa dalam pmenuhan hak sipildan poitik 
tidak dapat berjalan dengan baik tanpa terpenuhinya hak ekonomi , 
sosial dan budaya, begitupula dengan hak atas pembangunan. Hak 
ekonomi, sosial dan budaya, merupakan bagian yang esensial 
dalamhukum hak asasi manusia internasional yang tercantum dalam 
international bill off human rights. Kedudukan hak ekosob sangat 
pentingdalam kedudukan sebagai hak asasi manusia internasional, 
yang menjadiacuan pencapaian bersama dalam pemjuan ekonomi, 
sosial, dan budaya. Dengan demikian maka hak ekosob tidakdapat 
ditempatkan dibawah hak sipil d an politik maupun hak lainnya. 
Karena pentingnya hak ekosobb ini maka  dunina internasional pun 
membuat konfensi yang mengatur tentang hak hak ini  yaitu ICESCR 
(international covenant on civil and political rights) pada tahun 1966. 
Pentingnya kesetaraan hak politik dan hak ekonomi bagi 
suatu negara tercermin dalam pelaksanaan kerjasama antar negara 
yang dilaksanakan atas dasar sama derajat tanpa terkait syarat-syarat 
tertentu. 
Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan secara tegas bahwa 
negara indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak 
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Hal  itu berarti bahwa 
Republik Indonesia ialah negara hukum yang berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin 
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya. Bab XA, dalam pasal 28 sampai dengan 
28J UUD 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia. Namun 
kaitannya dengan hak hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya 
identifikasinya belum rinci dan jelas. Oleh karena itu hak hak  yang 
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berkaitan dengan bidang sosial ekonomi dan budaya masih tersebar 
dalam pasal pasal yang ada. Dengan penulusuran melalui 
pendekatan sejarah, maka ditemukan perkembangan dan hak hak 
dibidang ekosob. Hak hak ekosob lazimnya dikategorikan sebagai 
hak hak positif yang dirumuskan dalam bahasa “rights to” (hak atas), 
sedangkan hak hak sipil dan politik dikategorikan sebagai hak hak 
negatif yang dirumuskan sebagai bahasa “freedom from” (kebebasan 
dari). Sebagai hak hak positif, hak hak ekosob dipahami sebagai hak 
hak yang tidak dapat dituntut di muka pengadilan, sbaliknya dengan 
hak hak sipil politik, seabagai hak-hak negatif, dapat di tuntut di 
muka pengadilan.  
Tanggung jawab negara dalam memajukan hak-hak ekonomi, 
sosial dan budaya tidak hanya dalam bentuk obligation of result, tetapi 
sekaligus dalam bentuk obligation of conduct. Dalam konsep tanggung 
jawab ini, kebijakan negara dalam memajukan hak-hak ekosob harus 
dapat menunjukan terpenuhinya kedua bentuk kewajiban itu. 
Artinya ketika negara merancang kebijakan kesehatan, ia harus 
sudah menimbang hasilnya dapat menjamin terpenuhinya hak atas 
kesehatan tersebut. Begitu pula negara harus menyidiakan sarana 
yang memberi akses kepada rakyat apabila hak tersebut tidak 
terpenuhi. Seperti yang tampak diterapkan oleh pemerintahan saat 
ini, negara tetap memikul kewajiban untuk merealisasikan hak-hak 
ekosob warga negaranya dalam kerangka sitem ekonomi. Akan 
tetapi, apabila kebijakan ekonomi negara tersebut gagal dalam 
memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-hak ekosob warga 
negaranya, maka negara tersebut dapat dikatakan melanggar hak-
hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional hak ekonomi, sosial 
dan budaya. 
Para pemerintah sebagai pihak yang terkait dengan jaminan 
perlindungan HAM sangatlah penting. Pemerintah dalam 
kewenangannya telah mengusahakan untuk melaksanakan program 
perlindungan, penegakan serta pemajuan HAM. Diantaranya adalah 
membangun suatu Lembaga Nasional Komnas HAM pada Tahun 
1993, membentuk danmenyempurnakan produk hukum yaitu 
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 
dan membentuk peradilan HAM. Komnas HAM adalah lembaga 
mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, 
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penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, termasuk 
hak ekonomi, sosial dan budaya manusia.  
B. Pembahasan 
Deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) dibagi 
dalam dua Kovenan Internasional yang secara hukum mengikat. 
Walaupun terdapat perbedaan dalam jumlah negara yang sudah 
meratifikasi setiap Kovenan tersebut, hal itu tidak dapat dipandang 
bahwa Kovenan yang satu lebih penting dari yang lain. Kedua 
Kovenan tersebut merupakan bagian integral Peraturan Perundang-
Undangan Hak Asasi manusia internasional. Isi kedua kovenan dan 
juga instrumen-instrumen yang dibuat sesudahnya tersebut 
tergabung dalam DUHAM. Dalam banyak hal, pembagian hak-hak 
antara kedua Kovenan masih merupakan sisa-sisa dari ketegangan 
selama perang dingin. Terdapat garis pemisah antara mereka yang 
mengadvokasikan bahwa semua hak harus diperlakukan secara sama 
dengan mereka yang melihat bahwa hak ekonomi dan sosial sebagai 
hak-hak yang “berbeda” dari hak asasi lainnya dan tidak dapat 
ditegakkan dengan cara yang sama. Saat ini hanya sedikit negara 
yang membedakan antara hak-hak yang tercantum di dalam kedua 
Kovenan tersebut dan dengan instrumen-instrumen berikutnya yang 
menganut pendekatan yang lebih holistik, hak asasi manusia kembali 
ke konsep universalitas asalnya. Ratifikasi sejak kedua instrumen 
tersebut diterima 40 tahun yang lalu dan mulai berlakunya sejak 30 
tahun yang lalu telah mengalami peningkatan hingga tahap di mana 
kebanyakan negara telah menjadi negara pihak masing-masing 
Kovenan tersebut. Indonesia juga telah meratifikasi kedua Kovenan 
tersebut. 17 
Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan bagian tak 
terpisahkan dari hak asasi manusia. Hak ekonomi, sosial dan budaya 
mempunyai nilai intrinsik. Hak ekosob menciptakan kondisi bagi 
peningkatan kapabilitas dengan menghapuskan deprivasi. Hak-hak 
ini memungkinkan kebebasan untuk menentukan cara hidup yang 
kita hargai. Potensi manusia bisa diekspresikan melalui hak-hak sipil 
                                                          
17 Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat 
Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yog-
yakarta, 2008. 
46 
dan politik namun pengembangan potensi tersebut membutuhkan 
keadan-keadaan sosial dan ekonomi yang memadai.18 
Konsep martabat kemanusiaan melandasi hak-hak sipil dan 
politik maupun ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini tidak bisa 
diberikan maupun dicabut. Martabat manusia teringkari bilamana 
hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya tidak 
dijamin. Sementara itu, perkembangan instrumen hak asasi manusia 
juga semakin menjelaskan tak terpisahkannya hak-hak sipil dan 
politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 
(CEDAW) dan Konvensi Hak Anak tegas melibatkan perlindungan 
terhadap kedua isu hak tersebut. 
Dua kovenan pokok, ICESCR dan ICCPR mempunyai 
formulasi yang berbeda berkenaan dengan mekanisme implementasi 
ketentuan yang terkandung di dalam masing-masing Kovenan. 
ICCPR menghendaki Negara yang meratifikasi agar menghormati 
dan menjamin perlindungan atas hak-hak yang terkandung 
didalamnya. Di pihak lain, ICESCR menghendaki Negara Pihak agar 
mencapai secara bertahap realisasi sepenuhnya atas hak-hak yang 
diakui di kovenan dan mengambil langkah-langkah sejauh yang 
dimungkinkan oleh sumberdaya yang tersedia. Implikasinya adalah, 
ICCPR mensyaratkan implementasi yang bersifat segera, sementara 
itu ICESCR meminta implementasi bertahap dengan 
memperhitungkan sumberdaya yang ada. Sebagai akibatnya, 
beberapa kalangan cendekiawan dan Negara menaruh anggapan 
bahwa, hak-hak sipil dan politik merupakan hak asasi manusia 
sedang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya hanyalah sekedar 
aspirasi.  
Argumen seperti di atas didasari oleh anggapan bahwa 
keberadaan suatu hak bergantung pada upaya pemenuhannya. 
Argumen seperti ini tidaklah tepat dan layak karena ia menekankan 
pada kemampuan Negara tetapi sekaligus, mengingkari individu si 
pemilik hak. Masalah implementasi dan pemenuhan tidaklah boleh 
membuat orang menjadi kehilangan hak-haknya. Terlepas dari 
masalah implementasi dan pemenuhannya, manusia harus tetap 
                                                          
18 http://indonesia-escrights-net.blogspot.com/2009/08/mengenal-kovena-
n-internasional-tentang.html. 
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memiliki hak-haknya seutuhnya. Anggapan umum yang lain berkait 
hak-hak sipil dan politik ialah, hak-hak tersebut merupakan hak 
negatif yang tidak memerlukan sumberdaya ataupun intervensi 
positif oleh Negara. Hal itu tidaklah benar bahwa, hak-hak sipil dan 
politik sepenuhnya gratis dan negatif. Pemeliharaan pengadilan dan 
penjara, misalnya, jelas membutuhkan sumberdaya dan intervensi 
positif oleh pemerintah. 
Ketentuan-Ketentuan Kovenan (ICESCR) 
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya terdiri dari 31 Pasal, yang terdiri dari Mukadimah dan 5 
Bagian. Mukadimah terdiri dari lima (5) Paragraf preambule yang 
seluruh isinya berbunyi sama dengan Mukadimah Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun perlu dicatat 
bahwa, paragraf preambuler ke-3 dari Kovenan ini (ICESCR) 
merupakan penegasan tentang keterkaitan hak-hak ekonomi, sosial 
dan budaya dengan hak-hak sipil dan politik. Paragraph preambuler 
ke-3 tersebut menyatakan:  
“Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia, keadaan ideal dari manusia yang bebas dari penikmatan 
kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai 
apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati 
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, juga hak-hak sipil dan 
politiknya.”  
 ‘Batang tubuh’ dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya ini terdiri dari ketentuan: 
1. Prinsip Umum (1 pasal, yakni Pasal 1) 
2. Kewajiban Negara (4 pasal, yakni Pasal 2 – 5) 
3. Kewajiban Negara-Negara Pihak untuk mengakui dan menjamin 
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimuat dan diakui 
dalam Kovenan (10 pasal, yakni Pasal 6 – 15) 
4. Masalah pelaporan pelaksanaan instrumen kovenan yang 
dilakukan oleh Negara-Negara Pihak serta tindak lanjut yang 
dapat dilakukan oleh Economic and Social Council atau Dewan 
Ekonomi dan Sosial, atau organ PBB lainnya (7 pasal, yakni Pasal 
16 – 22) 
5. Ketentuan tentang ragam bentuk aksi internasional bagi 
pencapaian hak-hak yang diakui dalam Kovenan (1 pasal, yakni 
Pasal 23) 
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6. Penegasan, tentang tidak ada satu hal pun ketentuan di dalam 
Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurangi 
ketentuan dalam piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus 
lainnya, berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur Kovenan 
ini (1 pasal, yakni Pasal 24) 
7. Penegasan, tentang tidak ada satu hal pun ketentuan di dalam 
Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurangi hak-hak 
yang melekat dari semua bangsa untuk menikmati dan 
memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka secara 
bebas dan penuh (1 pasal, yakni Pasal 25) 
8. Ketentuan tentang penandatangan sebagai Negara Pihak, 
ratifikasi, dan aksesi, serta kententuan prosedural lainnya. (6 
pasal, yakni Pasal 26 – 31)  
Prinsip Umum 
Pasal 1 Kovenan Hak Ekosob menyampaikan tentang prinsip 
umum. Terdapat 3 ayat dalam Pasal 1 ini, dua ayat yang pertama 
menyatakan bahwa: 
(1) Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya 
sendiri yang memberikan mereka kebebasan untuk menentukan 
status politik kebebasan untuk memperoleh kemajuan ekonomi, 
sosial dan budaya;  
(2) Semua bangsa dapat demi kepentingan mereka sendiri secara 
bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa 
mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari 
kerjasama internasional berdasarkan prinsip saling menguntung-
kan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak di-
benarkan suatu bangsa dirampas sumber-sumber hajat hidup-
nya. 
Bunyi Pasal 1 ayat (1) senada dengan ketentuan prinsip umum dalam 
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Sementara itu, 
bunyi Pasal 1 ayat (2) nampaknya mendukung suatu konteks yang 
diperlukan dalam upaya realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui 
dalam Kovenan. Kewajiban Negara berdasar Kovenan Internasional 
tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat dikaji berdasar 
Pasal 2. Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 2 
mengandung kepentingan khusus untuk mencapai pemahaman 
seutuhnya atas Kovenan dan, harus dilihat sebagai hal yang 
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mempunyai hubungan dinamis dengan semua ketentuan Kovenan 
lainnya.  
Pasal 2 ini menjelaskan sifat dari kewajiban hukum yang 
umum dan menjadi tanggung jawab Negara Peserta Kovenan.  
Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekosob menyatakan bahwa:  
“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji mengambil 
langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan 
kerjasama internasional, terutama bantuan teknik dan 
ekonomi dan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada, 
guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hak-hak 
yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua 
upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukkan 
langkah-langkah legislatif.” 
Unsur-unsur penting dari pelaksanaan ‘Kewajiban Negara’ berdasar 
Pasal 2 ayat (1) Kovenan tersebut di atas adalah digunakannya 
istilah-istilah:  
• berjanji mengambil langkah-langkah 
• dimungkinkan oleh sumber daya yang ada 
• mencapai secara progresif 
• dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, terma-
suk pembentukan langkah-langkah legislatif. 
Istilah-istilah dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas tidak digunakan 
dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pasal 2 (1) 
Kovenan Hak-Hak Sipol menyatakan bahwa, setiap Negara Peserta 
Kovenan ini berupaya untuk menghormati dan menjamin bagi 
semua individu. 
Telah banyak dikemukakan bahwa memang Kovenan Hak-
Hak Ekosob tidak berasal dari genre yang sama dengan Hak Sipol, 
karenanya menjadi penting untuk memahami arti istilah-istilah yang 
digunakan dalam Pasal 2 (1) Kovenan Hak-Hak Ekosob guna 
memahami ‘kewajiban Negara’ yang diatur oleh Kovenan. Istilah-
istilah yang digunakan dalam Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak-Hak 
Ekosob dapat dijelaskan berdasarkan konteks kewajiban dan arti 
pemakaian istilah-istilah yang dimaksud menurut Komite Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya. 
Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjelaskan bahwa 
kewajiban Negara Pihak meliputi Kewajiban Melakukan dan 
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Kewajiban Hasil. Komisi Hukum Internasional merumuskan dua 
kategori kewajiban tersebut dan Komite menggunakannya sebagai 
rujukan untuk mengelaborasi kewajiban Negara Peserta Kovenan 
Hak Ekosob. 
Namun harus diingat bahwa kedua kategori kewajiban 
tersebut tidak bisa dipisahkan. Konsep Kewajiban Melakukan dan 
Kewajiban Hasil memberikan perangkat efektif bagi pemantauan 
implementasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Konsep tersebut 
juga menunjukkan bahwa realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan 
budaya merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan baik 
intervensi jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai misal, 
untuk mewujudkan hak atas pendidikan, penting dikaji di sini, 
apakah Negara, terutama Pemerintah mengambil langkah-langkah 
perencanaan strategis dan rencana aksi untuk mengurangi buta huruf 
atau meningkatkan akses pendidikan dasar pada anak-anak dari 
keluarga miskin di tingkat nasional atau di wilayah administratif 
tertentu. Selanjutnya, konteks Kewajiban Hasil menghendaki Negara, 
terutama Pemerintah alokasi anggaran pendidikan ditetapkan 
mencapai sebesar 20% dari total APBN maupun APBD.  
Selain bentuk-bentuk khusus kewajiban negara di dalam 
konteks ketentuan Kovenan tersebut di atas, juga dikenal tiga (3) 
bentuk kewajiban (negara). Pemahaman dasarnya, tindakan 
meratifikasi suatu perjanjian intenasional hak asasi manusia 
membuat Negara menerima tanggung jawab untuk melaksanakan 
tiga (3) bentuk kewajiban, .yakni (1) kewajiban untuk menghormati; 
(2) kewajiban untuk melindungi; (3) kewajiban untuk memenuhi hak 
asasi manusia. Ketiga kewajiban tersebut biasa disebut sebagai 
generic obligations.  
 Negara bisa dinyatakan ‘gagal’ atau ‘melanggar hak ekonomi, 
sosial dan budaya’ jika:  
(i) Negara tidak melaksanakan kewajiban (hukumnya) atau 
melakukan tindakan yang tepat dalam melaksanakan program 
atau kebijakan tertentu untuk perwujudan hak asasi manusia; dan  
(ii) Negara tidak bisa mencapai target atau standar substantif 
pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.  
Di sinilah pentingnya memahami indikator dan pengembangannya, 
baik secara kuantitatif maupun kualitatif, khususnya dalam hal 
penggunaan alokasi sumber daya secara maksimum untuk realisasi 
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sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan. Istilah ‘Setiap 
Negara Peserta berjanji mengambil langkah-langkah’ sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 2 (1) Kovenan Hak Ekosob itu biasanya 
ditafsirkan dalam kandungan arti implementasi Kovenan secara 
bertahap. Namun harus dicatat bahwa istilah serupa juga digunakan 
dalam Pasal 2 (2) Kovenan Hak Sipol dan dalam Pasal 2 (1) Konvensi 
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang 
Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. 
Dengan demikian maka istilah tersebut tidak bisa ditafsirkan sebagai 
implementasi bertahap.  
 Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjelaskan bahwa, 
walaupun realisasi sepenuhnya atas hak-hak yang relevan bisa 
dicapai secara bertahap, namun langkah-langkah ke arah itu harus 
diambil dalam waktu yang tidak lama setelah Kovenan berlaku bagi 
Negara Peserta bersangkutan. Langkah-langkah tersebut haruslah 
dilakukan secara terencana, konkrit dan diarahkan kepada sasaran-
sasaran yang dirumuskan sejelas mungkin dalam rangka memenuhi 
kewajiban-kewajiban Kovenan. Jelas dari interpretasi yang diberikan 
oleh Komite bahwa istilah ‘all appropriate measures’ berkaitan baik 
dengan melakukan maupun hasil. Negara Pihak tidak bisa 
menghindar dari kewajibannya dengan hanya mengatakan bahwa 
kebijakan-kebijakannya bertujuan untuk pembangunan ekonomi 
sehingga kemiskinan dan buta huruf akan serta merta terhapuskan. 
Mengenai istilah adoption of legislative measures (termasuk 
pembentukan langkah-langkah legislatif), Komite menyatakan bahwa 
hal itu sama sekali tidak menyelesaikan kewajiban Negara Pihak. 
Keberadaan hukum semata tidaklah cukup membuktikan Negara 
Pihak telah menjalankan kewajibannya sesuai Kovenan. Misalnya, 
ketika membahas laporan Kanada, seorang anggota Komite 
berkomentar ‘…jika laporan difokuskan secara sempit pada aspek-
aspek legal semata, maka kecurigaan biasanya akan muncul 
mengenai adanya jurang antara perundangan dan praktek.’ 
 Selain dari undang-undang, Komite juga menekankan 
kebutuhan untuk penyediaan judicial remedies sehubungan dengan 
hak yang mungkin, sesuai dengan perundangan nasional, dianggap 
tidak bisa diajukan ke pengadilan. 
 Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjelaskan bahwa 
‘realisasi secara bertahap bukanlah klausul untuk melarikan diri. 
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Interpretasi demikian memberikan suatu perspektif konseptual, 
khususnya pada para aktivis, guna menolak rumus ‘gradualisme’ 
dalam kebijakan ekonomi, yang berarti bahwa, untuk menjamin 
kesejahteraan sosial adalah merupakan suatu proses jangka panjang 
yang bertahap di mana pertumbuhan ekonomi akan menetes kepada 
semua orang. Seringkali, pertumbuhan menjadi tujuan an sich tanpa 
memperhitungkan apakah (ia) bermanfaat secara sosial atau tidak. 
Posisi Komite nampaknya berpegang bahwa proses pertumbuhan 
ekonomi haruslah dikombinasikan dengan realisasi hak asasi 
manusia. 
 Komite juga telah menyimpulkan bahwa ‘realisasi progresif’ 
melibatkan tidak hanya perbaikan secara terus menerus namun juga 
kewajiban untuk menjamin agar tidak terjadi perkembangan regresif 
(kemunduran). Komite menyatakan bahwa setiap langkah mundur 
yang direncanakan... harus diikuti dengan pertimbangan yang sangat 
hati-hati dan membutuhkan justifikasi sepenuhnya dengan mengacu 
kepada totalitas hak yang ditentukan dalam Kovenan dan dalam 
konteks pemanfaatan sepenuhnya secara maksimum sumberdaya 
yang tersedia. 
 Anggapan bahwa sumberdaya ekonomi itu penting bagi 
implementasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya telah berkembang 
menjadi alasan utama untuk menempatkannya dalam posisi 
sekunder. Komite memang mengakui pentingnya sumberdaya bagi 
pemenuhan hak-hak ini tapi tidak menganggap bahwa ketersediaan 
sumberdaya sebagai klausul pelarian diri. Komite telah menyatakan 
bahwa dalam kasus di mana terdapat jumlah yang cukup signifikan 
rakyat hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, maka Negara harus 
membuktikan bahwa kegagalannya memenuhi hak-hak orang-orang 
ini memang diluar kendali. 
 Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengembangkan 
gagasan mengenai ‘kewajiban minimum’ untuk menyangkal 
argumen bahwa ketiadaan sumberdaya menyebabkan tidak 
terpenuhinya kewajiban. Komite menegaskan bahwa, setiap Negara 
mempunyai kewajiban minimum untuk memenuhi tingkat 
pemenuhan minimum dari setiap hak yang terdapat dalam Kovenan. 
Komite menjelaskan bahwa, “Negara Peserta dimana terdapat 
sejumlah signifikan orang-orang yang kekurangan bahan pangan 
pokok, pelayanan kesehatan dasar, pemukiman dan perumahan 
53 
dasar, atau dalam bentuk-bentuk pemenuhan pendidikan dasar 
merupakan prima facie, failing to discharge its obligations under the 
Covenant...” 
C. Penutup 
Hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) merupakan hak 
asasi manusia yang mempresentasikan manusia sebagai makhluk 
yang mampu berkarya dan membutuhkan perangkat tertentu untuk 
dapat survive dalam kelanjutan kehidupannya. Hak ekosob pada 
dasarnya adalah sebuah kebutuhan, tetapi dengan adanya fenomena 
diskrimanasi negara kepada kaum lemah dengan alasan untuk 
kepentingan lebih besar pasca menguatnya rezim ekonomi global, 
maka hak ekosob yang merupakan kebutuhan pokok dapat menjadi 
hak untuk diklaim kepada negara. Hal ini menyebabkan 
kedudukannya tidak hanya sekedar fsilitas negara yang bergantung 
kepada kapasitas kemampuan negara yang cenderung  mengarah 
kepada belas kasih negara kepada rakyat (charity to receive). 
Hak ekonomi, sosia dan budaya memiliki arti yang sangat 
penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting pula 
pengaturannya dilakukan secara baik. Setidaknya ada alasan 
mengapa hak ekosob sangat bernilai penting, yaitu hak ekosob 
mencakup berbagai masalah penting utama yang dialami manusia 
sehari-hari: makanan yang cukup, pelayanan kesehatan, dan 
perumahan yang layak adalah diantara kebutuhan pokok bagi 
seluruh umat manusia. 
Hak ekosob tidak  bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia 
yang lainnya: interdependensi hak asasi manusia adalah realitas yang 
tidak bisa dilihat saat ini. Misalnya saja, hak untuk memilih dan 
kebebasan mengeluarkan pendapat akan tidak banyak artinya bagi 
mereka yang berpendidikan rendah karena pendapatan mereka tidak 
cukup untuk membiayai sekolah. 
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HAK ASASI MANUSIA  
DALAM KONVENSI ANTI PENYIKSAAN  
Lilian Evelyana W19 
 
Abstrak 
Konvensi ini telah mendasari pemenuhan atas hak-hak sipil dan politik serta 
hak ekonomi ,soisial, dan budaya. Indonesia sebagai salah satu negara yang 
bergabung dengan Negara Internasional lainnya sehingga harus mentaati 
peraturan Internasional maka Indonesia meratifikasi Konvensi HAM 
Internasional dan salah satu konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia 
adalah konvensi tentang penyiksaan. Praktek penyiksaan dan tindakan yang 
kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat ini sudah seharusnya 
mendapat ketegasan dari komite anti penyiksaan, dengan harapan dapat 
membantu memperbaiki dan menghapus praktek-praktek penyiksaan di 
Indonesia. Bukti lain dapat kita lihat dari definisi Pasal 1 ayat (1) Konvensi 
Anti Penyiksaan, masih belum ada dalam KUHP dan KUHPM yang menjadi 
dasar acuan bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Pemerintah 
hingga saat ini masih belum membenahi legislasi yang mengatur larangan 
penyiksaan di Indonesia, sehingga para pelaku penyiksaan banyak yang 
lolos dari jeratan hukum dan malah mendapat promosi kenaikan pangkat. 
Ini merupakan bukti yang sangat kongkret bahwa konvenan ini belum 
berlaku secara efektif di Indonesia. Oleh karena itu, agar konvensi ini dapat 
berjalan lebih efekltif maka organisasi masyarakat sipil yang menolak 
praktek-praktek penyiksaan, tindakan yang kejam tidak manusiawi dan 
merendahkan martabat pemerintah Indonesia unuk melakukan hal-hal 
salah satunya adalah melakukan pelaksanaan Konvensi Anti Penyiksaan 
dengan sebaik baiknya , sehingga pemerintah harus melakukan monitoring 
terhadap setiap proses hukum kasus-kasus penyiksaan. Pemerintah juga 
harus menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak-hak korban berupa hak 
atas kompensasi, rehabilitasi, dan keadilan. 
Kata kunci: konvensi anti penyiksaan, rehabilitasi  
A. Pendahuluan 
Latar Belakang 
Pengertian  Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar 
yang dimiliki oleh pribadi  manusia sebagai anugrah dari tuhan yang 
dibawa sejak lahir . Konsep dasar Hak Asasi Manusia merupakan 
hak yang melekt pada manusia yang dimiliki oleh manusia semata-
mata karena ia manusia, bukan pemberian manusia lain ataupun 
pemberian hukum positif melainkan semata-mata karena 
martabatnya sebagi sewenang-wenang oleh orang lain. Saat ini 
pengaturan hak-hak manusia sudah banyak diatur oleh dunia seperti 
DUHAM, Konvenan Internasional Hak Sipil dan Budaya. Konvenan 
                                                          
19 evelyanalilian4@gmail.com. 
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internasional hak ekonomi, sosial dan budaya, Konvensi 
penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan, konvensi 
menentang penyiksaan. Indonesia sudah meratifikasi kurang lebih 17 
instrumen hukum yang melindungi Hak Asasi Manusia. Hak Prinsip 
yang bersifat kolektif untuk menentukan nasib sendiri merupakan 
salah satu dari empat tujuan dibentuknya PBB. Prinsip ini telah 
berkontribusi dan memainkan peranan penting di suatu negara 
dimana self-determination dinyatakan sebagai hak asasi dalam 
konvean Internasional, yaituKonvenan Internasional Hak-Hak Sipil 
dan Politik dan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, 
Sosial, dan Budaya. Hak untuk menentukan nasib sendiri , menurut 
UU No.12 tahun 2005 tentang Pengsahan “International Convenant 
on Civil and Political Right” atau Konvenan Internasional Hak – Hak 
Sipil dan Politik menyatakan “bahwa semua bangsa atau rakyat 
dapat menyerukan kepada semua negara termasuk negara-negara 
yang bertanggungjawab atas pemerintahan wilayah yang tidak 
berperintahan sendiri dan wilayah perwalian unntuk memajukan 
perwujuan hak tersebut”. Maupun seperti yang dituangkan dalam 
Undang-Undang No.11 tahun 2005 tentang Pengesahan  Konvenan 
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang 
dalam pasal 1 merumuskan “Bahwa semua bangsa atau rakyat 
mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan 
menyerukan kepada semua negara, termasuk Negara-Negara yang 
bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak 
Berpemerintahan sendiri dan wilayah perwalian untuk memajukan 
perwujudan hak tersebut.” 
Salah satu hak untuk menentukan nasib sendiri, baik hak 
untuk mendapatkan kebebasan, dan persamaan serta hak untuk 
terlibat secara politik, ekonomi, sosial maupun budaya yang sesuai 
dengan aturan yang berlaku di negaranya ini dapat dituangkan 
dengan adanya Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Againts 
Torture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Punishment /CAT) 
yang di ratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 tahun 
1998, mengartikan Penyiksaan itu dilarang. Konvensi ini 
memperjuangkan hak-hak orang banyak seperti hak untuk hidup 
secara bebas dan damai dalam segala aspek, baik dari segi ekonomi, 
sosial, politik maupun budaya apabila mereka merasa hak-haknya 
dirampas dengan adanya suatu penyiksaan dengan kekerasan. 
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Padahal seharusnya mereka mempunyai hak untuk bebas dari segala 
macam bentuk penyiksaan.  
Rumusan Masalah  
1. Bagaimana penerapan konvensi menentang penyiksaan di 
Indonesia? 
2. Apa fungsi peranan konvensi menentang penyiksaan dari self 
determination? 
B. Pembahasan  
Penerapan Konvensi Menentang Penyiksaan Di Indonesia 
Konvensi Menentang Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang kejam, tidak manusia dan merendahkan 
martabat manusia (konvensi menentang penyiksaan) mulai berlaku 
sejak Januari 1987. Indonesia mesahkan Konvensi ini melalui UU No. 
5 tahun 1998. Konvensi ini mengatur lebih lanjut mengenai apa yang 
terjadi dalam konvenan tentang Hak Sipil dan Politik konvenan Ini 
mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislative, 
administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya guna 
mencegah tindak penyiksaan, pengusiran, pengembalian atau 
pengekstradisian seorang ke negara lain terdapat alasan yang cukup 
kuat untuk menduga bahwa orang tersebut akan berada dalam 
keadaan bahaya (karena menjadi sasaran penyiksaan), 2) menjamin 
agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa 
dalam suatu wilayah kewenangan hukum mempunyai hak untuk 
mengaduu, memastikan agar kasusnya diperiksa den gan segera oleh 
piahk-pihak yang berwenang secara tidak memihak, 3) menjamin 
bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksinya dilindungi dari 
segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari 
pengaduan atau kesaksian yang mereka berikan, 4) menjamin korban 
memperoleh ganti rugi serta (hak untuk mendapatkan) kompensasi 
yang adil dan layak. Konvensi ini .dalam pelaksanaannya diawasi 
oleh Komite Menentang Penyiksaan (CAT) yang dibentuk 
berdasarkan aturan yang terdapat didalamnya.  
Konvensi Menentang Penyiksaan atau yang dalam bahasa 
resminya adalah Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan 
atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Meren-
dahkan Martabat Manusia. Konvensi ini mewajibkan negara-negara 
pihak untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah 
penyiksaan terjadi di wilayahnya dan Konvensi melarang 
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pemulangan paksa atau ekstradisi terhadap seseorang ke Negara lain 
dimana ia berhadapan dengan risiko penyiksaan. 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang 
Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan menurut pendapat 
penulis belum berlaku efektif dan memang masih menemukan 
kendala. Salah satu bukti bahwa UU ini belum berlaku efektif dapat 
kita lihat dari Tindakan-tindakan Penyiksaan yang masih sering 
dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal ini adalah kepolisian 
terhadap tahanan/tersangka bukan karena aparatur kepolisian tidak 
atau belum memahami secara normatif/secara hukum bahwa 
Penyiksaan tersebut ditentang dalam UU, akan tetapi dalam praktik 
memang mereka juga dihadapkan pada terbatasnya waktu, fasilitas 
kerja, tindak kejahatan yang makin beragam, perilaku pelaku tindak 
pidana yang menyulitkan polisi untuk mendapatkan keterangan 
guna mengungkap suatu tindak pidana. Penggunaan kekerasan yang 
dilakukan oleh polisi biasanya dalam rangka penggunaan 
wewenang, sedangkan kendala dari para tersangka/tahanan yang 
utama adalah masalah pendidikan. Tidak masalah apabila 
tersangka/tahanan itu mempunyai pendidikan yang tinggi, sehingga 
mereka mengetahui hak-hak yang seharusnya mereka peroleh 
walaupun mereka menjadi seorang yang hak kebebasannya dibatasi 
dan dirampas oleh karena perbuatan mereka sendiri. 
Oleh karena itu, agar Konvensi ini dapat berjalan dengan 
lebih efektif maka organisasi masyarakat sipil yang menolak praktek-
praktek penyiksaan, tindakan yang kejam, tidak manusiawi dan 
merendahkan martabat mendesak Pemerintah Indonesia untuk 
melakukan hal-hal sebagai berikut:  
• Melaksanakan Konvensi Anti Penyiksaan dengan sebaik-baiknya, 
termasuk melakukan deklarasi terhadap pasal 21 dan 22 Konvensi 
yang mengakui kewenangan Komite Anti Penyiksaan untuk 
menerima komunikasi dari negara-negara peserta konvensi dan 
individual; 
• Melakukan harmonisasi hukum Indonesia dengan memasukkan 
definisi penyiksaan ke dalam KUHP dan KUHPM, serta mencabut 
semua ketentuan hukum yang bertentangan dengan Konvensi 
Anti Penyiksaan yang sudah diratifikasi Pemerintah ke dalam UU 
No. 5 Tahun 1998; 
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• Menghukum para pelaku penyiksaan dan tidak memberikan 
peluang promosi atau kenaikan pangkat terhadap para pelaku; 
• Memberikan hak-hak korban penyiksaan; 
• Menghapus hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan meren-
dahkan martabat, antara lain menghapuskan hukuman mati di 
Indonesia; 
• Meratifikasi Optional Protocol Konvensi Anti Penyiksaan. 
Sehingga sebaiknya Pemerintah harus melakukan monitoring terha-
dap setiap proses hukum kasus-kasus penyiksaan yang terjadi 
sebagai wujud pelaksaanaan kewajibannya menurut Konvensi 
Menentang Penyiksaan. Pemerintah juga harus menjalankan 
kewajibannya untuk memenuhi hak-hak korban berupa hak atas 
kompensasi, rehabilitasi dan keadilan. 
Harapan berkurangnya jumlah penyiksaan dan penganiayaan 
masyarakat sipil oleh negara muncul saat pemerintah Indonesia 
menyatakan setuju untuk meratifikasi Konvensi internasional 
mengenai anti penyiksaan. Bahkan, Indonesia mengukuhkan isi 
konvensi tersebut dalam UU No. 5 Tahun 1998. Dengan dikukuh-
kannya isi konvensi internasional tersebut dalam hukum positif, 
Indonesia akan mempunyai suatu landasan hukum yang jelas untuk 
mengusut kasus-kasus penyiksaan masyarakat sipil oleh oknum 
aparat negara. Namun kenyatannya, penyiksaan berjalan terus dan 
pemerintah Indonesia seakan hendak menyangkal kejadian yang 
sebenarnya. 
Peranan Konvensi Menentang Penyiksaan Dari Self Determination 
Adapun kekerasan yang dilakukan oleh pihak berwajib atau 
Polisi kepada para tersangka atau para tahanan. Yang walaupun hak-
hak para tersangka ataupun tahanan memang dibatasi sesuai 
peraturan tetapi bukan berarti pihak yang berweang dalam hal ini 
polisi diperbolehkan untuk melakukan kekerasan kepada tersangka. 
Dalam pelaksanaanya, kekerasan berupa penyiksaan ini 
termasuk dalam kategori non-derogable rights. Karena penyiksaan 
termasuk dalam kategori hak untuk tidak dianiaya. 
Sesungguhnya selama tujuh abad hingga akhir Abad XVIII, di 
daratan Eropa, penyiksaan dianggap sebagai hal biasa dan sah untuk 
memperoleh ‘kebenaran’. Sasaran perbuatan itu setidaknya adalah 
para budak, orang asing, orang-orang yang tidak memiliki identitas 
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hukum, dan mereka yang dianggap pengkianat. Penyiksaan bahkan 
dipakai sebagai metode untuk mencari keadilan. Argumen yang 
selalu dikedepankan oleh mereka yang mendukung penyiksaan 
adalah bahwa metode itu diperlukan untuk memperoleh kebenaran. 
Argumen ini digunakan baik sebelum melakukan cara-cara lain 
maupun sebagai pilihan terakhir. 
Akan tetapi seiring perkembangan zaman dan kemajuan 
pemikiran manusia, cara-cara untuk memperoleh kebenaran tersebut 
tidaklah lagi dengan suatu ancaman kekerasan dan penyiksaan 
dengan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi tanpa memikirkan 
hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh UU maupun pemerintah. 
Akan tetapi sampai sekarang manusia tetap saja ada yang masih 
menggunakan cara-cara untuk memperoleh kebenaran ini dengan 
jalan kekerasaan dan penyiksaan kepada seseorang. Ada lima hal 
yang biasa mendorong seorang penyidik atau polisi melakukan hal 
itu, yaitu: 
1. Kegagalan kalau bukan kemalasan mencari bukti- bukti lain selain 
dari tersangka, yang mengakibatkan 
2. tersangka sebagai pelampiasan kegagalan itu, 
3. perasaan diremehkan akibat tersangka yang berbelit-belit dan 
4. kebencian atau rasa frustasi terhadap mekanisme hukum yang 
tidak berhasil mengurangi kejahatan dan 
5. budaya militeristik yang banyak menggunakan pendekatan 
kekuasaan. 
Menurut pendapat saya, faktor-faktor diatas bukanlah suatu 
tindakan yang mencerminkan sikap untuk menghormati hak orang 
lain sekalipun orang lain tersebut telah melakukan tindakan yang 
melawan hukum. Bahkan undang-undang hak asasi manusia pun 
mengatur tentang hak seseorang yang kebebasannya dirampas. 
Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 10 ayat (1) Konvenan 
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dalam 
Undang-Undang No. 12 tahun 2005 yang berbunyi “ Setiap orang 
yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi 
dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia” 
dan pasal (2) berbunyi “Tersangka, kecuali dalam keadaan yang 
sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan 
diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang 
yang belum dipidana”. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan hak atas 
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keadilan, bukan hanya UU yang mengatur hak atas keadilan, tetapi 
dalam ajaran agama Islam. Hak atas keadilan ini juga merupakan hak 
yang sangat penting dan bernilai yang diberikan Islam kepada 
manusia. 
Jadi para tersangka ataupun tahanan yang hak untuk 
mendapatkan kebebasannya dirampas pun tetap memiliki hak nya 
untuk diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya siksaan dengan 
suatu kekerasan dan menimbuklkan rasa sakit dan bahkan sampai 
ada yang menyebabkan kematian. Apabila hal ini terjadi maka 
perbuatan pihak berweang dalam hal ini bertindak sebagai Polisi 
sama saja telah merenggut atau merampas hak seseorang terhadap 
hak yang seharusnya dilindungi. 
Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan diperlukannya 
suatu Pengaturan khusus yang mengatur tentang Sesuatu yang 
Menentang adanya Penyiksaan, dimana seharusnya Manusia dengan 
kemampuannya berfikir dan belajar serta dengan perkembangan 
zaman manusia seharusnya lebih bisa mengoreksi diri, 
mengembangkan pemikirannya secara rasional bahwa tindakan 
penyiksaan bukanlah suatu cara yang paling tepat untuk mencapai 
kebenaran. 
Dengan menyadari bahwa tindakan Penyiksaan meruapakan 
tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, 
bertentangan dengan hak seseorang untuk menentukan nasibnya 
sendiri dalam hal hak bebas dari penyiksaanan sehingga Pemerintah 
mencari cara agar dalam mengungkapkan kebenaran tidaklah harus 
dengan jalan Penyiksaan. Kemudian lahirlah gerakan anti 
penyiksaan. yang dituangkan dalam Konvensi Menentang 
Penyiksaan (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment/CAT). Agar tindakan-tindakan 
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, 
Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia tidak terjadi 
di Indonesia. Konvenan ini diperlukan guna untuk melindungi hak-
hak manusia agar terbebas dari adanya suatu penyiksaan, baik 
penyiksaan itu dilakukan dengan siksaan fisik maupun mental. 
Sedangkan Implikasi konsep “self determination” ini sendiri 
terhadap pemenuhan atas hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, 
sosial dan budaya apabila dilihat dari contoh diatas dimana seorang 
tersangka yang mendapat siksaan ia tidak dapat menentukan 
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nasibnya sendiri untuk terlepas dari penyikssan itu, hak nya telah 
dirampas. 
Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk 
mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah penyiksaan 
terjadi di wilayahnya dan Konvensi melarang pemulangan paksa 
atau ekstradisi terhadap seseorang ke Negara lain di mana ia 
berhadapan dengan risiko penyiksaan. 
Konvensi ini diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB 
melalui resolusi 39/46 pada 10 Desember 1984 dan mulai berlaku 
pada 26 Juni 1987. Untuk menghormati konvensi ini setiap 26 Juni 
kemudian diperingati sebagai “International Day in Support of Torture 
Victims”. 
Indonesia sendiri meratifikasi konvensi ini melalui UU No 5 
Tahun 1998 pada 28 September 1998. Melalui UU ini Indonesia juga 
melakukan deklarasi terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) ayat (2), 
dan ayat (3) serta melakukan reservasi terhadap ketentuan Pasal 30 
ayat (1) dari konvensi ini. Unsur-unsur pokok” dari apa yang 
mendasari penyiksaan terkandung dalam Pasal 1 Konvensi 
Menentang Penyiksaan mencakup: 
• Timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar 
biasa; 
• Oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat 
Negara yang berwenang 
• Untuk suatu tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi, 
penghukuman atau intimidasi. 
Perlakuan kejam, dan perlakuan atau penghukuman yang tidak 
manusiawi atau merendahkan martabat manusia juga merupakan 
istilah-istilah hukum. Istilah-istilah ini merujuk pada perlakuan 
sewenang-wenang yang tidak harus ditimbulkan untuk suatu tujuan 
tertentu, tetapi harus terdapat suatu niat untuk menyingkapkan 
individu-individu pada kondisi-kondisi yang sama dengan atau 
berakibat pada perlakuan sewenang-wenang. Menyingkapkan 
seseorang pada kondisi kondisi yang layak dipercaya merupakan 
perlakuan sewenang-wenang akan menimbulkan tanggung jawab 
atas penderitaan yang ditimbulkan. Perlakuan yang merendahkan 
martabat manusia dapat mencakup rasa sakit atau penderitaan yang 
tidak sehebat penyiksaan atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi 
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dan pada umumnya akan mencakup penghinaan dan penurunan 
harga diri si korban. 
Kovenan ini mengingatkan Negara-negara akan kewajibannya 
menurut piagam PBB untuk memajukan dan melindungi melindungi 
hak asasi manusia (HAM) terutama dalam menentukan nasibnya 
sendiri untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan 
dari rasa takut dan kekurangan yang hanya dapat tercapai apabila 
telah tercapainya suatu keadaan dimana seseorang dapat menikmati 
hak-hak yang mendasar seperti hak ekonomi, sosial dan budaya 
maupun hak-hak sipil dan politiknya. Akan tetapi, bebas disini tetap 
terbatas pada peraturan-peraturan yang berlaku di negaranya tanpa 
mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. 
Karena apabila seseorang mengingikan sesuatu hak, maka tak 
terlepas mereka harus mengerjakan kewajibannya terlebih dahulu. 
Karena hak dan kewajiban merupakan suatu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan. 
Adapun kekerasan yang dilakukan oleh pihak berwajib atau 
Polisi kepada para tersangka atau para tahanan. Yang walaupun hak-
hak para tersangka ataupun tahanan memang dibatasi sesuai 
peraturan tetapi bukan berarti pihak yang berweang dalam hal ini 
polisi diperbolehkan untuk melakukan kekerasan kepada tersangka. 
Dalam pelaksanaanya, kekerasan berupa penyiksaan ini termasuk 
dalam kategori non-derogable rights. Karena penyiksaan termasuk 
dalam kategori hak untuk tidak dianiaya.Bukti lain meskipun 
Konvensi Menentang Penyiksaan ini ditujukan kepada mereka yang 
dirampas kemerdekaannya, pada kenyataannya masih banyak 
terdapat pelanggaran seperti Kekerasan yang terjadi di dunia 
pendidikan seperti STPDN ataupun STIP sudah tergolong 
“penyiksaan” yang menjadi musuh umat manusia. Bahwa tindakan 
kekerasan yang dialami praja STPDN yang ditendang, dipukul 
hingga ada yang meninggal, menurut konvensi ini, termasuk 
kategori penyiksaan. Para praja masuk Sekolah Tinggi Pemerintahan 
Dalam Negeri (STPDN) dengan spirit luhur menimba pendidikan 
guna pembangunan pribadi dan bangsa, menjadi pelayan HAM 
(masyarakat) tetapi harus menerima siksaan yang melanggar hak 
asasi manusia (HAM), yang tak terbayangkan sebelumnya. Berbagai 
kekerasan yang mereka dapatkan seperti dipukul, ditendang, dan 
masih banyak lagi yang tidak manusiawi. Hal ini diakui dalam 
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semua instrumen hukum HAM universal, internasional, regional, 
dan nasional yang menyebut, tak seorang pun yang boleh menjadi 
sasaran penyiksaan dengan alasan apa pun (non-derogable rights). 
Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan diperlukannya 
suatu Pengaturan khusus yang mengatur tentang Sesuatu yang 
Menentang adanya penyiksaan, dimana seharusnya manusia dengan 
kemampuannya berfikir dan belajar serta dengan perkembangan 
zaman manusia seharusnya lebih bisa mengoreksi diri, 
mengembangkan pemikirannya secara rasional bahwa tindakan 
penyiksaan bukanlah suatu cara yang paling tepat untuk mencapai 
kebenaran. 
Dengan menyadari bahwa tindakan penyiksaan meruapakan 
tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, 
bertentangan dengan hak seseorang untuk menentukan nasibnya 
sendiri dalam hal hak bebas dari penyiksaanan sehingga Pemerintah 
mencari cara agar dalam mengungkapkan kebenaran tidaklah harus 
dengan jalan Penyiksaan. Kemudian lahirlah gerakan anti 
penyiksaan. yang dituangkan dalam Konvensi Menentang 
Penyiksaan. Agar tindakan-tindakan penyiksaan dan perlakuan atau 
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan 
martabat manusia tidak terjadi di Indonesia. Kovenan ini diperlukan 
guna untuk melindungi hak-hak manusia agar terbebas dari adanya 
suatu penyiksaan, baik penyiksaan itu dilakukan dengan siksaan 
fisik maupun mental. 
Praktek penyiksaan dan tindakan yang kejam, tidak 
manusiawi dan merendahkan martabat ini sudah seharusnya 
mendapat ketegasan dari Komite Anti Penyiksaan, dengan harapan 
dapat membantu memperbaikki dan menghapus praktek-praktek 
penyiksaan di Indonesia. Bukti lain dapat kita lihat dari definisi Pasal 
1 ayat (1) Konvensi Anti Penyiksaan, masih belum ada dalam KUHP 
dan KUHPM yang menjadi dasar acuan bagi penegakan hukum 
pidana di Indonesia. Pemerintah hingga saat ini masih belum 
membenahi legislasi yang mengatur larangan penyiksaan di 
Indonesia, sehingga para pelaku penyiksaan banyak yang lolos dari 
jeratan hukum dan malah mendapat promosi kenaikan pangkat. Ini 
merupakan bukti yang sangat kongkret bahwa konvenan ini 
belumlah berlaku secara efektif di Indonesia. Oleh karena itu, agar 
Konvensi ini dapat berjalan dengan lebih efektif maka organisasi 
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masyarakat sipil yang menolak praktek-praktek penyiksaan, 
tindakan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat 
mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan hal-hal sebagai 
berikut: 
• Melaksanakan Konvensi Anti Penyiksaan dengan sebaik-baiknya, 
termasuk melakukan deklarasi terhadap pasal 21 dan 22 Konvensi 
yang mengakui kewenangan Komite Anti Penyiksaan untuk 
menerima komunikasi dari negara-negara peserta konvensi dan 
individual; 
• Melakukan harmonisasi hukum Indonesia dengan memasukkan 
definisi penyiksaan ke dalam KUHP dan KUHPM, serta mencabut 
semua ketentuan hukum yang bertentangan dengan Konvensi 
Anti Penyiksaan yang sudah diratifikasi Pemerintah ke dalam UU 
No. 5 Tahun 1998; 
• Menghukum para pelaku penyiksaan dan tidak memberikan 
peluang promosi atau kenaikan pangkat terhadap para pelaku; 
• Memberikan hak-hak korban penyiksaan; 
• Menghapus hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan 
merendahkan martabat, antara lain menghapuskan hukuman mati 
di Indonesia. 
Jadi, penyiksaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan 
sengaja kepada seseorang yang tidak dapat memperthankan haknya 
dalam menentang sebuah kekerasan terhadap dirinya, dimana suatu 
tindakan tersebut menimbulkan rasa sakit bagi dirinya baik sakit 
yang jasmani atau dirasakan oleh tubuh maupun sakit rohani atau 
mental  pada seseorang bahkan penyiksaan yang berdampak 
hilangnya nyawa seseorang atau sampai menyebabkan kematian 
sehingga dapat dikatakan telah merampas hak hidup seseorang yang 
merupakan hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia. 
Sebagai mahkluk pribadi, hal inilah yang merupakan alasan 
dibuatnya konvensi yang menentang Penyiksaan. 
C. Penutup 
Dari pembahasan yang sudah penulis jabarkan diatas dapat 
menyipulkan hal yang penting dalam pelaksanaan hak sipil dan 
politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya seperti yang tercantum 
dalam konvensi-konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak 
untuk menentukan nasib sendiri atau dikenal dengan istilah self-
determination. Salah satu hak yang dilindungi dalam konvensi-
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konvensi HAM yang telah diratifikasi di Indonesia adalah hak untuk 
tidak mendapatkan penyiksaan yang diratifikasi dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi yang menentang 
Penyiksaan Konvenan ini dibentuk karena  masih banyak terjadi 
penyiksaan di sekitar kita. 
Konvensi ini dibuat agar Peyiksaan-peyiksaan ini tidak terjadi 
lagi. karena Penyiksaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan 
dengan sengaja kepada seseorang yang tidak dapat memperthankan 
haknya dalam menentang sebuah kekerasan terhadap dirinya, 
dimana suatu tindakan tersebut menimbulkan rasa sakit bagi dirinya 
baik sakit yang jasmani atau dirasakan oleh tubuh maupun sakit 
rohani atau mental  pada seseorang bahkan penyiksaan yang 
berdampak hilangnya nyawa seseorang atau sampai menyebabkan 
kematian sehingga dapat dikatakan telah merampas hak hidup 
seseorang yang merupakan hak paling mendasar yang dimiliki oleh 
manusia sebagai mahkluk pribadi. 
Akan tetapi Konvensi ini belum berlaku berlaku secara efektif, 
dengan bukti masih banyaknya penyiksaan yang terjadi kepada 
manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak pernah 
memikirkan hak-hak orang lain. Juga terbukti dari pengaturan dalam 
KUHP dan KUHPM yang tidak mencantumkan pengertian yang 
lebih jelas dalam tindakan Penyiksaan itu. Tetapi semoga saja 
konvensi ini dapat berlaku secara lebih tegas untuk kedepannya agar 
Penyiksaan-penyiksaan itu tidak terjadi lagi. 
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HAK ASASI MANUSIA PADA PEREMPUAN 
Lukman Hakim 
 
Abstrak 
PBB mengamati banyak terjadi tindakan diskriminatif terhadap perempuan, 
terutama tentang perlakuan yang tidak sama baik dalam hu-
kum/perundang-undangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Maka 
secara khusus, pada tahun 1947 PBB membentuk Komisi kedudukan wanita 
yang menjadi cikal bakal penyusunan dan lahirnya konvensi wanita oleh 
PBB. Pada 18 Desember 1979 PBB mensahkan Konvensi tentang 
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dikenal 
dengan istilah CEDAW singkatan dari The Convention the Elimination of all 
Form af Discrimination againt Women. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
bangsa memberlakukan Konvensi tersebut mulai 3 Desember 1981 setelah 
20 negara meratifikasinya. Sampai 18 Maret 2005, telah 180 negara yang 
meratifikasinya yang berarti secara resmi mengikat diri menyelaraskan 
hukum negaranya dengan CEDAW dan secara terencana melakukan upaya 
peningkatan kesederajatan dan kesamaan hak. 
Kata kunci: perempuan, CEDAW 
A. Pendahuluan 
Latar belakang  
Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi di 
Indonesia merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian tidak 
hanya bagi pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, hal 
tersebut menjadi perhatian khusus ketika wacana reformasi akan 
didengungkan dan dalam perjalanan reformasi di bidang konstitusi 
negara Indonesia dengan proses amandemen Undang-Undang Dasar 
(UUD) 1945 dari pertama hingga keempat, muatan-muatan Hak 
Asasi Manusia menjadi salah satu hal yang penting untuk lebih 
diperjelas dalam amandemen UUD 1945 karena sebelum terjadi 
amandemen UUD 1945, permasalahan yang menjadi perhatian serius 
adalah kesewenangan negara dalam memasung hak-hak asasi warga 
negara karena sangat multitafsir dan banyak ditafsirkan terbatas oleh 
pemerintah pada saat itu dengan turunan peraturan perundang-
undangan yang membatasi hak asasi warga negara  terutama dalam 
hak atas pekerjaan, hak berserikat dan berkumpul serta menge-
luarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, jaminan kemerdekaan 
dalam beragama dan berkepercayaan, hak memperoleh pendidikan, 
dan akses terhadp sumber daya alam yang pada saat itu masih belum 
dipenuhi oleh hak-haknya oleh negara. 
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Salah satu perhatian khusus dalam perkembangan hak asasi 
manusia di Indonesia adalah tentang perlindungan dan pemenuhan 
hak asasi perempuan di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal 
yang baru bahkan menjadi perhatian yang khusus sebagaimana juga 
dalam hal hak asasi anak.  Namun kita harus mengakui walaupun 
dalam dataran instrumen hukum pengakuan hak asasi perempuan 
telah mendapat perhatian khusus tetapi pada praktek di lapangan 
jauh dari yang diharapakan yang merupakan salah satu perhatian 
khusus dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. 
Hak Perempuan dimana perempuan dikategorikan dalam 
kelompok rentan yang mendapat tempat khusus dalam pengaturan 
jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pada umunya pemberian 
hak bagi perempuan sama dengan hak-hak lain seperti yang telah 
disebutkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Hak-Hak Asasi 
Manusia namun dengan alasan tadi maka lebih dipertegas lagi. Asas 
yang mendasari hak bagi perempuan diantaranya hak perspefktif 
gender dan anti diskriminasi dalam artian memiliki hak yang seperti 
kaum laki-laki dalam bidang pendidikan, hukum, pekerjaan, politik, 
kewarganegaraan dan hak dalam perkawinan serta kewajibannya. 
Rumusan Masalah 
1.Bagaimana sejarah adanya hak pada perempuan 
2.Bagaimana pengaturan hak parempuan dalam DUHAM? 
3.Bagaimana pengaturan hak dalam UU ham dan Cedaw? 
B. Pembahasan 
Sejarah Adanya Hak Perempuan 
Seorang idealis perempuan didalam bukunya Drie dromen in 
de Wostijn pernah melambangkan lelaku dan perempuan sebagai 
dua mahluk yang terikat satu kepada yang lain. Ikatan ini bernama 
tali hidup, begitu terikat satu dengan lainnya. Sehingga yang satu 
tidak dapat mendahului selangkahpun kepada lainnya. Tidak dapat 
maju sedikitpun tanpa mengajak atau membawa yang lainnya. Olive 
Schreiner adalah benar, memang begitulah keadaan manusia. Bukan 
saja laki-laki dan perempuan tidak dapat terpisah satu dengan 
lainnya. Tetapi juga tiada masyarakat manusia satupun dapat 
berkemajuan, jika laki-laki atau perempuan membawa yang lain. 
Karenanya jangan masyarakat laki-laki mengira bahwa mereka akan 
maju, jika tidak dibarengi kemajuan perempuan. Janganlah laki-laki 
mengira, bahwa bisa ditanam sesuatu kultur yang sewajar-wajarnya, 
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jikalau perempuan dihinakan dalam kultur tersebut. Beberapa ahli 
menyampaikan bahwa kebudayaan Yunani jatuh karena perempuan 
dihinakan dalamnya. Nazi Jerman juga karena perempuan dihinakan 
dalam sistem pemerintahan tersebut. 
Sesungguhnya benarlah perkataan Charles Fourrier jikalau ia 
mengatakan bahwa setinggi-tingginya tingkat kemajuan sesuatu 
masyarkat adalah ditetapkan oleh setinggi-rendahnya tingkat 
kedudukan perempuan dalam masyarakat itu. Atau benarlah 
perkataan Baba Ollah yang menulis bahwa laki-laki dan perempuan 
adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama 
kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai puncaknya, jika patah 
maka tidak dapat terbang burung itu sama sekali. Apabila kita 
melihat sejarah perjuangan bangsa di dunia, juga tidak bisa 
dilepaskan oleh peran aktif perempuan didalamnya. Manakala La 
Passionara di dalam Revolusi Spanyol berseru “Hai wanita-wanita 
Spanyol jadilah revolusioner, tiada kemenangan revolusioner jikalau 
tiada wanita revolusioner. Selain itu di dalam negeri muncul 
beberapa besar tokoh pergerakan wanita seperti Dewi Sartika, RA 
Kartini dan lain-lain. Dalam konteks Kartini perjuangannya menjadi 
pondasi dasar atas kesempatan mengenyam pendidikan yang sama 
antara laki-laki dan perempuan, agar supaya dapat tercapai 
kemajuan-kemajuan yang sangat diperlukan bagi usaha mencapai 
tujuan nasional. 
Apabila terdapat perbedaan dalam laki-laki dan perempuan 
hanya pada organ atau anggota tubuhnya. Tetapi sekali lagi bahwa 
perbedaan-perbedaan itu hanyalah karena dan untuk tujuan kodrat 
alam, yakni hanyalah karena dan untuk tujuan perlaki-isterian dan 
peribuan saja. Keadaan wanita yang ditindas oleh pihak laki-laki itu 
akhirnya tidak boleh tidak niscaya membangunkan dan 
membangkitkan satu pergerakan  yang berusaha meniadakan segala 
penindasan-penindasan tersebut. Sejarahnya ketika perempuan 
dunia Barat sudah sadar dan bergerak, sudah melawan maka 
perempuan dunia Timur masih saja diam-diam menderita pingitan 
dan penindasan dengan tiada protes sedikitpun juga. Tidak 
diketahui, tidak dikira-kirakan oleh perempuan dunia Timur itu, 
bahwa ada kemungkinan menghilangkan penindasan dan pingitan 
itu yang merupakan jalan memerdekan diri. Tetapi sebagaimana 
paham-paham politik yang timbul dalam dunia barat lambat laun 
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mulai menular juga pada dunia Timur. Demikian semboyan-
semboyan kemerdekaan wanita yang didengungkan dunia Barat 
akhirnya mengumandang dan menggaung melalui tepian-tepian 
sungai Nil, sungai Yang Tse dan sungai Gangga. Kini dunia timur 
sudah mempunyai pergerakan wanita. 
Perjuangan Gerakan Perempuan untuk menuntut hak asasi 
manusia yang sama dengan kaum laki-laki dan anti diskriminasi 
berdasarkan gender melahirkan Konvensi Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW 
mengkonteksualisasikan standar netral hak asasi manusia ke dalam 
situasi perempuan. Perbedaan penting yang diperkenalkan CEDAW 
adalah bahwa ia tidak terbatas sekadar mengamankan hak asasi 
perempuan tetapi juga memperluas pemahaman akan hak asasi 
manusia itu sendiri. Untuk itu, CEDAW menggarisbawahi 
pentingnya kesadaran dan konsistensi dalam memperluas dan 
memperlebar hak dalam konteks dan identitas khusus. Dalam 
konteks kehidupan bernegara di Indonesia, Konstitusi sebagai dasar 
hukum tertinggi, sudah menjamin kesamaan hak asasi antara laki-
laki dan perempuan. Ini seharusnya menjadi renungan dan tindakan 
semua warga negara dan pemerintah bertanggung jawab atas 
perlindungan hak-hak asasi perempuan. 
Untuk menyegarkan ingatan, sesungguhnya motif utama 
HAM tidak bisa terlepas dari tuntutan dasar tentang hak persamaan 
(al musawah) dan hak kemerdekaan (al hurriyyah). Dari kedua prinsip 
dasar inilah berkembang sejumlah prinsip yang lain, seperti prinsip 
penghormatan dan perlindungan terhadap martabat manusia, 
partisipasi, dan termasuk pembebasan terhadap hak-hak perempuan. 
Secara historis, Nur Said dalam Perempuan dalam Himpitan Teologi 
dan HAM di Indonesia menulis, bahwa HAM terkait erat dengan 
kekuasaan absolut para raja di masa lalu yang ditunjukkan dengan 
lahirnya Magna Charta (Piagam Agung) tahun 1215 di Inggris. Tahun 
1689 lahir Bill Rights (undang-undang hak) di Inggris yang ditandai 
dengan munculnya adagium persamaan manusia di hadapan 
hukum. Di Amerika muncul pula The America Declaration of 
Independence tahun 1776. Deklarasi ini menyatakan bahwa semua 
manusia diciptakan sederajat dengan dikaruniai oleh Sang Pencipta 
hak-hak asasi tertentu seperti kehidupan, kemerdekaan, dan mencari 
kebahagiaan yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. Sementara di 
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Prancis lahir The French Declaration tahun 1789, yang telah 
memunculkan dasar bagi The Rule of Law. Di dalam the rule of law 
antara lain menyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan 
yang semena-mena tanpa ada alasan sah atau surat resmi 
penangkapan. Di sini dipertegas pula dengan beberapa hak lainnya, 
seperti presumption of innocence, orang-orang yang ditahan atau 
ditangkap dinyatakan bebas sampai ada kekuatan hukum yang sah 
menyatakan salah; freedom of expression atau kemerdekaan 
mengeluarkan pendapat; freedom of religion atau kemerdekaan dalam 
berkeyakinan; dan the right of property atau hak perlindungan 
terhadap hak milik. 
Perkembangan berikutnya, muncul konsep HAM yang 
diawali dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 
(DUHAM). Deklarasi ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat 
dunia saat itu yang tengah mengalami pukulan berat akibat 
kekejaman Perang Dunia (PD) I di tahun 1914-1918, dan PD II tahun 
1939-1945. Dalam PD II yang memakan waktu hampir enam tahun, 
diperkirakan mengorbankan 61 juta orang (tentara dan rakyat sipil). 
Rusia mengalami jumlah kehilangan jiwa terbesar dibanding negara-
negara lain, yakni mencapai 25 juta kematian, diikuti oleh China 
dengan 11 juta, dan Jerman sebanyak 7 juta kematian. Selebihnya 
tersebar di seluruh negara-negara yang terlibat dalam kontes 
pertempuran tersebut seperti Jepang, Australia, Kanada, kerajaan 
India, Belanda, Korea, dan juga Indonesia.  
Dari latar belakang tersebut, negara-negara dunia berupaya 
keras untuk merumuskan norma-norma hak dasar manusia, yang 
bisa disepakati bersama untuk menciptakan perdamaian. Hasil 
upaya itu menjadi konsensus umum masyarakat di seluruh dunia, 
yang secara garis besar berisi tentang jaminan hak-hak dasar manusia 
kepada semua orang. Jaminan HAM tersebut diadopsi oleh Majelis 
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dideklarasikan pada 10 
Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris. Oleh Eleanor Roosevelt 
dari Amerika Serikat, ketua perempuan pertama di Komisi HAM 
PBB saat itu, dikatakan bahwa deklarasi ini bukanlah sebuah 
perjanjian, namun mungkin akan menjadi Magna Carta internasional 
di masa depan. 
Di dalam proses perumusan, terjadi dinamika dan 
perkembangan ketika PBB menghadirkan Comission of the Status of 
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Women (CSW) pada tahun 1946. Pada tahap awal CSW berjuang 
untuk menegakkan hak-hak dasar perempuan. Ia berhasil 
memperjuangkan kedudukannya sebagai komisi yang mempunyai 
hak yang sama dengan Komisi HAM. Menariknya kedua komisi ini, 
CSW dan CHR (Commission on Human Rights) berkali-kali 
bertentangan keras selama penyusunan DUHAM. Misalnya, CSW 
berhasil mengubah rancangan awal dari pasal 1 DUHAM yaitu “all 
men are brothers” menjadi “all human beings are born free and equal 
in dignity and rights”. Pada waktu DUHAM diadopsi pada tahun 
1948, saat itu mayoritas perempuan di dunia belum dapat memilih 
atau belum dijamin hak pilihnya 
Setelah deklarasi terlaksana, 20 tahun kemudian, sekitar tahun 
1966 negara-negara di dunia baik Barat, Timur, maupun Selatan, 
kembali duduk bersama melanjutkan upaya kerasnya untuk 
membangun perdamaian dunia yang berkeadilan. Dari sini lahir 
konvensi-konvensi lain, yang juga memuat HAM internasional. Di 
antaranya Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (Convention on 
the Elimination of Rasial Discrimination), yang lahir setahun lebih dulu 
dari hak SIPOL dan EKOSOB, yakni tahun 1965. Kemudian Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women/ CEDAW) tahun 1980; Konvensi Anti Penyiksaan (Convention 
Againts Torture/CAT) sekitar tahun 1987; Konvensi Hak-Hak Dasar 
Anak (Children Rights Convention/CRC) tahun 1989; dan Konvensi 
Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, sekitar tahun 2000-an 
lalu. 
Pada konvensi hak-hak dasar manusia tersebut, sesungguh-
nya telah banyak mengakomodir hak-hak dasar perempuan. Sebab di 
dalam konvensi-konvensi itu disebutkan pula prinsip non-diskri-
minasi. Namun secara detail CEDAW-lah yang mengatur upaya 
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 
Dalam pasal 1 CEDAW menyatakan bahwa: 
“Diskriminasi terhadap perempuan, berarti segala 
pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis 
kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi 
atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak 
asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, 
ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya oleh perempuan, 
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terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara 
lelaki dan perempuan”. 
Sjamsiah Achmad, anggota Komite CEDAW 2001-2004 
mengatakan, konvensi ini merupakan perjanjian internasional ten-
tang perempuan yang paling komprehensif. Di dalamnya mene-
tapkan persamaan antara perempuan dan lelaki dalam menikmati 
hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Konvensi yang 
sering digambarkan sebagai International Bill of Rights for Women ini 
menetapkan kewajiban hukum yang mengikat bagi negara-negara 
peserta untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, baik 
dalam kehidupan publik maupun privat. 
Dalam perjalanan sejarah, satu dekade setelah terbentuknya 
konvensi CEDAW, lahir Deklarasi Kairo yang dikeluarkan di Kairo 
pada tahun 1990. Deklarasi ini juga memuat tentang HAM dan HAP. 
Ia merupakan deklarasi di tingkat regional yang secara khusus 
ditujukan untuk negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam 
atau OKI. Dengan statusnya yang demikian deklarasi ini bukan 
merupakan pengganti DUHAM, melainkan dapat melengkapinya. 
Dalam Deklarasi Kairo ditegaskan bahwa semua orang adalah sama 
dipandang dari martabat dan kewajiban dasarnya sebagai manusia. 
Mereka tidak boleh didiskriminasikan atas dasar ras, warna kulit, 
bahasa, jenis kelamin, kepercayaan agama, ideologi politik, ataupun 
status sosialnya. 
Selain Deklarasi Kairo, terdapat pula Konferensi Internasional 
Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) Kairo pada tahun 1994. Ia 
memuat tentang konsep hak reproduksi (perempuan) secara 
mendalam. Kemudian pada tahun 1995, lahir Deklarasi Beijing yang 
dalam landasan aksinya sangat mengedepankan prinsip kebersama-
an dalam kekuasaan dan tanggungjawab di antara perempuan dan 
lelaki. Baik hal itu dalam rumah tangga, di tempat kerja, maupun di 
lingkungan masyarakat nasional dan internasional yang lebih luas. 
Pada deklarasi ini persamaan perempuan dan lelaki juga dinyatakan 
sebagai masalah hak asasi, syarat dari keadilan sosial dan persamaan 
pembangunan dan perdamaian.  
Hak Perempuan Dalam DUHAM 
Hak-hak perempuan di bidang politik sama halnya dengan 
seorang pria, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama 
untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang 
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diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-
hak perempuan di bidang politik, antara lain: 
a. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta 
dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebi-
jakan. 
b. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang 
bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan 
c. Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintah 
dan non-pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan 
dengan kehidupan pemerintah dan politik negara tersebut. 
Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang politik tersebut 
dapat ditemukan dalam instrumen internasional. Dimana hak-hak 
tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum dalam Pasal 21 
DUHAM butir 1 dan 2. 
Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai 
hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan 
negara dimana dia tinggal. Misalnya seseorang yang hidup dan 
tinggal di negara Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang 
Kewarganegaraan maka terdapat syarat-syarat tertentu yang harus 
dipenuhi seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan 
Indonesia. Apabila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi maka setiap 
orang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganega-
raannya. Hal inilah yang menjadi salah satu hak yang harus dipenuhi 
terhadap perempuan. Setiap perempuan mempunyai hak yang sama 
untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka 
dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan di negara terkait. 
Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang kewargane-
garaan tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional. 
Dimana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang 
umum dalam Pasal 15 DUHAM yang berbunyi: 
1. “Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan 
2. Tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dikeluarkan dari 
kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti 
kewarganegaraannya”. 
Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan 
manusia. Dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas 
hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga 
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ekonomi. Dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan 
pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk 
mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena 
itulah maka kemudian setiap manusia di dunia ini berhak untuk 
mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk 
semua perempuan. Setiap perempuan sama halnya dengan setiap 
pria mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan 
pengajaran. Atas dasar itulah maka kemudian dalam instrumen 
internasional dapat kita temukan pengaturan-pengaturan yang 
menjamin hal tersebut. Pengaturan tersebut dapat bersifat umum 
untuk semua orang, maupun bersifat khusus untuk setiap 
perempuan. Instrumen internasional yang bersifat umum antara lain 
dapat ditemukan dalam Pasal 26 ayat (1) DUHAM. 
Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan 
ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perem-
puan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. 
Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak 
untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk menda-
patkan pekerjaan yang seseuai dengan kemampuannya, sehingga 
mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa 
ada diskriminasi apapun. Saat mendapat pekerjaan, seorang 
perempuan juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu 
mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan 
kondisi kerja yag aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk 
dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi, 
termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan untuk me-
ningkatkan kualitas pekerjaannya. Setelah mendapat pekerjaan, 
tentunya ada saatnya ketika perempuan harus berhenti dan 
meninggalkan pekerjaannya. Maka ketika pekerjaan itu berakhir, 
seorang perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan 
pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan 
yang dilakukannya.  
Dasar hukum atas hak tersebut dalam instrumen internasional 
dapat ditemukan dalam Pasal 23 DUHAM, Pasal 6 ayat (1), 7 dan 
Pasal 8 ayat 1 butir (a) dan (b) Konvensi Internasional tentang Hak-
Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, dimana didalamnya diatur hak-hak 
seseorang atas suatu profesi dan pekerjaan yang berlaku bagi semua 
orang. Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan 
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hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada 
para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan 
khusus. Hal ini terutama akibat rentannya kesehatan wanita 
berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Seorang wanita telah 
mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami 
kehamilan, menstruasi setiap bulan dan juga kekuatan fisik yang 
lebih lemah dibandingkan pria. Adanya hal-hal tersebut inilah maka 
kemudian dirasakan perlu untuk melakukan perlindungan yang 
lebih khusus kepada mereka perempuan. 
Dalam instrumen internasional mengenai hal tersebut dapat 
ditemukan dalam Pasal 25 (2) DUHAM yang berbunyi “ibu dan anak 
berhak mendapat perhatian dan bantuan khusus. Semua anak baik 
yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus 
menikmati perlindungan sosial yang sama”. 
Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaan 
perempuan yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada di 
bawah kedudukan pria. Hal ini seringkali terlihat terutama pada 
keadaan dimana perempuan untuk melakukan perbuatan hukum 
tertentu harus mendapatkan persetujuan atau di bawah kekuasaan 
pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi 
para perempuan bahwa setiap perempuan mempunyai kedudukan 
yang sama dengan laki-laki di mata hukum, sehingga kemudian 
muncul salah satu hak perempuan lainnya yang diakui baik di 
tingkat internasional maupun nasional. 
Dasar hukum dalam instrumen internasional atas hak-hak 
perempuan ini secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 7 
DUHAM, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 26 Kovenan Internasional 
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. 
Hak Asasi Perempuan Di Indonesia 
Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
ratifikasi Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Againts Women) sehingga pemebrlakuan dari 
CEDAW (Konvensi Perempuan) tidak hanya sebatas berada di 
dataran hukum internasional yang dianggap sebagai soft law. 
Keberadaan dari ratfikasi konvensi ini mengakibatkan pemerintah 
Indonesia harus mengadopsi seluruh strategi Konvensi, 
melaksanakan Rekomendasi Komite, dan terlibat secara terus 
menerus terhadap berbagai perkembangan dan keputusan 
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internasional yang berhubungan  dengan perempuan (seperti Beijing 
Plat  form  for Action, hasil-hasil  konferensi internasional tentang 
kependudukan, kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap 
perempuan dan sebagainya). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1984 memang terjadi di dua orde pemerintahan yaitu orde 
baru dan orde reformasi, namun untuk memabatasi kajian yang 
berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam melindungi 
hak perempuan di daerah maka pembahasan pemberlakuan 
konvensi pada era orde baru tidak bahas secara mendalam tapi yang 
jadi catatan pada orde baru, pemberlakuan konvensi ini masih 
bersifat artifisial yang isinya tetap melanggengkan sterotip peran 
perempuan dalam bidang domestik. Hal ini juga dapat dilihat 
dengan  adanya penguatan  peran PKK dan Dharmawanita. Artinya 
perempuan masih dipakai  sebagai alat untuk kepentingan ekonomi 
maupun  kepentingan  politik negara  yang  tujuannya  bukan  untuk 
perbaikan situasi perempuan.CEDAW memiliki tiga prinsip utama. 
Pertama, prinsip equality, yaitu upaya melihat persamaan substantif 
terhadap laki-laki dan perempuan. Kedua, prinsip non-diskriminasi, 
baik diskriminasi jenis kelamin maupun pemenuhan kebebasan dasar 
serta Hak Asasi Manusia. Ketiga, prinsip kewajiban atas negara, 
dalam hal ini negara adalah pemeran utama yang bertanggungjawab 
atas terwujudnya pesamaan bahwa negara peserta adalah aktor 
utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan 
terwujudnya persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam 
menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. 
Majelis Umum PBB mencatat bahwa diskriminasi terhadap 
perempuan masih terus bertambah, sehingga perlu dibuat suatu 
rancangan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap 
Perempuan. Pada tahun 1965, Komisi tersebut mulai menyiapkan 
dan tahun 1966 keluar sebuah rancangan Deklarasi Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Tahun 1967, 
rancangan ini disetujui menjadi sebuah Deklarasi Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan berdasarkan fakta 
sosial. Setelah terbentuk Deklarasi Penghapusan Diskrimansi 
terhadap Perempuan, Komisi Kedudukan Perempuan mempersiap-
kan Konferensi untuk menyusun Kerangka Kerja Dunia tentang 
Perempuan di mana Konferensi ini mendesak adanya sebuah Kon-
vensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
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Perempuan. Dorongan Konferensi mendapat sambutan dari Majelis 
Umum PBB yang kemudian menetapkan periode 1976 sampai 
dengan tahun 1985 sebagai Dekade Perempuan dan mendesak agar 
Komisi Kedudukan Perempuan menyelesaikan Konvensi di perte-
ngahan dekade tersebut (tepatnya pada tahun 1979). Indonesia mulai 
mengikuti dan masuk pada konvensi tersebut secara resmi melalui 
penetapan UU No. 7/1984. 
Berbeda dengan era reformasi yang mendengungkan 
demokratisasi dalam segala aspek pembangunan, pemeberlakuan 
dari konvensi ini bahkan menelurkan suatu peraturan perundang-
undang yang cukup progresif dalam bidang perkawinan. 
Keberadaan Undang-Undang tersebut memang lebih banyak 
memberikan perlindungan kepada hak perempuan dan anak di 
dalam lembaga perkawinan tanpa juga melupakan perlindungan 
bagi suami, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 tentang Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
Sebelum Undang-Undang ini lahir, pemerintah Indonesia dalam 
kepemimpinan Presiden B.J Habibie telah mengeluarkan Keputusan 
Presiden tahun 1998 yang membentuk Komisi Nasional Anti 
Kekerasan terhadap Perempuan. 
Pada era Presiden Abdurahman Wahid, pemerintah juga 
membuat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang 
bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas 
perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi 
pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan 
nasional. 
C. Penutup 
HAM Merupakan seperangkat hak yang melekat, pada 
hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan yang 
maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, 
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia. 
Ada dua pendapat mengenai apakah HAM bersifat universal 
atau kontekstual. Teori relatifitas berpandangan bahwa ketika 
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berbenturan dengan nlai-nilai lokal maka HAM harus 
dikontektualisasikan, sedangkan teori radikal universalitas 
berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai – nilai HAM adalah 
bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi sesuai dengan 
perbedaan budaya dan sejarah tertentu. 
Perkembangan dalam sejarahnya tergantung dinamika model 
dan sistem pemerintahan yang ada. Dalam model pemerintahan yang 
otoriter dan represif, perkembangan HAM relatif mandeg seiring 
ditutupnya atau dibatasinya keran kebebasan, sedangkan model 
pemerintahan yang demokratis relatif mendukung upaya penegakan 
HAM karena terbukanya ruang kebebasan dan partisipasi politik 
masyarakat. Ketidakadilan gender menyebabkan perlakuan sosial 
seperti marginalisasi perempuan, penempatan perempuan pada 
posisi tersubordinasi, kekerasan terhadap perempuan, dan pembe-
rian beban kerja yang tidak proporsional bagi perempuan. 
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PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN  
HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN DUHAM 
Rasya Eka Airini20 
  
Abstrak 
Hak Asasi Manusia merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan 
Yang Maha Esa kepada manusia sejak hari pertama manusia tersebut lahir 
di dunia. Hak tersebut bahkan sudah melekat pada diri manusia saat masih 
di dalam kandungan sampai orang tersebut meninggal. Hak-hak tersebut 
wajib dijunjung tinggi, dihormati serta dilindungi oleh negara, pemerintah, 
hukum dan juga oleh setiap masing-masing orang demi kehormatan dan 
perlindungan harkat dan martabat seorang manusia. Pada tanggal 10 
desember tahun 1948 di kota Paris, Perancis lahirlah sebuah deklarasi yaitu 
Universal Declarasi of Human Right atau Pernyataan sedunia tentang Hak-
hak Asasi Manusia yang berisikan 30 pasal yang dengan sangat jelas 
menuliskan apa saja hak seorang individu. Bagaimana perlindungan pada 
korban pelanggaran HAM sesuai konvensi DUHAM? Meski DUHAM 
sudah dibentuk sejak tahun 1948 tapi tetap saja sampai saat ini berbagai 
pelanggaran HAM masih terus ada. Jika pada saat dahulu pelanggaran 
HAM adalah saat tejadi perang, saat ini ada begitu banyak pelanggaran 
HAM yang dilakukan. Pelanggaran yang dilakukan entah antar individu 
ataupun antar kelompok juga masih sangat sering terjadi. Untuk itu, upaya 
pemerintah dari setiap di negara entah nasional maupun internasional 
sangat diperlukan. Tidak hanya untuk menjamin hak-hak suatu individu 
ataupun warga negara tapi juga terciptanya perdamaian di dunia. Entah 
pelanggaran HAM seperti tahanan perang atau perbudakan dan perbedaan 
ras tapi juga suatu hak dasar lain yang memang seharusnya dimiliki oleh 
setiap individu, tapi tidak cukup hanya negara pemerintah saja, peran serta 
masyarakat dalam menyeleseikan kasusnya, karena tidak hanya kasusnya 
saja yang perlu dituntaskan tetapi juga perlindungan bagi para korban 
pelanggarannya. 
Kata kunci: pelanggaran; korban; DUHAM 
A. Pendahuluan 
Latar Belakang 
Hak Asasi Manusia merupakan suatu anugerah yag diberikan 
oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak hari pertama 
manusia tersebut lahir di dunia. Hak tersebut bahkan sudah melekat 
pada diri manusia saat masih di dalam kandungan sampai orang 
tersebut meninggal.Beberapa hak dasar yang di dapatkan manusia 
itu meliputi hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak 
untuk memperoleh keadilan, hak untuk mendapat kebebasan 
pribadi, hak untuk mendapatkan rasa aman, hak untuk berkeluarga 
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dan memiliki keturunanhak untuk dapat turut serta dalam 
pemerintah, hak anak, hak wanita serta hak untuk mendapatkan 
kesejahteraan. 
Hak-hak tersebut wajib dijunjung tinggi, dihormati serta 
dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum dan juga oleh setiap 
masing-masing orang demi kehormatan dan perlindungan harkat 
dan martabat seorang manusia. Tetapi meski begitu masih aja ada 
berbagai gesekan-gesekan yang timbul antar individu dalam upaya 
melindungi hak asasi yang mereka miliki. Gesekan-gesekan tersebut 
mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang 
dilakukan baik individu dengan individu, kelompok dengan 
individu atau pun kelompok dengan kelompok. 
Pada tanggal 10 Desember tahun 1948 di kota Paris, Perancis 
lahirlah sebuah deklarasi yaitu Universal Declarasi of Human Right 
atau Pernyataan sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia hyang 
berisikan 30 pasal yang dengan sangat jelas menuliskan apa saja hak 
seorang individu. Di Indonesia sendiri juga ada undang-undang 
yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia salah satunya ada 
dalam UU No 39 Tahun 1999. Meski sudah ada peraturan serta 
deklarasi yang disuarakan di dunia tetapi tetap saja sampai saat ini 
masih banyak sekali orang-orang yang menjadi korban pelanggaran 
Hak Asasi Manusia. Dan untuk itulah saya menyusun makalah ini, 
makalah dengan judul “ Perlindungan Terhadap Korban Pelanggaran 
Hak Asasi Manusia Sesuai Konvensi DUHAM” untuk memberikan 
innformasi kepada pembaca tentang bagaimana perlindungan yang 
seharusnya di dapat oleh para korban yang Hak Asasinya sebagai 
manusia tersebut diambil. 
Beberapa kasus HAM yang terjadi di Indonesia begitu banyak 
memang dan kasusnya bisa dibagi menjadai 2 yaitu kasus HAM 
ringan dan kasus HAM berat, berikut kasus yang terjadi di Indonesia. 
Peristiwa TRISAKTI 
Salah satu peristiwa pelanggaran HAM yang sangat terkenal 
di Indonesia. Peristiwa inni terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 yaitu 
terjadinya penembakan kepada para mahasiswa Universitas Trisakti, 
hal ini dikarenakan para mahasiswa menuntut mundurnya Presiden 
Soeharto dari jabatannya. Setidaknya 4 orang mahasiswa tertembak 
dan puluhan lainnya luka-luka. Jika kita menilik kebelakang, salah 
satu hak yang dilanggar dari peristiwa tersebut adalah hak untuk 
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mendapat kebebasan menyampaikan pendapat, dan Hak ini sudah 
sangat jelas tertuang pada pasal 19 Declaration of Human Right 
(DUHAM). Di Indonesia sendiri hak menyampaikan pendapat ada 
pada sistem demokrasi Pancasila dan jelas jika peristiwa menjadi 
salah satu hal yang paling kelam yang menandai tergoresnya 
pelaksanaan demokrasi Pancasila. Beberapa saat setelah peristiwa 
tersebut terjadi, Komnas HAM berinisiatif untuk memulai untuk 
mengusut masalah ini. Komnas HAM mengeluarkan pernyataan 
bahwa peristiwa ini adalah pelanggaran HAM yang berat. Masalah 
ini pun selanjutnya dilaporkan ke Kejaksaan Agung untuk 
diselesaikan. Namun, ternyata sampai sekarang masalah ini belum 
dapat diselesaikan bahkan upayanya saja dapat dikatakan belum ada. 
Belum ada satupun langkah pasti untuk menyelesaikan masalah ini. 
Alasan terakhir menyebutkan bahwa syarat kelengkapan untuk 
melakukan siding belum terpenuhi sehingga siding tidak dapat 
dilaksanakan.21 
Peristiwa Bom Bali 
Pada tanggal 12 Oktober 2002 ada 3 rangkaian pengeboman di 
Legian Kota Bali. Bom dengan jenis TNT seberat 1 kg meledak dan 
mengakibatkan sekita 202 orang tewas dan 209 orang luka-luka, 
kebanyakan dari korba tersebut adalah turis asing yag memang 
banyak ditemukan di Kota Bali. Peristiwa ini dianggap sebagai 
peristiwa terorisme terbesar di Indonesia. Puluhan daftar tersangka 
ditangkap dan salah satu yang paling terkenal adalah Abu Bakar 
Ba’asyir dan Umar Patek, tetapi Abu Bakar Ba’asyir sendiri yang 
dinggap oleh banyak orang terlibat dalam pengeboman ini malah 
dinyatakan tidak bersalah serta bebas dari tuntutan jaksa dan hanya 
divonis atas pelanggaran keimigrasian.22 
Konflik Sampit 
Pada tahun 2001 terjadi kerusuhan antar etnis di kota Sampit 
dan meluas sampai Palangkaraya. Konflik ini dikenal dengan nama 
Konflik Sampit, dimana konflik ini terjadi antara suku dayak asli 
dengan suku Madura setempat. Hal ini bermula ketika 2 orang 
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Madura diserang oleh sejumlah warga dayak, tetapi memang ada 
banyak versi mengenai latar belakang terjaadinya konflik ini. Meski 
begitu tetap saja selama konflik terjad setidaknya 500 kematian dan 
100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal dan ditemukan 
juga 100 warga Madura yang dipenggl kepalanya.23 
Dari beberapa contoh kasus di atas, negara sebagai salah satu 
subjek utama hukum internasional, karena negara merupakan 
intentitas utama yang bertanggung jawab, melindungi, menegakkan 
serta memajukan hak asasi manusia, mnimal bagi warga negarana 
sendiri. Oleh sebab itu negara wajib menyeleseikan dengan cara 
menuntaskan kasus dan melindungi korban pelanggaran hak asasi 
manusia. Dalam beberapa kasus di atas, memnag benar bahwa kasus-
kasus tersseut sudah terseleseikan tetapi perlindungan terhadap 
korban, baik secara moril maupun materil, sampai saat ini masih 
belum terlalu terlihat. 
Korban dari pelanggaran hak asasi manusia penting 
dilindungi karena mereka berhak untuk mendapat jaminan 
perlindungan dan perlakuan hukum yang adil. Dalam salah 1 pasal 
di DUHAM disebutkan bahawa adalah hak setiap orang untuk 
mendapatkan pemulihan yang efektif bagi segala tindakan yang 
melanggar hak fundamentalnya (pasal 8). Sedang di Indonesia 
sendiri dalam pasal 29 ayat (2) Undang Undang No 39 Tahun 1999 
menyatakan bahwa setiap orang berhak attas perlindungan diri 
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, maka 
sudah pasti betapa sangat pentingnya pelindungan kepada korban 
meski kasus yang terjadi sudah terseleseikan.   
Rumusan Masalah 
Bagaimana perlindungan terhadap korban pelanggaran Hak 
Asasi Manusia berdasarkan DUHAM? 
B. Pembahasan 
Terbentuknya Declaration Of Human Right (DUHAM) 
Dirumuskannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu 
tidak terlepas dari berbagai penjelasan di atas mengenai betapa 
mengerikannya akibat-akibat yang ditimbulkan ketika perang terjadi, 
baik dalam Perang Dunia I maupun dalam Perang dunia II yang 
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mana nbegitu banyak orang yang tewas, kehilangan tempat tinggal, 
tidak punya kehidupan yang layak, terpisah dari keluarga dan masih 
banyak lagi. Oleh karena itu Perserikatan Bangsa Bangsa membentuk 
suatu komisi yang bernama Dewan Ekonomi dan Sosisal yang 
tugasnya adalah membentuk Komisi Hak Asasi Manusia dan di 
bawah pimpinan Ny. Eleanor Rosevelt dan beberapa negara lain 
maka komisi tersebut memulai siding pada bulan Januari 1947. 
Dalam perumusannya ini DUHAM merujuk pada beberapa 
dokumen terdahulu seperti Magna Carta di Inggris dan Declaration of 
Right of Man and The Citizen di Perancis. Isi dari penyataan umum 
tentang Hak Asasi Manusia adalah:24 
• Hidup 
• Kemerdekaan dan Keamanan Badan 
• Diakui Kepribadiannya 
• Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut 
hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, 
seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali 
ada bukti yang sah 
• Masuk dan keluar wilayah suatu negara 
• Mendapatkan Aslum 
• Mendapatkan suatu kebangsaan 
• Mendapatkan hak milik atas suatu benda 
• Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan 
• Bebas memeluk agama 
• Bebas mengeluarkan pendapat 
• Berapat dan berkumpul 
• Mendapat jaminan sosial 
• Mendapat pekerjaan 
• Berdagang 
• Mendapat pendidikan 
• Turut serta dalam kebudayaan masyarakat 
• Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. 
Hingga pada tanggal 10 Desember 1948 di Istana Clliot Paris 
diadakanlah sidang umum dan terbentuknyalah suatu deklarasi 
tentang Universal Declaration Of Human Right atau Pernyataan 
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Sedunia Tentang Hak Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 30 pasal. 
Sekitar 58 negara hadir dalam siding tersebut, meski begitu, sekitar 
48 negara menyatakan setuju dan 8 negara abstain sedang 2 negara 
absen. Deklarasi ini ada dengan tujuan agar berbagai pelanggaran 
tentang Hak Asasi Manusia yang begitu mengerikan tidak terulang 
kembali di kemudian hari. Sejak saat itu setiap tanggal 10 Desember 
diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia. 
Di dalam Deklarasi DUHAM tersebut disebutkan dengan 
amat jelas bahwa setiap orang berhak atas semua hak serta kebebasan 
kebebasan yang tercantum pada isi DUHAM tanpa ada perkecualian 
apapun seperti ras, warna kulit, bahasa, agama, jenis kelamin, politik, 
perbedaan pendapat, kebangsaan yang dimiliki dan kedudukan lain 
yang dalam artian singkat adalah semua manusia mempunyai hak 
asasi yang yang harus dihormati oleh orang lain tanpa memandang 
perbedaan apapun. Banyak sekali negara yang mengadopsi isi dari 
DUHAM ke dalam hukum mereka sepeti Indonesia dalam UUD 
1945. PBB sendiri juga memang meajibkan semua anggotanya untuk 
mengikuti dan melaksanakan isi dari DUHAM tersebut. 
Para Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa yang mempunyai 
harapan besar dengan adanya DUHAM tersebut menginginkan agar 
perang besar seperti sebelumnya tidak terjadi, tetapi meski sudah ada 
DUHAM penjagaan perdamaian masih sangat sulit dicapai, hal 
tersbut dikarenakan adanya Perang Dingin sejak tahun 1947 sampai 
1991. Dunia terbagi menjadi kelompok-kelompok selam Perang 
Dingin tersebut. Ketika Perang Dingin berakhir dan ada berbagai 
upaya untuk mmenciptakan perdamaian di dunia, bersamaan itu 
pula ada konflik tentang militer di berbagai tempat dan pecahnya 
Uni Soviet hingga menyebabkan Amerika Serikat pada posisi yang 
dominan secara global dan tentu saja ini menjadi pemasalahan baru 
yang ada bagi Perserikatan Bangsa Bangsa apalagi dengan adanya 
serangan Amerika Serikat paa tahun 2003 ke Irak yang menimbulkan 
konflik dan berbagai perbedaan opini sampai saat ini di antara 
anggota Perserikatan Bangsa Bangsa yang lain. 
Padahal DUHAM sendiri adalah suatu dokumen yang 
menempatkan perllindungan nilai kemanusiaan terhadap komitmen 
universal pada seluruh umat manusia. Dengan adanya DUHAM 
manusia semakin sadar bahwa sesame manusia lainnya harus 
menghargai sesamanya. Dengan kata lain, sistem hak asasi manusia 
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internasional yang berdasarkan DUHAM merupakan fondasi 
sekaligus simbol agung yang memaknai Hak Asasi Manusia itu 
sendiri. Deklarasi Universal HAM adalah struktur institusional yang 
paling mendasar untuk memproteksi hak-hak asasi manusia.25 
Perlindungan Korban Sesuai Konvensi DUHAM 
Dibentuknya DUHAM pada tanggal 10 Desember 1948 di 
Perancis adalah salah satu reaksi dari masyarakat di seluruh dunia 
yang mana sadar bahwa setiap manusia dilahirkan dengan 
kebebasan dan memiliki kesamaan derajat dengan manusia lain, 
tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia sendiri sudah meratifikasi 
dan memasukan DUHAM dalam UUD 1945, bahkan sebelum adanya 
DUHAM para pahlawan perumus Udang Undang Dasar sendiri 
sudah megerti seberapa pentingnya Hak Asasai Manusia dan hal itu 
terbukti dengan adanya pasal 28 dalam UUD 1945. Meski tidak 
secara umum dicantumkan tetapi setelah reformasi pada tahun 1998, 
pasal 28 tersebut diamandemen beberapa kali hingga Hak Asasi 
Manusia pada UUD semakin mencerminkan isi dari DUHAM. Lebih 
jauh sendiri, PBB terus berusaha mengartikulasikan instrument 
instrument tambahan yang memuat hak hak untuk perempuan, hak 
hak untuk masyarakat adat, hak hak untuk anak dan hak hak yang 
lain. Dengan adanya hak hak tersebut aitu hak universal untuk 
meniadakan suatu rezim perlindungan minoritas, meski nyatanya 
memang sampai saat ini masih ada beberapa kasus yang mengatakan 
bahwa kaum minoritas masih saja dilanggar hak haknya. 
DUHAM sendiri adalah elemen pertama dari peraturan 
perundang-undangan dari hak asasi manusia internasional yaitu 
sebuah tabulasi dari suatu kebebasan hak dan fundamental. Kovenan 
kovenan internasional menetapkan tabulasi hak yang mengikat 
secara hukum dan protocol tambahan pada kovonen internasional 
tentang hak sipil dan hak politik dan kedua komite yang memantau 
penerapan dari setiap komponen menyediakan mekanisme bagi 
penegakan dari hak hak tersebut.  Meski sering terlupakan DUHAM 
sendiri hanya merupakan bagian pertama dari resolusi siding umum 
yang terkait dan ketka DUHAM diterima maka masyarakat 
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mnyerukan untuk menyebarkan isi dari deklarasi DUHAM tersebut. 
Meski begitu pengetahuan dan pemahaan global mengenai isi dari 
DUHAM memang belum sempurna dan belum tercapai sepenuhnya. 
Sampai disahkannya undang undang hak asasi manusia tahun 1998 
di Inggris yang kemudian berdampak pada ketentuan-ketentuan 
dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa dalam hukum domestik 
sebagai satu-satunya instrument hak asasi manusia internasional 
yang mendapatkan status seperti itu, banyak orang di negara 
tersebut, termasuk mereka yang berpendidikan tinggi, akan 
mengalami kesulitan bila diminta untuk menyebutkan hak-hak dasar 
mereka. 
Dalam pengertian hukum yang sempit, Deklarasi tersebut 
menerepakan tentang pendapat internasional, dengan kata lain 
bahwa memang ia tidak mengikat secara hukum tetapi pemahaman 
yang terkesan sempit tersebut tidak memberikan pemahaman yang 
sesungguhnya mengenai DUHAM. Pada akhirnya, semua negara 
menyetujui teks akhir dari DUHAM, dan setiap negara yang ingin 
bergabung dengan PBB juga harus menyepakati syarat syarat yang 
ada di dalamnya tersebut. Karena semua anggota PBB sepakat untuk 
menghormati semua hak hak asasi manusia ketika mereka sudah 
bergabung dengan organisasi ini dan negara negara yang 
mencalonkan diri untuk keanggotaan dewan hak asasi manusia yang 
baru juga harus menyatakan keterikatannya pada DUHAM. 
Menurut pakar HAM yang juga mantan Ketua Mahkamah 
Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dalam diskusi soal universalisme 
HAM di Pusat Kebudayaan AS medio April 2013 lalu, dibandingkan 
dengan sejumlah negara lainnya, amanat konstitusi kita terkait HAM, 
jauh lebih maju. Sejumlah kalangan lainnya menilai, masih 
gamangnya negara dalam menjalankan amanat UUD 1945 itu, 
sebagai hal yang wajar. Pasalnya, lahirnya HAM secara penuh dalam 
UUD kita baru dimulai dalam 15 tahun terakhir ini. Tepatnya, pada 
era reformasi 1998. Bandingkan dengan Amerika yang sudah berdiri 
lebih dari 200 tahun, tetapi pelaksanaan HAM di negara itu pun 
sampai kini tak sempurna.26 
                                                          
26 http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2013/04/27/232762/indonesi-
a-mengadopsi-duham-1948-ke-dalam-pasal-28-uud-1945 diakses pada 
tanggal 29 September 2018 pukul 21.01. 
88 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sendiri 
tetap dan selalu menjadi akar dari kebanyakan instrument hak asasi 
manusia internasional, Preambul dari hampir semua instrumen hak 
asasi manusia yang diterima PBB juga memberi penghormatan 
kepada DUHAM. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang 
dicerminkan dalam DUHAM tetap menjadi kriteria kunci diakuinya 
suatu negara atau rezim baru oleh negara lainnya. Di samping itu, 
penghormatan terhadap hak asasi manusia secara nyata adalah 
prasyarat dari keanggotaan organisasi baik internasional dan 
nasional. Tidak satu negara pun dapat menanggung kerugian yang 
dapat timbul dari pengabaian hak asasi manusia. Sebaliknya mereka 
harus memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan yang 
diartikulasikan dalam deklarasi sebagai suatu standar minimum. 
Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini memang begitu 
banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada, bahkan ketika 
DUHAM sudah ada dan dalam UUD 1945 sudah sangat jelas 
disebutkan, pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia 
masih saja ada. Biasanya yang cukup sering terjadi adalah 
dikarenakan konflik dan kerusuhan antar warga dan penduduk. 
Pelanggaran HAM sendiri adalah suatu tindakan yang mengambil 
atau oun merenggut hak-hak orang lain dengan cara paksa.Seperti 
yang dijelaskan sebelumnya di Indonesia sendiri dipicu oleh konflik 
antar ras, etnis bahkan agama tetapi ada juga konflik yang terjadi 
karena sengketa tanah antar warga adengan prusahaan. Selain itu 
kasus HAM di Indonesia bisa juga dikarenakan adanya suatu 
gerakan separatism terhadap militer negara. Sampai demonstrasi 
antar warga sipil dengan para aparat yang juga dapat berakibat 
bentrok dan kerusuhan. 
Sampai sejauh ini kita berbicara mengenai pelanggaran HAM 
dan memang pelanggaran HAM adalah salah satu ancaman terbesar 
dalam suatu stabilitas negara. tapi apa sebenarnya definisi dari 
pelanggaran itu sendiri hingga dengan adanya suatu kata pelang-
garan HAM maka antar individu ataupun kelompok rela unuk saling 
melukai. Sampai saat ini memang tidak ada definisi khusus 
mengenai pengertian dari pelanggaran itu sendiri tetapi terdapat 
suatu kesepakatan dari para ahli untuk mendefinisikan pelanggaran 
HAM sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang 
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lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia.27 
Dalam rumusan yang lain, pelanggaran hak asasi manusia adalah 
“tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum 
dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma 
hak asasi manusia yang diakui secara internasional”dan hal inilah 
yang membedakan pelanggaran hak asasi manusia dengan 
pelanggaran hukum biasa. 
Setelah kita membahas secara singkat mengenai apa itu 
pelanggaran, kita juga akan membahas mengenai korban, korban dai 
pelanggaran HAM. Dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2002, Korban adalah orang perorangan atau 
kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari pelang-
garan hak asasi manusia berat yang memerlukan perlindungan fisik 
dan mental dari ancaman, gangguan, teror serta kekerasanl dari 
pihak manapun. 
Perlindungan korban sendiri mempunyai ada 2 yaitu: 
a. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi 
korban.  
b. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan 
hukum atau santunan hukum atas orang yang telah menjadi 
korban. 
Perlindungan korban dan saksi menurut Pasal 34 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia adalah 
1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari 
ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun. 
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan 
secara cuma-cuma. 
3. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan 
saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Bentuk-bentuk perlindungan meliputi (Pasal 4 PP No. 2 
Tahun 2002): 
1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari 
ancaman fisik dan mental. 
                                                          
27 Materi Hukum Hak Asasi Manusia hal 69. 
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2. Perahasiaan identitas korban atau saksi. 
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang 
pengakuan tanpa bertatap muka dengan tersangka. 
Di dalam DUHAM seperti yang sudah di jelaskan di atas 
terdapat 30 pasal, tetapi terdapat 2 kategori pembagian yaitu Hak 
Sipil dan Politik (SIPOL) dan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya 
(EKOSOB). Di dalam Hak Sipol diatur mengenai hak hak yang 
fundamental seperti hak hidup sedang dalam Hak Ekosob lebih 
mengatur mengenai Hak atas Jaminan Sosial. Di dalam DUHAM 
sendiri menganut sebuah prnsip yaitu prinsip irasional. Manusia 
hidup dalam kekbasa dan kesetaraan. Yang mana kebebasan berarti 
setiap manusia bebas untuk menentukan ilihannya sendiri dan 
kesetaraan berangkat dari kebebasan yang mana bahwa setiap 
manusia itu berarti mempuyai derajat yang sama. Di Indonesia 
sendiri meski sudah menyebutkan mengenai HAM tapi tetap saja ada 
beberapa pelanggran HAM ynag terjadii dan bisa dikategorikan 
dalam pelaggaran HAM berat. 
Peran Negara Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM 
Dengan dicontohkannya beberapa kasus diatas, memberi tahu 
pada kita bahwa meski sudah ada deklarasi DUHAM, hal itu sama 
sekali tidak menjadi jaminan pada masyrakat di dunia untuk 
mendapatkan haknya secara baik dan benar. Pengaruh dari Ha asasi 
itu berjalan dengan sangat lambat dan perlahan, ia tidak dapat 
bergerak sendiri. Seperti yang saya contohkan dalam kasus kasus di 
atas, hal itu tidak seleei dengan sendirinya tapi perlu ada camur 
tangan dari ribuan orang bahkan jutaan orang di dunia dan bahkan 
lembaga dari pemerintah maupun non pemrntah dan negara iu 
sendiri. Memang kemajuannya tidak secara langsung bahkan kadang 
diselingi oleh kemunduran tapi hal itu yang harus membuat kita 
semua seharusnya saling bersatu dan mewujudkan berbagai 
perlindungan untuk para korban, sebagai sesam manusia sesama 
makhluk hidup kita harusnya saling menjaga dan saling menghor-
mati satu sama lain. 
Negara sebagai subjek utama hukum internasional dan 
dengan begitu ma sudah menjadi subjek hukum hak asasi manusia. 
Defnisi negara sendiri tidak pernah berubah dan selalu diidentifikasi 
sama dengan produk hukum internasional dan mempunyai 4 
karakterisktik yaitu populasi tetap, wilayah tetap, pemeritahan dan 
91 
kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Dalam 
konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama 
karena negar sendiri seharusnya melindungi, bertanggung jawab dan 
menegakkan serta memajukan hak asasi  manusia, setidaknya untuk 
warga negaranya masing masing. Tetapi seperti yang saya contohkan 
di atas, beberapa pelanggaran hak asasi manusia justru dilakukan 
oleh negara. 
Dalam hal ini negara juga bertanggung jawab untuk 
melaksanakan dan menghormati dan memiliki kewajiban untuk 
melindungi dan memajukan HAM secara keseluruhan sesuai yang 
ada pada DUHAM dan kewajiban ini juga dituangkan secara 
nasionnal pada Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945. Kewajiban tersebut 
dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah implementasi yang 
efektif dalam bidang hukum, politik, sosisal, budaya, pertahanan, 
keamanan, dan bidang yang lain sesuai deklarasi HAM yang 
mmenyatakan peran suatu negara. 
Sekali lagi saya tegaskan disini bahwa negara menjadi salah 
satu intisi yang bertnggung jawab terhadap terjadinya pelanggaran 
HAM, karena dalam DUHAM negara memikul tanggung jawab 
besar untuk memberi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan 
HAM. Dengan kata lain bahwa negara mempunyai peran agar setiap 
warga negaranya mengeri betul mengenai prinsip ini serta 
menghukum para pelanggar HAM. Apabila suatu negara 
membiarkan atau bahkan menjadi bagian dari terjadinya suatu 
pelanggaran HAM maka negara melakukan suatu tindakan yang 
dinamakan impuitas. Jika terjadi suatu pelanggran HAM misalnya 
pelanggaran hak hidup maka negara harus mampun untuk 
meghukum berdasarkan hukuman yang berlaku di negara tersebut 
dan peristiwa tersebut menjadi peristiwa tindak pidana, maka dari 
itu sudah menjadi tanggung jawab negara unuk menjamin bahwa di 
wilayahnya tidak ada pelanggaran HAM. Karena pada dasarnya 
tanggung jawab negara dalam HAM adalah untuk menghormati 
untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. 
Dalam penjelasan diatas memang sudah jelas bahwa yang 
bertanggung jawab adalah negara bukan individu ataupun badan 
hukum lain jadi yang menjadi titik poin disini adalah 
pertanggungjawaban negara. Dalam kasus pelanggaran HAM 
dibeberapa negara di dunia yang sedang terjadi konflik bersenjata 
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seperti Korea Utara tapi negara tersebut dengan sangat kuat 
menutupi adanya pelanggaran HAM tersebut. Inti singkatnya saja 
adalah negara yang seharusnya memberi perlindungan hukum pada 
korban pelanggaran HAM justru tidak dapat melakukan apa-apa dan 
inilah sebernarnya paradok hukum hak asasi internasional. 
Seharusnya, PBB melalui salah satu anggota komisinya 
melakukan pemantauan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran 
HAM yang terjadi missal seperti memantau apakah kewajiban-
kewajiban tersebut sudah dilakukan atau belum dan hasil dari 
pemantauan tersebut dapat disertai bukti yang dikemudian hari 
dapat digunakan untuk memberikan sanksi saat terjadi penuntutan. 
Memang benar bahwa negara atau pemerintah bertugas 
dalam melindungi hak suatu warga atau masyarakatnya tetapi sekali 
lagi, sebagai sesame manusia alangkah ebih baiknya jika kita saling 
mengerti batasan dalam menjaga hak kita dan menghargai suatu 
perbedaan. Dengan begitu hak kita sebagai manusia tidak akan 
saling bertentangan dengan manusia lain hana karena kita saling 
berbeda pendapat, warna kulit dan ras. 
Setiap pelanggaran hak asasi manusia baik itu pelanggaran 
berat atau bukan, negara hendaknya menyeleseikan kasus tersebut 
dengan baik dan benar. Kewajiban negara untuk mengupayakan 
penyeleseiannya bukn hanya untuk memulihkan kondisi para korban 
saja baik secara jasmani maupun rohani sert pemulihannya hak hak 
para korban tetapi juga mengupayakan agar suatu pelanggaran yang 
telah terjadi tersebut tidak terulang kembali di masa depan. Baik 
sekecil apapun langkah yang sudah dilakukan, hal tersebut harus 
tetap kita lihat sebagai salah satu langkah konkrit melawan 
impunitas. Karena itulah sebenarnya sasaran dari penyeleseian 
pelanggaran hak asasi manusia karena tidak ada hak asasi manusia 
tanpa adanya pemulihan dari pelanggaran. Hal itu sama saja dengan 
mengatakan jika impunitas akan berulang secara terus menerus 
apabila tidak adanya langkah konkrit untuk memenuhi hak hak 
korban pelanggaran hak asasi manusia dan memulihkan tatanan 
secara keseluruhan. 
C. Kesimpulan 
DUHAM terbentuk karena adanya kekejian akibat perang 
yang terjadi di dunia, baik Perang Dunia I ataupun perang Dunia II. 
Akibat-akibat yang ditimbulkan mulai dari hilangnya jutaan nyawa 
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manusia dan disiksanya serta tidak adanya suatu jaminan hak yang 
seharusnya memang didapat seorang manusia dari Tuhan semenjak 
dia dilahirkan. Atas dasar hal tersebut maka akhirnya PBB selaku 
organisasi dunia bersama para anggota mendeklarasikan suatu 
pernyataan tentang hak asasi manusia dunia yang bertujuan 
membuat dunia terbebas dari perang dan menjamin seluruh umat 
manusia mendapatkan haknya sebagai seorang manusia. 
Tetapi meski sudah adanya DUHAM hal tersebu tidak 
menjamin damainya dan terjaminnya HAM, masih begitu banyak 
kasus pelanggaran HAM yang terjadi bahkan sampai saat ini 
diseluruh dunia. Oleh karena itu meski anggota PBB bersama komisi 
HAM yang tersear di seuruh dunia sudah berupaya penuh untuk 
menegakkan tapi jika kita sebagai asyarakat tidak ikut andil dan 
berperan angsung hal tersebut tidak akan berguna. Oleh sebab itu, 
kita seharusnya lebih peka terhadap sesuatu terhadap hak yang 
sehausnya diapatkan oleh setiap orang dan diri kita. Saling 
menghormati dan menghargai merupakan salah satu kunci utama 
dalam mewujudkan itu, bantuan kepada para korban yang haknya 
dilanggar, baik secara materil dan moril tidak hanya menjadi 
tanggung jawab pemerintah atau komisi terkait tapi kita juga, sebagai 
sesame manusia.Tidakkah indah apabila kita saling menghargai dan 
menghormati hinga pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu yang 
dinamakan Hak Asasi Manusia hilang dari bumi dan bumi menjadi 
tempat yang lebih baik. 
PBB melalui anggota komisinya seharusnya dapat membeikan 
hukuman pada negara yang masih saja terjadi pelanggaran-
pelanggaran HAM. Dalam hal ini pengumpulan bukti-bukti 
diperlukan untuk proses penuntutan serta penyelesaian dan 
pertanggungjawaban oleh oknum-oknum yang bersangkutan.Tidak 
peduli pelanggaran HAM berat atau ringan, penyeleseian dan 
perlindungan yang akan diberikan pada korban itu enting untuk 
dilakukan. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi 
pemulihan hak-hak korban, tetapi juga bagi tidak terulangnya 
pelanggaran serupa di masa depan. Jadi usaha penyelesaian 
pelanggaran hak asasi manusia harus dilihat sebagai bagian dari 
langkah memajukan dan melindungi hak asasi manusia secara 
keseluruhan. Sekecil apapun langkah penyelesaian yang dilakukan, 
ia tetap harus dilihat sebagai langkah konkret melawan impunitas. 
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Itulah sasaran penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, sebab 
tidak ada hak asasi manusia tanpa pemulihan atas pelanggarannya. 
Itu sama artinya dengan mengatakan bahwa impunitas akan terus 
berlangsung apabila tidak ada langkah kongkrit untuk memenuhi 
hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia dan memulihkan 
tatanan secara keseluruhan. 
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EKSISTENSI KELEMBAGAAN HAM DI INDONESIA 
Eka Elfa Putri28 
 
Abstrak  
Terjadi instrumentasi hukum HAM yang sangat progresif pasca reformasi. 
Pencabutan, pengkajian, pembuatan hukum.baru yang.berdimensi HAM 
berlangsung begitu cepat. Banyak konvensi. internasional yang. telah 
diratifkasi. Di saat. bersamaan, lembaga. perlindungan HAM baik nasional 
ataupun internasional bermunculan di saat bersamaan. Menurut beberapa 
intelektual jatuhnya rezim orde baru mengatakan sebagai tanda dari telah 
diterimanya universalisme HAM di Indonesia. Namun demikian, substansi. 
hukum HAM. yang terproduksi secara progresif. masih menyimpan banyak 
persoalan. Hal yang sama juga terjadi. pada. lembaga-lembaga perlindu-
ngan HAM yang memiliki kelemahan, dan cenderung. dilemahkan. Banyak 
yang tumpang tindih Di antara lembaga-lembaga HAM banyak dan tidak 
berjalan sinergis bagi pemajuan HAM di Indonesia. Dalam rangka 
penegakan dan perlindungan HAM oleh lembaga-lembaga Negara di antara 
dilaksanakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), namun. dalam perkembangannya 
Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) justru dibubarkan atau diakhiri 
karena tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang. sesungguhnya 
sehinggatidak memberikan keadilan pada masyarakat. Khususnya pasca 
reformasi selain dilakukan oleh Komisi yang dibentuk oleh Negara, 
perlindungan dan penegakan HAM saat ini lebih banyak dilakukan oleh 
lembaga persdilan. Diantaranya yaitu Pengadilan HAM khusus peradilan 
HAM berat dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan 
menguji UU atas UUD 1945. Dasar/hakikat. perlindungan dan penegakan 
HAM tersebut sangat dipengaruhi. kedudukan hakim dalam  memutus 
perkara, sehingga, hakim memiliki. peran dalam. menegakkan independensi 
baik sebagai institusi maupun sebagai individu. Selain itu faktor lainnya 
adalah adanya hak mendapat bantuan hukum, pola penegakan keadilan 
telah menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan. bantuan hukum. 
adalah adanya upaya. persamaan. dalam hukum sebagai bagian dari. 
pemenuhan akan hak asasi. manusia. 
Kata kunci: lembaga negara, hak asasi manusia 
A.  Pendahuluan  
Untuk menegaskan perlindungan dan penegakan hak asasi 
manusia sejarah ketatanegaraan Indonesia telah memberikan mandat 
pada lembaga-lembaga negara. Dalam rentang waktu sebelum 
dilakukan perubahan UUD 1945, perlindungan HAM belum menjadi 
isu dan pemahaman umum. Hal ini tidak terlepas dari suasana 
politik dan kehidupan bernegara yang bernuansa represif atau 
menekan. Semakin besarnya perhatian masyarkat dan pemegang 
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kekuasaan untuk menegaskan dan menegakkan HAM di Indonesia 
adalah salah satu perubahan yang dilakukan pasca amandemen 
Undang-Undang Dasar. Dengan diatur secara komprehensif yaitu 
mampu menangkap atau menerima dengan baik dalam UUD 1945 
mengenai HAM dalam Pasal 28, dan 28A-28J serta disahkannya UU 
Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahkan mengenai informasi 
publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, telah menjadi landasan agar perlindungan HAM 
harus ditegakkan olehsemua warga negara. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa perkembangan lembaga negara Indonesia memberikan nilai 
positif dalam penegakan HAM yatu salah satunya oleh lembaga-
lembaga negara.. Perlindungan HAM tidak menjadi jaminan hak 
asasi akan langsung terlindungi dan ditegakkan dengan amanat 
UUD 1945, namun diperlukannya peran serta dan ikut campur 
tangan negara khususnya pemerintah. Sebagaimana amanat Pasal 28I 
ayat (4) selaku pelaksana penyelengaraan negara paling depan 
penegakan HAM pada dasarnya tidak hanya menjadi kewajiban 
lembaga-lembaga eksekutif atau pemerintah. Namun, keterkaitan 
atas perubahan UUD 1945 telah melahirkan lembaga-lembaga yang 
bersifat Ad Hoc yang dibentuk dengan undang-undang. dan 
lembaga-lembaga peradilan yang berperan relavan dalam. 
penegakan HAM di Indonesia. Disamping itu lembaga peradilan 
dalam. praktik sering melakukan penegakan HAM dalam 
perkembangan saat ini.  
B. Pembahasan 
Penyelesaian Hak Asasi Manusia Di Indonesia 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 6 
Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu setiap 
perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk.aparat Negara 
baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara 
melawan. hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan 
atau mencabut hak asasi manusia. seseorang atau kelompok orang 
yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapat. atau 
dikhawatirkan tidak akan dapat/memperoleh penyelesaian hukum 
yang adil dan benar, berdasarkan tatanan atau mekanisme. hukum 
yang berlaku.  
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Menurut UU No 26 Tahun 2000. tentang Pengadilan HAM, 
Pelanggaran HAM adalah. setiap perbuatan atau tindakan seseorang 
atau kelompok orang termasuk aparat negara baik itu disengaja atau 
kelalaian  yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, 
dan atau mencabut Hak Asasi Manusia. seseorang atau kelompok 
orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, 
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum. 
yang adil dan benar, berdasarkan tatanan atau mekanisme. hukum 
yang berlaku. 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia terbagi menjadi dua. yaitu 
pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran 
HAM berat. yaitu pelanggaran yang mengancam jiwa manusia, 
sedangkan pelanggaran HAM ringan. yaitu pelanggaran yang tidak 
mengancam jiwa manusia. 
Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara atau aparat 
negara, baik yang bersifat acts of commission maupun acts of ommission, 
dapat dilihat melalui ketidak berhasilan negara memenuhi tiga. 
kewajiban yang. berbeda yaitu. sebagai berikut: 
1. Kewajiban untuk. menghormati: kewajiban ini menuntut negara, 
organ, dan aparat negara untuk tidak bertindak apa pun yang. 
melanggar integritas individu atau. kelompok atau pelanggaran. 
pada kebebasan. mereka, seperti:  
(a) penahanan serampangan 
(b) pembatasan terhadap praktek agama tertentu 
(c) pembunuhan yang berada di luar hukum 
(d) pelarangan serikat buruh 
2. Kewajiban untuk melindungi: kewajiban negara dan aparatnya 
untuk melakukan tindakan yang sesuai untuk melindungi 
pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk 
pencegahan atau pelanggaran atau pemakai kebebasan mereka, 
contoh jenis pelanggaran seperti ini adalah acts of ommission yaitu 
dalam bentuk:  
(a) kegagalan untuk memaksa membayar upah yang tepat pada 
perusahaan 
(b) kegagalan untuk bertindak apabila suatu kelompok atau etnis 
tertentu menyerang etnis tertentu lainnya 
3. Kewajiban untuk memenuhi: kewajiban negara untuk melakukan 
tindakan yang memadai, untuk menjamin setiap orang di dalam 
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peluang kekuasannya untuk memberikan kepuasan kepada 
mereka yang memerlukan, yang telah dikenal di dalam instrumen 
hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi. 
Berdasarkan tiga hal yang bersifat kumulatif pelanggaran 
berat HAM dapat dibedakan dengan pelanggaran HAM, yaitu (a) 
mengarah pada seriusnya perbuatan atau tindakan, baik dalam arti 
jenis perbuatan, cara maupun metode tindakan; (b) akibat yang 
ditimbulkan; dan (c) pada jumlah korban. Kualifikasi lain adalah 
pada sifat kejahatan, yaitu sistematis dan meluas. Sistematis 
dikonstruksikan sebagai suatu kebijakan atau rangkaian tindakan 
yang telah direncanakan. Sementara itu, meluas menunjuk pada 
akibat tindakan yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan 
yang parah secara luas.29 
Adapun sifat-sifat dari pelanggaran berat HAM dibandingkan 
dengan kejahatan biaasa adalah: 
 Dalam kejahatan biasa lebih dominan “local content”, sedangkan 
pelanggaran HAM berat bersifat universal. 
 Pelanggaran HAM berat memiliki sifat teratur menurut sistem, 
meluas dan kolrktif dengan korban yang bersifat kolektif, 
sedangkan kejahatan biasa bersifat spontanitas, berencana dan 
kasuistik dengan korban pada umumnya bersifat individual. 
 Terhadap pelanggaran HAM berat dapat dituntut dan diadili di 
negara manapun, sedangkan kejahatan biasa dapat dituntut dan 
dipidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. 
 Terhadap pelanggaran HAM berat, prinsip nebis in idem dapat 
disimpangi sedangkan terhadap kejahatan biasa, prinsip tersebut 
berlaku mutlak. 
 Pelanggaran HAM berat meripakan kejahatan internasional 
sedangkan kejahatan biasa merupakan kejahatan lokal dan tidak 
diakui secara universal. 
 Terhadap pelanggaran HAM berat berlaku selain standar-standar 
hukum nasional juga standar-standar internasional, sedangkan 
terhadap kejahatan biasa hanya berlaku standar-standar hukum 
nasional. 
Dalam undang-undang yang sama, pada Penjelasan Pasal 104, 
kejahatan yang tergolong hak asasi manusia yang berat adalah: 
                                                          
29Ibid, hlm. 41-42 
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1. Penyiksaan 
2. Pembudakan 
3. Pembunuhan massal  
4. Penghilangan orang secara paksa 
5. Pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan  
6. Diskriminasi yang dilakukan secara sistematis 
Pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pada 
Pasal 7  pelanggaran berat HAM adalah: 
1. Kejahatan terhadap kemanusiaan 
2. kejahatan genosida 
Sesuai dengan Undang Undang ini diatur dalam Pasal 8 yang 
tergolong dalam kejahatan genosida yaitu: 
a) membunuh anggota kelompok; 
b) menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap 
anggota-anggo takelompok; 
c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan 
menyebabkan kehancuran secara fisik baik seluruh atau 
sebagiannya; 
d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah 
kemunculan di dalam kelompok; 
e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke 
kelompok lain. 
Kejahatan apa saja yang tergolong dalam kejahatan terhadap 
kemanusiaan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang ini. Kejahatan-
kejahatan itu antara lain: 
1. pemusnahan 
2. perbudakan 
3. pembunuhan 
4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa 
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain 
secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan 
pokok hukuminternasional 
6. penyiksaan 
7. perbudakan seksual secara paksa, pemerkosaan, pelacuran secara 
paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara 
paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara 
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau 
perkumpulan yang didasari atas persamaan paham politik, ras, 
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kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain 
yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang 
menurut hukum Internasional 
9. penghilangan orang secara paksa atau 
10. kejahatan apartheid. 
Pelanggaran terhadap berbagai instrument nasional seperti 
Konversi Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti 
penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak 
manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan deklarasi 
mengenai perlindungan kepada semua orang terhadap penghilangan 
paksa pada dasarnya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.30 
Penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia 
merupakan wujud berkembangnya perlindungan dan penegakan hak 
asasi manusia sebagaimana telah disepakati oleh negara-negara 
dalam perjanjian perjanjian Internasional. Negara berkewajiban 
untuk mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan Nasional yang berlaku. 
Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyebut bahwa 
perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah 
tanggung jawab negara, utamanya pemerintah (Pasal 28I ayat 4) 
dalam hukum Nasional. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 juga 
menyebut hal yang sama yakni Pemerintah mempunyai kewajiban 
dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegak-
kan dan memajukan HAM yang diatur dalam berbagai UU dan 
hukum Internasional tentang HAM yang diterima oleh negara 
Republik Indonesia (Pasal 71 ayat 1). UU No. 39 tahun 1999 
memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk menggu-
nakan semua upaya hukum nasional dan forum Internasional atas 
semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum 
Indonesia dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia 
yang telah diterima negara Republik Indonesia di dalam Pasal 7 ayat 
(1). 
Dengan kewajiban yang demikian, Negara, yang utama 
Pemerintah, bertanggungjawab dan memastikan adanya perlindu-
ngan, perkembangan, penegakan dan pemenuhan HAM. Upaya 
                                                          
30 Fatwa.M.A, Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Tanjung Priok, 
Dharmapena, Jakarta, 2005, hlm. 274. 
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tersebut misalnya memastikan bahwa lembaga-lembaga negara 
dalam melaksanakan kewajibannya mengambil atau membuat 
kebijakan harus berdasarkan nilai-nilai HAM yang ada, melakukan 
tindakan-tindakan untuk pemenuhan HAM, dan juga membentuk 
lembaga-lembaga khusus untuk memastikan penegakan HAM, 
misalnya Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan 
Anak Indonesia. Pemerintah daerah juga mempunyai fungsi yaitu 
dengan kewenangan yang berbeda atau yang sama dengan peme-
rintah pusat untuk melakukan perlindungan, penghormatan, peme-
nuhan dan penegakan HAM. 
Sebaiknya dapat dicontoh apa yang telah dilakukan oleh 
afrika selatan dalam melaksanakan program rekonsiliasinya dalam 
upaya menutup masa lalu dan merasakan masa depan yang lebih 
baik dan beradab, tentram, adil dan damai. Suatu Negara yang 
pernah dianiaya oleh bangsa kulit putih melalui sistem Aparthheid, 
yang kini dapat hidup berdampingan dengan mengubur 
permasalahan masa lalu sedalam-dalamnya untuk menuju menjadi 
bangsa yang besar dan hebat. 
Alternatif proses dalam penyelesaian permasalahan pelang-
garan hak asasi manusia melalui memberikan pengampunan meru-
pakan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran Rekonsiliasi di Afrika Selatan 
melakukan proses suatu komisi. Selain itu Komisi Kebenaran 
Rekonsiliasi juga mempunyai tugas dan kewenangan antara lain 
yaitu memberikan pengampunan bagi tindakan politik yang 
dilakukan oleh anggota dinas keamanan atau organisasi politik 
dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Komisi ini 
berwenang untuk memanggil orang dan memeriksa dokumen dan 
artikel guna sebagai usaha mendapatkan kebenaran. Selain itu juga 
menyusun identitas para korban dan membuat proposal pemuli-
hannya, serta memberikan amnesti, ganti rugi, kompensasi dengan 
bantuan dana dari pemerintah.  
Pengaturan Keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 
Komnas HAM merupakan badan atau lembaga yang ditugaskan 
untuk melindungi dan memajukan adanya HAM. Di level 
Internasional badan atau lembaga ini menjadi rekan kerja Komisi 
HAM PBB yang berada di tingkat Nasional. Awalnya Komnas HAM 
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993. 
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Komnas HAM dibentuk berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang 
Hak Asasi Mansia dan tidak diatur berdasarkan UU khusus 
melainkan hanya diatur menjadi bagian pengaturan dari UU yang 
lain. Padahal di beberapa negara lain khususnya di wilayah Asia 
Pasifik, keberadaan institusi HAM-nya diatur dengan UU khusus, 
malah di Thailand dan Afrika Selatan diatur langsung dengan 
konstitusi. Keberadaan Komnas HAM selain tidak diatur dengan UU 
khusus, juga tidak diatur oleh UUD 1945 secara langsung meskipun 
didalamnya terdapat pengaturan terhadap norma-norma HAM. 
Keterlibatannya, Komnas HAM tidak mempunyai legal 
standing untuk dapat menjadi pihak baik pemohon maupun 
termohon dalam sengketa kewenangan kontitusional di Mahkamah 
Konstitusi padahal didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-
hari terutama dalam konteks hubungan kelembagaan dengan 
lembaga-lembaga negara lain. Persoalan untuk terjadinya konfrontasi 
kewenangan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh 
Komnas HAM. 
Komnas HAM seperti yang disebutkan di dalam pasal 1 
angka 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah lembaga 
mandiri, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara 
lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyu-
luhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. 
Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik 
Indonesia dan dapat mendirikan Perwakilan Komnas HAM di 
daerah. Sampai dengan saat ini, Komnas HAM memiliki sebanyak 3 
(tiga) Perwakilan Komnas HAM yaitu di Kalimantan Barat, Sumatera 
Barat, Papua dan 3 (tiga) Kantor Perwakilan Komnas HAM di Aceh, 
Ambon, dan Palu. 
Akan halnya yang menjadi tujuan dibentuknya Komnas HAM 
berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu: 
1. memajukan kondisi yang mendukung bagi pelaksanaan hak asasi 
manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, 
dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia. 
2. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia 
untuk meningkatkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan 
kemampuannya ikut serta dalam berbagai bidang kehidupan. 
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Sejak itu pelaksanaan empat. fungsi tersebut dibagi dalam 4 
sub komisi yaitu Sub Komisi Pemantauan, Sub Komisi Penyuluhan, 
Sub Komisi Pengkajian/Penelitian dan Sub Komisi Mediasi. Dalam 
hubungan. keluar Komnas HAM bertindak .sebagai satu kesatuan 
dan anggota sub komisi dapat bertugas di sub komisi yang lain. 
Struktur organisasi Komnas HAM, sebagaimana diatur dalam pasal 
78 – 82 ditunjukan kelengkapan organisasi yang terdiri atas:  
(i) Sidang Paripurna Sidang paripurna merupakan pemegang 
kekuasaan tertinggi, yang terdiri dari selurug anggota Komnas 
HAM. Sidang dapat menetapkan peraturan tata tertib, program 
kerja, mekanisme kerja, mengusulkan sidang paripurna kepada 
Presiden, memberhentikan .anggota Komnas HAM, memilih 
Sekretaris. Jenderal, memilih serta menentukan Ketua dan Wakil 
Ketua. Komnas HAM dan mengajukan kandidat calon Anggota 
Komnas HAM. 
(ii) Sub Komisi. Sedangkan Sub Komisi yang terdiri atas empat 
bidang merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi .yang ada, yang 
tugasnya. sebagai berikut:  
(a) Sub Komisi peninjauan .dan penelitian. Tugas pokok sub 
komisi ini adalah meninjau berbagai instrumen Internasional 
hak asasi manusia dan berbagai peraturan perundang-
undangan disamping .membahas berbagai sengketa yang 
berkaitan dengan perlindungan dan pemajuan hak asasi. 
Untuk melengkapi tugas ini sub komisi berwenang 
melakukan studi kepustakaan, lapangan maupun studi 
banding, penerbitan serta kerjasama dengan pihak/organi-
sasi lain.  
(b) Sub Komisi Penyuluhan. Sub komisi ini pada hakikatnya 
bertugas melakukan disrminasi gagasan hak asasi manusia 
dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi 
manusia. Sub komisi juga. dapat melakukan .kerjasama 
dengan pihak/lembaga lain.  
(c) Sub Komisi Pemantauan. Tugas sub komisi ini adalah mela-
kukan pengamatan atas pelaksanaan hak asasi manusia dan 
penyelidikan dan pemeriksaan atas. peristiwa yang dapat 
diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Untuk me-
laksanakan tugas itu, berbeda dengan Keputusan Presiden 
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yang lalu undang-undang memberi wewenang sub poena 
(memanggil secara paksa) kepada Komnas HAM dan mela-
kukan langkah amicus curaei dalam pengadilan yang me-
ngandung aspek pelanggaran hak asasi manusia.  
(d) Sub Komisi Mediasi. Sebelumnya Sub Komisi ini tidak ada 
dan memunculkan perdebatan. Tugas pokok sub komisi 
adalah melakukan perdamaian dan penyelesaian sengketa 
melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Di 
luar keempat fungsi ini Komnas HAM berdasarkan Undang-
Undang Pengadilan HAM memiliki wewenang untuk 
melakukan penyidikan. pelanggaran hak asasi manusia yang 
dikategorikan pelanggaran berat. Sebuah fungsi yang 
berhubungan dengan proses pemidanaan pelanggaran hak 
asasi manusia. 
(iii) Sekertariat Jendral Sebagai Unsur Pelayanan. Sebagai unsur 
pelayanan, Sekretariat Jendral yang .dipimpin oleh Sekretaris 
Jenderal yang diberi tugas memberi pelayanan .administrasi bagi 
pelaksanaan kegiatan Komnas HAM. Pelaksanaan kegiatan 
sehari-hari termasuk memberikan dukungan administrasi yang 
berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal. Undang-undang 
menetapkan jumlah anggota Komnas HAM lebih besar dari 
Kepuusan Presiden, yaitu 35 anggota dari sebelumnya 25 orang. 
Pada tahun 1993-1997 konkritnya berjumlah 23 orang (komi-
sioner), tahun 1997-2002 sebanyak 25 orang, tahun 2002-2007 
sebanyak 23 orang dan tahun 2007-2012 sebanyak 11 orang. 
Didalam praktek. jumlah yang ditetapkan oleh peraturan yang. 
berlaku tidak pernah tercapai. Bahkan jumlah besar yang 
dimaksudkan untuk menjamin perwakilan justru banyak 
dirasakan terlalu besar dan mwnjadi penghambat kinerja 
Komnas HAM. 
Kewenangan Komnas HAM bertambah dengan dikeluar-
kannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia. Melalui UU tersebut Komnas HAM memperoleh 
amanat sebagai satu-satunya institutsi yang memiliki wewenangan 
untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat. 
Menurut UU No. 26 Tahun 2000 pelanggaran HAM yang berat 
merupakan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanu-
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siaan. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat 
membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia 
dan unsur masyarakat.  
Kewenangan Komnas HAM ditambah dengan pengawasan 
terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan 
etnis pada tahun 2008. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Pasal 
8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 
Diskriminasi Ras dan Etnis. Berdasarkan ketentuan tersebut fungsi 
pengawasan memiliki arti sebagai serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Komnas HAM dimaksudkan untuk mengrvaluasi 
kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan 
.secara periodik .atau insudentil dengan cara memantau, mencari 
fakta, menilai unruk mencari dan menemukan ada tidaknya. 
diskriminasi ras dan etnis yang ditindak lanjuti dengan rekomendasi. 
Berkaitan dengan. keanggotaannya, Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 Pasal 84 menyebutkan bahwa Keanggotaan .Komnas 
HAM terdiri dari. tokoh-tokoh masyarakat yang profesional, 
berkontribusi dan berintregritas tinggi, menghormati cita-cita negara 
hukum dan negara kesejahteraan yang mengutamakan keadilan, 
menghormati HAM dan kewajiban dasar manusia. Dinyatakan .pula 
bahwa Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh 
DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diangkat oleh Presiden 
selaku Kepala Negara. Masa jabatan anggota Komnas HAM adalah 5 
(lima) tahun dengan. pengangkatan kembali hanya satu kali masa 
jabatan. 
Pada tahun 2015, Sidang Paripurna memutuskan 7 (tujuh) 
prioritas kerja Komnas HAM yaitu: 
1. Penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu;  
2. Pemajuan dan perlindungan hak kelompok minoritas, kaum 
marjinal dan kelompok rentan;  
3. Penyelesaian secara komprehensif konflik-konflik agraria, terma-
suk hak masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan Reformasi 
internal Kepolisian, kinerja Koorporasi dan kebijakan-kebijakan 
yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang 
paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM; 
4. Menyelesaikan secara komprehensif kasus-kasus HAM Papua, 
Aceh dan Palu;  
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5. Pembenahan persoalan Buruh Migran Indonesia yang tersangkut 
dengan persoalan hukum di sejumlah negara dan mendorong 
pemenuhan hak atas pendidikan buruh migran Indonesia dan 
keluarganya;  
6. Pemajuan hak ekonomi, sosial budaya, terutama hak atas 
pendidikan yang berkualitas yang saat ini kualitasnya dinilai di 
kelompok terendah di dunia, meski anggarannya sudah mencapai 
20 persen APBN dan APBD. 
Untuk menindaklanjuti prioritas kerja tersebut Komnas HAM 
membentuk fungsi Pelapor Khusus dan penanganan kasus dengan 
menggunakan pendekatan kewilayahan. Pelapor Khusus adalah para 
Anggota Komnas HAM yang mempunyai keahlian dan minat di 
bidang tema tertentu dan oleh karena itu mereka mempunyai 
kewenangan melakukan pendalaman dan pengamatan terhadap 
tema tersebut. Penanganan kasus dengan menggunakan pendekatan 
kewilayahan adalah upaya yang dilakukan Komnas HAM untuk 
mengoptimalkan keberadaan 6 (enam) Kantor Perwakilan Komnas 
HAM di daerah. Hal ini diharapkan akan berimplikasi pada pena-
nganan kasus yang lebih mendalam, cepat dan efektif. Namun 
demikian, kewenangan tersebut tentu saja tetap disupervisi Anggota 
Komnas HAM di Jakarta. 
Saat ini Komnas HAM memiliki keberadaan yang signifikan 
dalam memberikan pendidikan dan pemahaman HAM terhadap 
masyarakat. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Komnas 
HAM pada bulan Februari tahun 2013 menunjukkan bahwa 
keberadaannya semakin dibutuhkan oleh warga Negara, dianta-
ranya Distribusi Berkas Pengaduan No Sub komisi Jumlah 1 Sub 
komisi Pemantauan dan Penyelidikan 383 2 Subkomisi Mediasi 10 
Jumlah 393 Dengan banyaknya aduan yang diajukan masyarakat 
maka, keberadaan Komnas HAM cukup memberikan kesadaran serta 
munculnya kenyamanan pada masyarakat serta terlaksananya HAM 
yang merupakan salah satu tujuan Komnas HAM18. Khususnya 
pada lapisan masyarakat yang rentan atau peka terhadap 
pelanggaran HAM. 
Secara tegas Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia diatur bahwa anggaran.Komnas HAM 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan  Belanja Negara (APBN). 
Hal ini berbeda dengan pengaturan anggaran Komnas HAM 
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sebelumnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 
yaitu anggaran Komnas HAM diberikan dalam bentuk.sibsidi 
disalurkan melalui Sekretariat Negara. Selain mendapatkan anggaran 
secara langsung melalui APBN, dalam rangka untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM, Komnas 
HAM juga mendapatkan bantuan dana yang sifatnya tidak mengikat 
dari lembaga donor. Kebijakan penggunanan dana lembaga donor ini 
dilakukan oleh Komnas HAM yaitu dana tersebut.tidak dapat 
digunakan untuk biaya invrstigasi maupun mediasi dan honorarium, 
akan tetapi dana tersebut digunakan untuk capacity building seperti 
pembelian perlengkapan kantor, penerbitan dan lain sebagainya.  
Bab VIII Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan 
tentang.ke ikut sertaan masyarakat dalam perlindungan, penegakan, 
dan pemajuan hak asasi manusia. Komnas HAM hanya sebagai salah 
satu dari sekian banyak lembaga yang ada di Indonesia. Untuk itu, 
dalam menjalankan fungsinya, Komnas HAM tidak.mungkin dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik tanpa.adanya dukungan dan 
kerjasama dengan berbagai pihak baik itu masyarakat, organisasi 
non.pemerintah, organisasi pemerintah, media dan lembaga lainnya 
baik di tingkat nasional, regional maupun Internasional.  
Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.yang didasarkan 
UU No. 39 Tahun 1999 ditangani oleh.subkomisi pemantauan. Kasus-
kasus pelanggaran HAM yang.selama ini terjadi hampir di seluruh 
daerah meliputi pelanggaran hak sipil dan politik maupun pelang-
garan.hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pengaduan terhadap 
pelanggaran ini hanya dapat dilakukan baik secara langsung dengan 
Komnas HAM maupun secara tidak langsung melalui surat dengan 
Komnas HAM. Dalam 2002 telah diterima.sebanyak 1.577 penga-
duan, atau rata-rata 132 pengaduan setiap bulannya. Sebagian.kecil 
pengaduan tersebut berwujud pengaduan langsung.secara tatap 
muka (198 kasus atau 12.5%) dan sebagian besar berwujud 
pengaduan melaui surat (1.379 surat atau 87. 44%). Selu-
ruh.pengaduan yang diterima dianalisis secara intensif sesuai 
dengan.ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Berdasar analisis tersebut diambil tindak lanjut yang diperlukan, 
baik.dengan meneruskan pengaduan tersebut kepada instsnsi 
pemerintah yang bersangkutan mengadakan peninjauan lapangan 
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untuk memperoleh fakta lanjutan menyarankan mediasi, atau 
mengusulkan pembentukan pencari fakta atau komisi penyelidikan 
pelanggaran (KPP).berdasar Undang-undang No 26 Tahun 2000 
tentang.Pengadilan Hak Asasi Manusia.  
Contoh kasus yang ditangani Komnas HAM yaitu kasus 
Timor-Timur 1999. Setelah Pemerintah RI mengeluarkan dua opsi 
pada tanggal 27 Januari 1999 menyangkut.masa depan Timor Timur 
yaitu menerima.atau menolak otonomi.khusus, maka pada tanggal 5 
Mei 1999 di New York ditandatangani perjanjian antara pemerintah 
Indonesia dan pemerintah Portugal di bawah payung PBB, tentang 
penyelenggaraan jajak pendapat di Timor Timur termasuk 
pengaturan tentang pemeliharaan.perdamaian dan.keamanan di 
Timor Timur. Menanggapi perkembangan yang terjadi di Timor 
Timur, Komnas HAM telah membentuk Komisi Penyelidik 
Pelanggaran HAM di Timor Timur (KPP-HAM) pada tanggal 22 
September 1999 dengan Surat Keputusan No. 770/TUA/IX/99, 
kemudian dilengkapi dengan Surat Keputusan No. 797/TUA/X/99 
tanggal, 22 Oktober 1999, dengan mengingat Undang-undang. No. 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan PERPU No. 1 Tahun 
1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta.menimbang 
bahwa situasi hak asasi manusia.di Timor Timur pasca 
menjelajah.pendapat semakin memburuk.  
Amanat KPP-HAM adalah mengumpulkan fakta, data dan 
informasi tentang pelanggaran.hak asasi.manusia di Timor Timur 
yang terjadi sejak Januari 1999 sampai dikeluarkannya. Penetapan 
MPR.pada bulan Oktober 1999 yang.mensahkan hasil jajak pendapat. 
Penyelidikan dikhususkan pada kemungkinan terjadinya genosida, 
pembunuhan massal, penganiayaan, pemindahan paksa, kejahatan 
terhadap perempuan dan anak-anak serta politik bumi hangus. KPP 
HAM juga bertugas menyelidiki.keterlibatan.aparatur negara atau 
badan-badan lain.  
Masa.kerja KPP HAM.terhitung.sejak 23.September 1999 
sampai akhir Desember 1999, yang.kemudian diperpanjang hingga 
31 Januari 2000 dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM 
No.857/TUA/XII/99 tanggal.29 Desember 1999. Wewenang KPP-
HAM.berdasarkan Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang. Hak 
Asasi Manusia Pasal 89 (3) dan Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 10 dan 11 adalah : melakukan 
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peninjauan.dan.pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelang-
garan hak asasi manusia di Timor Timur, meminta keterangan pihak-
pihak korban, memanggil dan memeriksa saksi-saksi, mengum-
pulkan bukti dan memeriksa semua tempat termasuk.bangunan.yang 
perlu bagi.penyelidikan.dengan disetujui oleh Ketua.Pengadilan.  
KPP HAM menyerahkan laporan hasil penyelidikan kepada 
Komnas HAM dan selanjutnya. Komnas HAM.menyerahkan.kepada 
Kejaksaan Agung.untuk melakukan penyidikan dan penuntutan.ke 
Pengadilan Hak Asasi Manusia. KPP HAM terdiri dari 9 orang 
anggota, 5 orang.anggota Komnas HAM dan 4 orang aktifis hak asasi 
manusia. Tim.asistensi.terdiri dari : 13 orang.asisten.penyelidik, 14 
orang anggota sekretariat dan 3 orang nara sumber membantu KPP-
HAM.  
KPP HAM juga melakukan penyelidikan lapangan yaitu 
sebanyak 6 kunjungan ke Kupang NTT, 3 kunjungan ke Timor Timur 
dan 1 kegiatan menggali kuburan.massal di NTT. Proses menggali 
kuburan dilakukan dengan. Mengikutkan atau mengajak tim ahli 
forensik. Selain memeriksa bukti dan tempat-tempat kejadian, KPP 
HAM juga mengumpulkan informasi baru seperti wawancara 
dengan 55 orang saksi korban, wawancara saksi sebanyak 23 orang 
dan pemeriksaan terhadap.45 orang yang memiliki kaitan de-
ngan.pelanggaran hak asasi manusia.  
Menurut fakta, dokumen, keterangan dan kesaksian dari 
berbagai pihak, KPP HAM tak hanya menemukan tindakan yang 
dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia 
yang menjadi tanggung jawab negara, namun dapat dipastikan, 
seluruh pelanggaran berat hak asasi manusia itu dapat digolongkan 
ke dalam universal jurisdiction.  
Pengaturan Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
Pembentukan Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) seperti 
pengalaman banyak negara tentu saja berada dalam konteks 
pergantian pemerintahan, yaitu dari pemerintahan rezim otoriter 
menuju demokratis. Dalam.pergantian.tersebut,.muncul.pertanya-
an.mengenai sikap dan tanggungjawab negara terhadap kejahatan 
kemanusian oleh rezim sebelumnya..Menurut.Mary Albon, pertanya-
an ini mengandung dua isu penting, yaitu pengakuan dan perta-
nggungjawaban. Pengakuan mengandung.dua pilihan: “mengingat”. 
atau “melupakan”. Akuntabilitas.menghadapkan kita pada pilihan 
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antara melakukan “persekusi” atau “memaafkan”.  Persoalannya, 
mengutip Hannah Arendt (1958), bagaimana kita bisa memaafkan 
apa  yang tak dapat dihukum? "Pemahaman dibentuknya Komisi 
Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) bukan sekedar pengganti pengadilan 
hak asasi manusia ad hoc akan tetapi juga sebagai teman seiringan. 
Komisi Kebenaran Rekonsiliasi merupakan usaha menggunakan 
sudut pandang hak asasi manusia yang bertujuan memajukan 
kepentingan para korban dan untuk menyelamatkan, melindungi 
kehidupan masyarakat umum lainnya. Sebagai alat untuk dite-
rapkannya konsep keadilan. 
Fenomena yang muncul di era pergantian politik yaitu dari 
rezim otoriter menuju ke reim demokratis berkaitan denagn 
persoalan penyelesaian pelanggaran kejahatan manusia yang 
dilakukan oleh rezim sebelumnya merupakan Komisi Kebenaran 
Rekonsiliasi (KKR). Pemerintahan transisi berusaha menjawab 
masalah tersebut dengan mencoba mendamaikan kecenderungan 
menghikum di satu sisi dengan kecenderungan memberi maaf atau 
amnesti di sisi yang lain. Sebagai ”jalan tengah” tentu saja upaya 
demikian tidak sepenuhnya melegakan banyak pihak, terutama 
korban, keluarga korban dan organisasi masyarakat sopil, tetapi 
itulah usaha pemerintahan pergantian yang dapat dilakukan, 
mengingat kejahatan kemanusian yang dilakukan rezim sebelumnya 
memuat sudut pandang politik, psikologis dan hukum yang sangat 
kompleks.  
Tidak ada suatu pengertian yang diterima secara umum 
tentang apa itu Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR). Ia (KKR) 
merupakan penamaan umum terhadap komisi-komisi yang dibentuk 
pada situasi pergantian politik dalam rangka.menangani pelangga-
ran.berat atau kejahatan hak asasi manusia.di masa lalu. Hingga kini 
telah berdiri sekitar 20 KKR di berbagai negara (lihat appendiks). 
Masing-masing komisi itu mempunyai nama, mandat, dan 
wewenang yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Beberapa di 
antaranya memiliki mandat yang terbatas hanya pada satu tipe 
pelanggaran hak asasi manusia, misalnya KKR di Chile dan 
Argentina yang mandatnya terbatas pada.penyelidikan.atas kasus-
kasus eksekusi di luar proses hukum dan penghilangan paksa –apa-
kah itu dilakukan oleh negara maupun oleh kelompok perlawanan 
bersenjata.  
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Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dapat berfungsi 
dengan baik apabila mereka memenuhi ketiga aspek kebenaran. 
Mereka harus memberikan fakta, bukan sekadar..rekaan atas fakta. 
Mereka harus memberikan laporannya sesuai dengan norma-norma 
hukum..atau moral internasional, dan boleh menyatakan pembu-
nuhan sebagai suatu kejahatan, namun tidak bisa menyejajarkan 
pembunuhan dengan pemecatan seseorang karena alasan politik. 
Ketiga, mereka harus memaparkan temuannya dengan cara 
yang..benar dan jujur. Jika mereka menutup-nutupi semua isu yang 
sensitif atau mengaburkan penanggung jawab utamanya, laporan itu 
tidak akan dipercaya, bahkan bila fakta-faktanya benar. 
Sejak kemunculannya pertama kali di Argentina dan Uganda 
pada medium 1980-an, KKR telah menjadi fenomena internasional. 
Lebih dari 20 negara telah memilih jalan mendirikan KKR sebagai 
cara mempertanggungjawabkan kejahatan hak asasi manusia yang 
terjadi di masa lalu. Beberapa di antaranya mencatat sukses yang 
hebat, meski tentu saja ada yang setengah berhasil, dan ada juga 
dilanda kegagalan. 
Kesadaran pentingnya mengusut, mengungkap kebenaran 
dan meminta pertanggungjawaban rezim masa lalu yang melakukan 
kejahatan kemanusian, secara teoritis, diyakini banyak aktivis pro 
demokrasi merupakan jalan menuju demokrasi. Tidak mungkin 
sebuah bangsa dapat hidup bersatu padu dalam damai di atas sejarah 
penuh luka dan kekerasan. Proses transisi menuju demokrasi harus 
berjalan di atas proses sejarah yang jujur, adil dan bertanggung 
jawab. Pemerintahan yang baru harus menemukan jalan keluar 
untuk meneruskan detak nadi kehidupan, menciptakan ulang ruang 
nasional yang damai dan layak dihuni, membangun semangat dan 
upaya rekonsiliasi dengan para musuh masa lampau, dan mengu-
rung kekejaman masa lampau dalam sangkar masa lampaunya 
sendiri. 31 
Fungsi pengadilan tidak boleh dan tidak bisa digantikan oleh 
Komisi Kebenaran karena Komisi Kebenaran bukan merupakan 
badan peradilan, persidangan hukum dan tidak mempunyai keku-
asaan untuk memvonis orang melakukan kejahatan tertentu atau 
                                                          
31 Ifdal Kasim, Setelah Otoritarianisme Berlalu; Esai-esai Keadilan di Masa Tran-
sisi, ELSAM, Jakarta, 2001. 
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mengirim orang ke penjara. Akan tetapi Komisi Kebenaran 
Rekonsiliasi (KKR) bisa melakukan beberapa hal yang penting yang 
secara universal tidak dapat dilakukan melalui proses penuntutan 
persidangan di pengadilan pidana. 
Dalam jumlah kasus yang sangat besar dapat ditangani oleh 
Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) dari pada ditangani oleh 
pengadilan pidana. Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) bisa 
menyelidiki sebagian besar kasus atau semua kasus-kasus yang ada 
dan penanganan jumlah kasus kecil tidak dibatasi di dalam suatu 
situasi dimana di bawah rezim sebelumnya telah terjadi sebuah 
pelanggaran hak asasi manusia berat yang menyebar dan sistematis. 
Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) ikut serta menyediakan 
bantuan yang praktis untuk para korban dengan cara yang jelas dan 
mengedentifikasi perorangan atau keluarga yang menjadi korban 
kejahatan pada masa lampau agar mereka berhak secara hukum 
mendapatkan bantuan reparasi pada masa yang akan datang.  
Untuk menjawab pertanyaan yang besar seperti bagaimana 
pelanggaran hak manusia bisa terjadi dapat dicoba mengunakan 
Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR). Faktor apa yang ada di 
masyarakat dan negara yang memungkinkan pelanggaran tersebut 
terjadi, kenapa pelanggaran tersebut bisa terjadi, perubahan atau 
tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah kekerasan 
dan pelanggaran hak asasi manusia tersebut agar tidak terulang 
kembali. 
Romli Artasasmita mencatat ada 6 (enam) hal yang meng-
hambat:  
1. Suatu persoalan pelanggaran hak asasi manusia tidak serupa 
dengan pelanggaran kejahatan biasa sebagaimana yang telah 
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Hukum 
Pidana Khusus yang berlaku.  
2. Persoalan pelanggaran hak asasi manusia merupakan kejadian 
baru bagi bangsa Indonesia 
3. Lembaga yang sudah ada belum terbiasa. menangani pelanggaran 
hak asasi manusia dan ajaran hukum melalui peradilan hak asasi 
manusia belum banyak. dan berasal dari suatu mahkamah ad-hoc. 
4. Larangan menggunakan pengertian secara kesamaan. sudah 
diakui dalam sistem hukum pidana di seluruh negara. termasuk 
Indonesia. Jika pengertian tersebut tetap digunakan. dalam kasus 
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pelanggaran hak asasi manusia, maka pemerintah telah melihat 
kasus tersebut. sebagai kejahatan biasa sehingga mengurangi arti. 
dan intihakikat dari pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. 
dan sekaligus secara tidak langsung memberikan selah hukum 
yang kuat. bagi PBB untuk membentuk Mahkamah Ad-Hoc 
Internasional bagi pelanggaran HAM. di Indonesia.  
5. Tuntutan masyarakat Internasional melalui PBB. agar pemerintah 
secara serius menangani pelanggaran hak asasi manusia. di 
Indonesia termasuk Timor Timur. sangat sulit untuk dihindarkan 
atau diabaikan oleh pemerintah Indonesia.  
6. Pemakaian asas tidak berlaku surut atau non-retroactive principle. 
sebagai asas universal juga dilematis karena asas ini. disatu sisi 
dianut dalam suatu ICC dan system hukum pidana Indonesia. 
serta hampir seluruh negara menganutnya. Namun di sisi lain. 
dalam praktek Mahkamah Ad-Hoc di Ruanda dan negara bekas 
jajahan Yugoslavia, dan juga dalam UU Pengadilan. Ad-Hoc 
Khamer Merah (1999) .asas berlaku surut tetap diberlakukan 
sekalipun untuk satu kurun waktu tertentu.32 
Dasar hukum pembentukan Komisi Kebenaran. dan Re-
konsiliasi sudah jelas yaitu:  
1. Ketetapan MPR RI No. V/MPR/2000. tentang Pemantapan 
kesatuan-kesatuan nasional, yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 
2000. pada Bab V tentang Kaidah Pelaksanaan. angka 3 menga-
manatkan sebagai berikut “Membentuk Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi Nasiona.l sebagai lembaga Ekstra Judisial yang 
jumlah anggotanya. dan kriterianya ditetapkan dengan Undang-
Undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran. 
dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan 
pelanggaran hak asasi manusia. pada masa lampau sesuai dengan 
ketentuan hukum. dan perundang-undangan yang berlaku dan 
melaksanakan rekonsiliasi. dalam perspektif kepentingan bersama 
sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebe-
naran. dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permohonan maaf, 
pemberian maaf perdamaian, penegakan hukum, amnesti, reha-
                                                          
32 Romli Atmasasmita, Latar Belakang Penyusunan RUU Tentang Pengadilan 
HAM Di Indonesia, Lokakarya Pemajuan dan Perlindungan HAM, Jogyakarta, 
2000, hlm. 4-6. 
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bilitasi atau alternatif lain. yang bermanfaat untuk menegakkan 
persatuan dan kesatuan bangsa. dengan sepenuhnya memper-
hatikan rasa keadilan dalam masyarakat.  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia yang disahkan dan diundangkan tanggal 23 
Nopember 2000 pada pasal 47. mengamanatkan sebagai berikut: 
Ayat (1): Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi 
sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemung-
kinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi.  
Ayat (2): Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasisebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang. 
Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) mempunyai keisti-
mewaan. dalam jangkauan, ukuran, dan amanatnya seperti telah 
disebutkan di atas. Banyak Komisi berupaya untuk mencapai. 
beberapa atau keseluruhan dari tujuan berikut: 
1. Memberikan pengertian kepada suara korban. secara perseo-
rangan dengan mengizinkan mereka memberikan pernyataan 
kepada Komisi. dalam forum dengar pendapat berkaitan dengan 
pelanggaran hak asasi manusia. yang mereka alami 
2. Pencarian sejarah. berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar 
pelanggaran hak asasi manusia. yang biasanya dibantah oleh 
penguasa atau merupakan sebuah subjek dari pertikaian atau 
kontroversi, dan KKR dapat. membantu menyelesaikan masalah 
itu dengan membeberkan kejadian tersebut. lalu secara kredibel 
dan perhitungan data 
3. Pendidikan dan Pengetahuan Publik. Dengan begitu. mening-
katkan kewaspadaan umum berksitan dengan kerugian sosial. dan 
individu akibat pelanggaran hak asasi. Proses pendidikan publik 
ini. juga memberikan sumbangan pada pengetahuan masyarakat. 
tentang penderitaan korban dan membantu menggerakkan 
masyarakat. untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa 
depan. 
4. Memeriksa pelanggaran hak asasi manusia sistematis. menuju 
reformasi kelembagaan, terutama akibat dan sifat. dari bentuk 
pelanggaran hak asasi manusia. yang melembaga dan sistemik. 
Sekali Komisi berhasil mengidentifikasikan pola pelanggaran hak 
asasi manusia. atau lembaga yang bertanggungjawab. terhadap 
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pelanggaran ini, maka Komisi dapat merekomendasikan 
serangkaian program sosial. atau kelembagaan dan reformasi 
legislatif. yang dirancang untuk mencegah timbulnya kembali 
pelanggaran. hak asasi manusia.  
5. Memberikan assesment. tentang akibat pelanggaran hak asasi 
manusia terhadap diri korban, di mana Komisi bisa merekomen-
dasikan. beberapa cara untuk. membantu korban menghadapi dan 
mengatasinya.  
6. Pertanggungjawaban para pelaku. kejahatan. Komisi mengumpul-
kan informasi yang berkaitan dengan identitas individu pelaku 
kejahatan. yang melanggar hak asasi manusia, dan bisa juga 
mempromosikan. sebuah sense of accountability atas penyalahguna-
an kekuasaan. oleh individu-individu yang secara publik 
terindikasi. dan lembaga-lembaga yang bertanggungjawab atas 
penyalahgunaan itu, memberi rekomendasi bahwa. para pelaku 
kejahatan perlu diberhentikan. dari jabatan publik, atau 
memberikan fakta-fakta atau bukti-bukti. untuk pengajuan 
tuntutan ke pengadilan. 
Sebagai suatu organisasi baru yang membantu pemerintah. di 
dalam mengungkap kebenaran dan upaya rekonsiliasi. atas suatu 
konflik di antara warga masyarakat (horisontal) maupun antara 
masyarakat. dengan aparat (vertikal); maka KKR harus mempunyai 
visi jelas dan meliputi segala persoalan masyarakat. dan negara.  
C. Penutup 
HAM telah mendapatkan pengakuan secara hukum oleh 
negara Indonesia meskipun belum seutuhnya. Sebab, Penegakan 
hukum HAM di Indonesia harus didukung oleh berbagai peraturan 
perundang-undangan yang kuat karena masih banyak terjadi 
pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM di Indonesia yang  belum 
sepenuhnya dapat diselesaikan dengan baik. Eksistensi Komnas 
HAM sebagai instiusi nasional HAM masih memiliki sejumlah 
kelemahan mula dari persoalan belum optimalnya dasar hukum 
pembentukan, pendanaan yang minim, terbatasnya kewenangan dan 
aksesibilitas kelembagaan. 
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